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ABSTRAK 
Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh 

perbankan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. 

Penelitian ini mengenai pemberian pembiayaan ijarah multijasa BPRS ABC 

(bukan nama yang sebanarnya) kepada nasabah yaitu XXX dan YYY (bukan 

inisial yang sebenarnya). BPRS ABC memberikan pembiayaan ijarah multijasa 

yang berupa sewa manfaat sebesar Rp. 250.000.000,- dan ujrah Rp. 180.000.000,- 

selama 60 bulan sejak tanggal 13 September 2011 sampai 13 September 2016. 

Pembiayaan tersebut digunakan nasabah dalam mengembangkan usahanya untuk 

membiayai biaya cetak tabloid pada pihak percetakan. Dalam proses pembiayaan 

nasabah menunggak angsuran karena direktur percetakan kabur dan nasabah 

mengalami kerugian. Kemudian BPRS ABC melayangkan beberapa surat somasi 

dan menyatakan nasabahnya wanprestasi. BPRS ABC dirugikan secara materiel 

yang perinciannya pertanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp. 257.393.450,-. 

Selanjutnya BPRS ABC mengajukan gugatan dan meminta ganti kerugian kepada 

nasabah di Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor perkara 

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., BPRS ABC selaku pemberi manfaat seharusnya 

bertanggung jawab bila tidak terpenuhinya jasa percetakan yang digunakan 

nasabahnya. 

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui pembiayaan 

ijarah multijasa pada BPRS ABC dan penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah 

multijasa bermasalah pada BPRS ABC. Penelitian ini menggunakan teori akad 

ijarah dalam perspektif hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder, maka dalam 

pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian ini, pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC, beberapa 

ketentuan sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, 

namun ada beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan perundang-undangan 

dan ketentuan hukum Islam, yaitu BPRS ABC tidak menyediakan jasa cetak yang 

seharusnya disediakan karena hanya memberikan uang. Pembayaran pembiayaan 

menggunakan metoda flat rate, sebaiknya menggunakan metoda yang bersifat 

progresif dan terdapat kesalahan dalam membuat akad pada Akad Pembiayaan 

Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 yaitu terdapat ketentuan: “pendapatan atau 

keuntunggannya akan dibagi secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang 

(proporsional).” Beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum 

Islam, namun masih terdapat kesalahan dalam mempertimbangkan perincian 

kewajiban nasabah, bukti saksi, dan hukuman cidera janji pihak nasabah kurang 

tepat dengan ketentuan pada Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01. 

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga maupun Pengadilan 

Tinggi Agama Semarang belum sesuai dengan  Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank 

Indonesia, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan syarat-syarat 

rukun akad ijarah dan belum mengungkap mekanisme penyediaan jasa oleh BPRS 

ABC sebagai bahan pertimbangan. Penelitian ini semoga berkonstribusi bagi 

perkembangan perbankan syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, 

khususnya penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 

Alif 

Bā‟ 

Tā‟ 

Ṡā‟ 

Jīm 

Ḥā‟ 

Khā‟ 

Dāl 

Żāl 

Rā‟ 

zai 

sīn 

syīn 

ṣād 

ḍād 

ṭā‟ 

ẓȧ‟ 

„ain 

gain 

fā‟ 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 
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 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

qāf 

kāf 

lām 

mīm 

nūn 

wāw 

hā‟ 

hamzah 

yā‟ 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

` 

y 

qi 

ka 

el 

em 

en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 مـتعددّة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Tā’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h. 

 هبة

 علّـة

ditulis 

ditulis 

hibbah 

‘illah 

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’ditulis karāmah al-auliyā كرامةالأولياء

2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

 ditulis zakātul fitri زكاة الفطر
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D. Vokal Pendek 

----  َ --- 

----  َ --- 

----  َ --- 

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

 

 فع ل

 ذ كر

 ي ذهب

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

żukira 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif 

 جاهلـيّة

2. fathah + ya‟ mati  

نسى  ت ـ

3. Kasrah + ya‟ mati 

 كريـم

4. Dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + ya‟ mati 

 بـينكم

2. fathah + wawu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنـتم

عدتّا ُ  

 لئنشكرتـم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah  

 القرأن

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya. 

 السّماء

 الشّمس

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 الفروض ذوى

 السّـنةّ أهل

ditulis 

ditulis 

Żawi al-furūḍ 

Ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat, hal ini memicu semakin menjamurnya lembaga perbankan 

yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai suatu kenyataan yang baru 

dalam keuangan internasional. Tumbuhnya lembaga perbankan syariah tersebut 

karena kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Sistem 

perbankan syariah semakin dikembangkan, karena hal ini salah satunya bertujuan 

untuk memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep 

bunga. 

Sejak pertengahan tahun 1970-an, perbankan syariah berkembang pesat, 

namun dalam prakteknya dan asas-asasnya berasal jauh sebelum itu, yaitu pada 

abad tahun 1400 tahun yang lalu. Karena falsafah dan asas-asanya telah ada di al-

Qur‟an dan dilaksanakan oleh Nabi Muhamad Saw. Perbankan syariah pertama 

kali muncul di negara Mesir yang kemudian semakin tumbuh dan berkembang 

tidak hanya di negara-negara Islam. Bukan hanya pada negara-negara Islam saja, 

perbankan syariah tumbuh dan mengalami perkembangan di negara yang 

mayoritas penduduknya non muslim seperti di benua-benua Eropa dan Amerika.
1
 

Di Indonesia sendiri eksistensi perbankan syariah secara yuridis dimulai dengan 

keluarnya paket kebijakan oleh Menteri Kordinator Ekonomi Keuangan dan 

                                                           
1
 Mervyn K. Levis, Latifa M. Algound, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek,, 

terj. Burhan Subrata, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 9-13. 
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Industri yaitu Paket Kebijakan Desember 1983 dan Paket Kebijakan Oktober 

1998. Kemudian secara kelembagaan lahirnya perbankan syariah dimulai dengan 

adanya PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang resmi beroperasi 

pada 1992. Perbankan syariah semakin berkembang dengan dikeluarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam peraturan perundang-

undangan ini prinsip syariah diperbolehkan, akan tetapi hanya disingung secara 

implisit, yaitu menyatakan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah 

berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan 

dalam peraturan pemerintah.
2
 

Lahirnya Bank Muamalat Indonesia ini memberikan pelayanan kepada 

masyarakat Indonesia yang  belum dapat menerima prinsip bank konvensional 

yang sudah ada, sehingga dapat mengembangkan potensi ekonomi masyarakat 

Indonesia. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia berkembang semakin pesat 

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan yang merubah dan menyempurnakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan semakin 

berkembangnya perbankan syariah di Indonesia ini, maka perbankan nasional 

Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan berganda (dual banking system), 

yaitu adanya perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berlangsung di 

satu negara.
3
 Pada akhirnya pada tanggal 16 Juli 2008 Indonesia membuat 

peraturan mengenai perbankan syariah ini secara tersendiri dengan Undang-

                                                           
2
 Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 
 
3
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merubah dan 

menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. 
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Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya 

disebut UU Perbankan Syariah). Dalam UU Perbankan Syariah, memberikan 

pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutanya bank 

syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat 

syariah.
4
 

Tujuan pengembangan sistem perbankan syariah bank konvensioanl 

mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan 

(financial intermediary instution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana 

dari masyarakat, juga menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk 

kredit atau pembiayaan.
5
 Istilah kredit digunakan pada praktek perbankan 

konvensional, sementara untuk istilah pembiayaan dikenal dalam perbankan 

syariah. Perbedaan kredit perbankan konvensional dan pembiayaan perbankan 

syariah adalah dimana perbankan syariah melakukan kegiatan penyaluran dana 

tersebut tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip pembagian 

keuntungan dan kerugian (profit an loss sharing principle) atau yang lebih dikenal 

dengan prinsip bagi hasil. 

                                                           
4
 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah. Pada Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa bank umum syariah adalah bank syariah yang 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangakan pasal 1 ayat (9) 

menjelaskan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah  bank syariah yang kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 
5
 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajahmada 

University Press, 2009), hlm. 104. 
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Kegiatan usaha perbankan syariah telah mengikuti dan menyesuaikan diri 

dengan kegiatan usaha-usaha perbankan dan lembaga keuangan lain. Produk-

produk perbankan syariah itu menawarkan seperti yang biasa diberikan oleh 

perbankan konvensional. Namun demikian, dengan fleksibelitas, produk-produk 

perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibanding dengan 

produk-produk perbankan konvensional.
6
 

Pemberian pembiayaan pada perbankan syariah harus didasarkan pada suatu 

kepercayaan bahwa bank sebagai penyalur pembiayaan harus percaya kepada 

pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan apa yang sudah diterima sesuai 

dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam penyaluran 

pembiayaannya kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah 

yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain 

untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam UU Perbankan Syariah pemberian 

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk muḍārabah dan musyārakah. 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

(ijārah muntahiya bītamlik). 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābaḥah, salam, dan istiṣna‟. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qarḍ. 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.  

                                                           
6
 Sumarto  Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 

2004), hlm. 60. 
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Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit 

usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi 

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
7
 

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah 

adalah pembiayaan multijasa berdasarkan akad ijarah. Penelitian ini mengenai 

proses pembiayaaan ijarah multijasa pada perbankan syariah, menganalisa akad 

yang digunakan serta penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada 

pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa. Pada proses pembiyaan ijarah multijasa 

oleh perbankan syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan 

bermasalah sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak akibat pembiayaan 

ijarah multijasa ini. Seperti yang terjadi pada kasus yang diputus Pengadilan 

Agama Purbalingga dengan perkara nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg antara Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah ABC (bukan nama yang sebenarnya) dengan XXX 

(bukan inisial yang sebenarnya) dan YYY (bukan inisial yang sebenarnya) tentang 

kasus cidera janji yang dilakukan oleh XXX dan YYY dalam pembiayaan ijarah 

multijasa BPRS ABC. Dalam perkara tersebut pihak BPRS ABC menerangkan 

bahwa XXX dan YYY menerima pembiayaan ijarah mutijasa sejak  tanggal 13 

September 2011 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 

ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan 

waktu pembiayaan selama 60 bulan atau lima tahun sejak tanggal 13 September 

2011 sampai 13 September 2016. Pembiayaan tersebut digunakan untuk biaya 

                                                           
7
 Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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cetak, dalam proses pembiayaan XXX dan YYY menunggak angsuran sehingga 

BPRS ABC melayangkan beberapa surat peringatan atau somasi. BPRS ABC 

telah memberikan kesempatan kepada XXX dan YYY sampai gugatan ini 

diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga tidak dapat menyelesaiakan kewajiban 

kepada BPRS ABC. Maka XXX dan YYY dianggap melakukan cidera janji yang 

sangat merugikan BPRS ABC. Pihak  BPRS ABC merasa dirugikan secara 

materiel yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sejumlah nilai  Rp. 

257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan tiga ribu empat 

ratus lima puluh rupiah). Kemudian BPRS ABC menggugat XXX dan YYY 

membayar kerugian materiel sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus lima puluh 

tujuh juta tiga ratus sembilan tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
8
 

Berdasarkan keterangan XXX dan YYY, menjelasakan pada awalnya XXX 

dan YYY mendapat tawaran dari karyawan BPRS ABC pembiayaan ijarah 

multijasa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 

lima tahun guna pengembangan atau pembiayaan usahanya di bidang penerbitan 

tabloid Inspirasi (bukan nama yang sebenarnya). Setelah pembiayaan cair XXX 

dan YYY langsung digunakan untuk membayar kontrak percetakan tabloid 

Inspirasi sebanyak 72 edisi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh 

ratus dua puluh juta rupiah). Ketika pihak percetakan baru mencetak 17 edisi 

yang berarti masih tersisa 55 edisi lagi, direktur percetakan kabur tanpa diketahui 

sampai sekarang. XXX dan YYY mengalami kerugian 52 edisi atau sebesar Rp. 

520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan dikuatkan surat 

                                                           
8
 Putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, hlm. 2-5. 
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perjanjian dan laporan dari pihak aparat kepolisian. Hal itulah yang membuat 

XXX dan YYY mengalami kesulitan bukan dengan alasan tidak mempunyai 

iktikad baik dan mengingkari kewajibannya membayar hutang. Dan memang 

benar mengalami kesulitan untuk membayar pembiayaan ijarah multijasa pada 

BPRS ABC. Bahkan XXX dan YYY berupaya bertemu dengan direktur BPRS 

ABC namun selalu ditolak. Selain itu XXX dan YYY juga meminta kesempatan 

lagi untuk melunasi hutang karena waktu pembiayaan selama 60 bulan atau lima 

tahun sejak 13 September 2013 sampai 13 September 2016.
9
 

BPRS ABC selaku pemberi manfaat seharusnnya bertanggung jawab bila 

tidak terpenuhinya jasa percetakan yang digunakan XXX dan YYY. Pada 

dasarnya kewajiban bank syariah sebagai pemberi manfaat barang dan jasa pada 

akad ijarah adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, 

menanggung biaya pemeliharaan barang, dan menjamin bila terjadi cacat pada 

barang yang disewakan.
10

 Memang tindakan BPRS ABC tidak seutuhnya benar 

dalam meminta ganti rugi materiel sekaligus sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus 

lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan tiga ribu empat ratus lima puluh 

rupiah), padahal dalam perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor: 01 

tanggal 13 September 2011 tersebut telah disepakati pembayaran angsuran kepada 

BPRS ABC sejak angsuran pertama tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan 

tanggal 13 September 2016 atau selama lima tahun. Keadaan XXX dan YYY 

bukan dilakukan dengan kesengajaan, hal itu dilakuan karena XXX dan YYY 

                                                           
9
 Putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, hlm. 6-10. 

 
10

 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. 

Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan 

Multijasa. 
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memang dalam keadaan yang sangat sulit ataupun keadaan memaksa (overmacht), 

tidak bisa membayar pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC dan ada 

iktikad baik darinya untuk membayar hutang tersebut. Namun BPRS ABC 

meminta XXX dan YYY untuk mengganti kerugian materiel secara langsung 

sejumlah total angsuran yang belum dibayar, total ujrah, total denda 

keterlambatan, dan beberapa biaya lainnya, padahal waktu pembiayaan belum 

berakhir. 

Bertitik tolak dari kasus diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk tesis yang berjudul: “Tinjauan 

Yuridis Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa persoalan 

yang cukup urgen dan signifikan untuk dikaji secara mendalam. Persoalan-

persoalan itu peneliti tuangkan dalam bentuk rumusan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC sudah sesuai dengan 

perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam? 

2. Apakah penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada 

BPRS ABC dalam putusan nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg sudah sesuai 

dengan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC. 

b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah multijasa 

bermasalah pada BPRS ABC. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan dunia 

perbankan, khususnya perbankan syariah diharapkan hasil penelitian 

ini dapat memberikan masukan berkaitan dengan pembiayaan ijarah 

multijasa pada perbankan syariah. 

b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum 

Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan bahan masukan serta sumbangan pemikiran di bidang 

penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada 

perbankan syariah. 

 

D. Kajian Pustaka 

Dari berbagai literatur yang mengungkap dan membahas pembiayaan ijarah 

multijasa di perbankan syariah, belum ada suatu kajian yang secara khusus 

mengfokuskan pembahasannya pada persoalan tinjauan yuridis pembiayaan ijarah 

multijasa di Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg). 
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Oleh karena penelitian ini bersifat pustaka, maka ada beberapa literatur yang 

penulis pandang perlu dikemukakan di sini. Di antara beberapa literatur yang 

membahas seputar akad ijarah, pembiayaan ijarah multijasa di perbankan syariah 

maupun penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah: 

Ajeng Mar„atus Solihah dalam jurnalnya yang  berjudul: Penerapan Akad 

Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, membahas 

tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa 

di perbankan syariah. Dari hasil penelitiannya, penerapan akad ijarah pada 

pembiayaan multijasa di perbankan syariah ditinjau dari segi teknis 

pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum Islam, akad ijarah yang diterapkan 

dalam pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah untuk biaya kesehatan 

dan biaya pendidikan kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam 

pelaksanaan akad ijarah, pihak penyedia objek sewa dengan lembaga keuangan 

harus terlibat kerjasama atau harus saling mengetahui. Solusi untuk menyesuaikan 

praktik yang terjadi dengan teori hukum Islam penulis menyarankan kepada 

lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa 

menggunakan akad kafālah bil ujrah dimana lembaga keuangan syariah sebagai 

penjamin yang menjamin dengan cara memfasilitasi dana pembiayaan bagi 

anggota yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akad kafālah 

bil ujrah ini diberlakukan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan kesehatan 

dan pendidikan dan anggota tersebut belum berstatus mempunyai hutang kepada 

pihak rumah sakit atau sekolah. Sedangkan bagi anggota yang mengajukan 
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pembiayaan dan ia sudah berstatus mempunyai hutang kepada rumah sakit atau 

sekolah maka akad yang digunakan adalah akad ḥiwālah bil ujrah.
11

 

Selanjutnya Mardhiyah Hayati dalam jurnalnya yang berjudul: Pembiayaan 

Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian 

Teradap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang 

Pembiayaan Multijasa), membahas alternatif pembiayaan ijarah multijasa untuk 

pembiayaan pendidikan. Hasil penelitiannya pembayaran biaya pendidikan dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu pihak bank bisa melalui investor untuk 

melakukan pembayaran ke lembaga pendidkan dan melalui nasabah itu sendiri 

dengan akad wakālah. Dengan adanya transaksi ijarah multijasa diharapkan orang 

tua yang terkendala masalah keuangan yaitu sulit membayar biaya pendidikan 

anaknya dapat mengajukan pembiayaan ini, sehingga fenomena anak putus 

sekolah dapat diminimalisir, akan tetapi agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai 

dengan prinsip syari‟ah, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk 

dijadikan pedoman agar transaksi yang dilaksanakan oleh Bank Syariah dengan 

tujuan mulia ini dapat berjalan sesuai dengan baik.
12

 

Masih dalam batas kajian pembiayaan ijarah multijasa lembaga keuangan 

syariah, Alkiya Fata Ilahy dalam skripsinya yang bejudul: Tinjauan  Hukum Islam 

Terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Batik Mataram Wirobrajan 

                                                           
11

 Ajeng Mar„atus Solihah, “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam 

Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Az Zarqa, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, Pdf, hlm. 103-120. 
 
12

 Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan 

Pendidikan (Kajian Teradap Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang 

Pembiayaan Multijasa)”, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, Pdf, hlm. 78-86. 
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Yogyakarta, meninjau paktek  pembiayaan ijarah multijasa di BMT Batik 

Mataram Wirobrajan Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam. Hasil 

penelitiannya bahwa praktek pembiayaan tersebut kurang sesuai dengan Fatwa 

DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VII/2004, karena bagi hasil yang digunakan BMT 

Batik Mataram dalam akad ijarah. Di dalam akad ijarah pada fatwa tersebut 

adalah menggunakan fee atau ujrah. Akan tetapi penetapan besaran nominal fee 

atau ujrah yang dilakukan BMT Mataram berdasarkan kemampuan yang dimiliki 

oleh nasabah dan nasabah diberikan kesempatan negosiasi besaran fee atau ujrah, 

hal tersebut merupakan telah mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam bentuk 

tanpa adanya paksaan dan mengangkat nilai keridaan dari pihak yang 

berkepentingan.
13

 

Kemudian Sofyan Zefri, dalam tesisnya yang berjudul: Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Kasus Sengketa Pembiayaan 

al-Musyarakah), membahas faktor-faktor yang menjadi analisis hakim Pengadilan 

Agama Purbalingga dalam memberikan pertimbangan hukum guna menyelesaikan 

sengketa terkait pemenuhan kewajiban akad al-musyārakah dan relevansinya 

terhadap sistem hukum perbankan syariah yang berlaku di Indonesia. Adapun 

hasil dalam penelitian tersebut pertimbangan hakim yang dijadikan dalam 

memutus maupun menyelesaikan sengketa pembiayaan al-musyārakah terkait 

dengan faktor pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi (ta‟wiḍ), dan faktor 

penyebab terjadinya sengketa dalam aplikasi pembiayaan al-musyārakah, masih 

                                                           
13

 Alkiya Fata Ilahy “Tinjauan  Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa 

di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2013, Pdf. 
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perlu mendapat perhatian lebih. Sedangkan relevansi praktik hukum penyelesaian 

sengketa perbankan syariah di Peradilan Agama ini sangatlah relevan, sebagai 

bentuk komitmen Pengadilan Agama dalam memberikan kepastian hukum yang 

berkeadilan, untuk menciptakan stabilitas ekonomi berbasis syariah yang relevan 

dengan sistem hukum perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.
14

 

Sementara Ahmad Rais, dalam tesisnya yang berjudul: Tinjauan Yuridis 

Akad Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) dan Akad Musyarakah Mutanaqisah 

dengan Jaminan Hak Tangggungan dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Studi 

Penerapan Akad Pada Bank Syariah (Bank X) dan Unit Usaha Syariah Bank 

Konvensional (Bank Y), membahas tentang praktik penerapan akad ijārah 

muntahiya bītamlik (IMBT) dan musyārakah mutanāqiṣah, akad terebut dapat 

dipersamakan dengan akad pinjaman uang yang berakibat nasabah berutang 

kepada bank dengan jaminan obyek akad tersebut. Hal ini telah terjadi perubahan 

tujuan akad itu sendiri di mana pada akad ijārah muntahiya bītamlik (IMBT) 

adalah sewa dengan opsi membeli. Sedangkan pada akad musyārakah 

mutanāqiṣah adalah perkongsian modal antara bank dan nasabah.
15

 

Masih dalam kajian akad ijarah, Wahyu Heru Pamungkas, dalam tesis yang 

berjudul: “Penentuan Tarif Ijarah di Perbankan Syariah (Studi Terhadap Gadai 

Emas di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam),” 

                                                           
14

 Sofyan Zefri, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Lingkungan Peradilan 

Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Kasus Sengketa Pembiayaan 

al-Musyarakah),” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. 
 
15

 Ahmad Rais, S.H., "Tinjauan Yuridis Akad Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) dan 

Akad Musyarakah Mutanaqisah dengan Jaminan Hak Tangggungan dalam Pembiayaan 

Pembelian Rumah (Studi Penerapan Akad Pada Bank Syariah (Bank X) dan Unit Usaha Syariah 

Bank Konvensional (Bank Y)," Tesis Universitas Indonesia tahun 2012, Pdf. 
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membahas tentang proses penentuan tarif ijarah gadai emas dan pelaksanaanya di 

BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta. Hasil penelitiannya dalam menentukan tarif 

ijarah gadai emas menggunakan empat komponen yaitu: margin yang diharapkan 

bank, nilai likuiditas jaminan, kadar emas, dan harga standar pasar. Namun 

terdapat persoalan dalam penentuan tarif gadai emas, yaitu mempersamakan 

antara waktu yang berbeda yang berkategori time value of money. Dan masih ada 

persoalan terkait dengan payung hukum adanya multi akad („uqūd al-murakkab) 

dalam transaksi tersebut.
16

 

Di samping alasan-alasan di atas, menurut pengamatan penulis, selama ini 

wacana pembiayaan ijarah multijasa di perbankan syariah dan penyelesaian 

pembiayaan ijarah multijasa bermasalah di perbankan syariah masih dianggap 

sebagai sesuatu yang bisa dikategorikan ke dalam persoalan urgen dalam 

perkembangan perbankan syariah dan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi 

syariah. Dalam arti, semakin pesat perkembangan perbankan syariah, semakin 

besar pula kemungkinan terjadinya perselisihan atau persengketaan dalam 

masalah perbankan syariah. Maka membutuhkan penanganan yang profesional 

dari lembaga-lembaga yang berwenang tersebut untuk menanganinya. 

 

E. Kerangka Teoritik  

Dalam UU Perbankan Syariah pemberian pembiayaan adalah penyediaan 

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk muḍārabah dan musyārakah. 

                                                           
16

 Wahyu Heru Pamungkas, “Penentuan Tarif Ijarah di Perbankan Syariah (Studi Terhadap 

Gadai Emas di BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam),” Tesis UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. 
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2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

(ijārah muntahiya bītamlik). 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābaḥah, salam, dan istiṣna‟. 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qarḍ. 

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa.  

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit 

usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi 

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
17

 

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak, 

bermacam-macam dan kata jasa berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi 

orang lain, manfaat, jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang 

bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Pembiayaan multijasa adalah 

pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dalam memperoleh manfaat atas 

suatu jasa. Peminjaman atas jasa seseorang, seperti yang terdapat dalam surat al-

Qur‟an surat al-Baqarah ayat 233: 

            

              

“... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233) 

                                                           
17

 Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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Menurut Ibnu Katsir sebagaimana yang dikutip dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, dikatakan bahwa jika kedua 

orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka 

diperbolehkan sepanjang mereka mau menunaikan upah atau pembayaran yang 

baik atau patut kepada orang tersbut. Hal ini menunjukan adanya jasa yang 

diberikan dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang 

diterima.
18

 

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab ijarah berasal dari kata “ajara”, 

yang sinonimnya: “akrā” yang berarti menyewakan, ”a‟ṭahu ajran” yang berarti 

ia memberinya upah, “aṡabāhu” yang berarti memberinya pahala.
19

 Secara bahasa 

ijarah berasal dari kata ajara-ya„juru yang berarti upah yang kamu berikan dalam 

suatu pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu 

manfaat yang mubah yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang 

dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas 

suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.
20

 

Heri Soedarsono dalam bukunya mengatakan bahwa al-ijā rah berasal dari 

kata al-ajru yang berarti al-„iwaḍ (ganti), ijarah berarti lease contract dan juga 

hire contract. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract 

dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) 

                                                           
18

 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi 

Syariah, Cet. I, Eds. I, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 843. 

 
19

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Eds. I, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 315. 

 
20

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 311. 
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kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah 

ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).
21

 

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun 

jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka 

disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga 

kerja disebut upah mengupah.
22

 Dia juga menjelaskan bahwa transaksi ijarah 

dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan 

(hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun 

perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek 

transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah manfaat 

dari barang maupun jasa, dengan ijarah bank syariah dapat pula melayani nasabah 

yang hanya membutuhkan jasa.
23

 

Sengketa yang terjadi harus diselesaikan agar tidak ada para pihak yang 

merasa dirugikan. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam ekonomi dapat terselesaikan dengan 

sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang 

berujung pada ketidakadilan. Dalam tradisi Islam klasik, terdapat tiga bentuk 

mekanisme penyelesaian sengketa yang pernah berkembang, baik pada masa 

Rasulullah Saw, para sahabat, Khalifah Bani Umayyah, dan Bani Abbasiah, yaitu: 

                                                           
21

 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi, 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 73. 
 
22

 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Eds. V, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), hlm. 74. 

 
23

 Ibid, hlm. 137. 
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sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan proses litigasi yang disebut dengan 

wilayat al-aqda (kekuasaan kehakiman). 

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan masalah ekonomi. 

Menganalisis pembiayaan bermasalah ini lebih sulit dibanding pada pengajuan 

pembiayaan baru. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya 

berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.
24

 Berdasarkan 

ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 Tentang 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

9/9/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI/2008, kualitas 

pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek: prospek usaha, kinerja 

(performance) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan 

menyerahkan barang pesanan.
25

 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah terdiri dari penyelesaian non 

litigasi dan penyelesaian sengketa litigasi, masing-masing mempunyai keunggulan 

dan kekurangannya. Maka penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di 

perbankan syariah dapat dilakukan dengan kedua cara tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk 

ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis 

                                                           
24

 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Eds. I, 

Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 66. 

 
25

 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum 

yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.  
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penelitian yang bertumpu pada data sekunder sebagai data rujukan utama. Fokus 

yang diteliti adalah sistematika dan perangkat dari kaedah hukum perbankan 

syariah dalam pemberian pembiayaan ijarah multijasa. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
26

 

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka dalam 

pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. 

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, 

mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan 

perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Berdasarkan pada metode pengumpulan data tersebut maka 

jenis data sekunder yang digunakan penulis meliputi: 

1. Bahan hukum primer yaitu: Putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., 

Salinan Putusan Sela Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, Salinan Putusan 

Nomor: 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg, Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 

Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sri 

Wahyono, S.H., M.Kn, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

                                                           
26

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Eds. 1, cet. XIII, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13-14. 
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Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2006, Peraturan-Peraturan Bank Indonesia 

Tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Ijarah, dan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Multijasa. 

2. Bahan hukum sekunder: literatur yang sesuai dengan masalah, hasil penelitian 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini, dan makalah atau artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. 

3. Bahan hukum tersier: kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan lain yang dapat 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer 

dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Setelah terkumpul data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

akan diidentifikasikan dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan 

masalah yang dibahas.
27

 

Pada analisis data menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada 

aspek analisis subjektif penelitian dengan menekankan pada data yang diperoleh, 

dan pendekatan yang dilakukan peneliti apakah menekan pada peraturan 

perundang-undangan, putusan hakim atau perbandingan. Dari metode yang 

digunakan sehingga menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif 

analistis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga 

perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh
28

 

                                                           
27

 Ibid, hlm. 116. 
 
28

 Ibid, hlm. 250. 
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yang tujuannya untuk menggambarkan dan menganalisa data yang telah didapat 

yang kemudian dituangkan dalam penulisan ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam tesis ini tersusun secara organis dan sistematis, 

maka pembahasannya akan dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika 

pembahasannya sebagai berikut: 

Bab pertama adalah bab pengantar, bab ini memaparkan segala hal yang 

menjadi dasar dilakukannya penelitian, yang mencakup urain latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan maupun kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang teori tentang akad dalam persepektif hukum Islam, 

akad ijarah dalam perepektif hukum Islam, tinjauan umum mengenai ijarah 

multijasa, aplikasi akad ijarah multijasa pembiayaan di perbankan syariah, serta 

penyelesiaan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah sebagai gambaran 

awal dalam memahami konstruksi akad pembiayaan ijarah multijasa, serta 

penyelesiaan sengketa pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. 

Bab ketiga membahas secara utuh tentang pembiayaan ijarah multijasa di 

BPRS ABC, serta penyelesiaan sengketa pembiayaan bermasalah di BPRS ABC. 

Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pembiayaan 

ijarah multijasa di BPRS ABC, serta penyelesiaan sengketa pembiayaan 

bermasalah di BPRS ABC. 
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Bab keempat merupakan bab terakhir ini, penulis menutup penulisan tesis 

ini. Bab ini berisi kesimpulan atas apa yang telah dibahas oleh penulis pada bab 

sebelumnya, dan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam 

pokok permasalahan dan yang terakhir adalah saran-saran yang dikemukakan oleh 

penulis yang berkaitan dengan permasalahan tesis ini. 

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam bab 

pendahuluan. Selain itu, peneliti juga mencantumkan saran-saran penelitian yang 

belum tercover atau terlewatkan dalam tesis ini untuk ditindaklanjuti, sehingga 

diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya seputar tema pembiayaan 

ijarah multijasa serta penyelesiaan sengketa pembiayaan di perbankan syariah. 
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BAB II 

AKAD IJARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN 

APLIKASINYA DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI 

PERBANKAN SYARIAH 

 

A. Akad Dalam Perspektif Hukum Islam 

1. Definisi Akad dan Dasar Hukumnya 

Akad
29

 (al-„aqd, jamaknya al-‟uqūd) secara bahasa berarti al-rabṭ, yaitu 

ikatan atau mengikat.
30

 Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan 

sebagai berikut: 

Menurut Wahbah az-Zuhailī dan Musṭahfā Ahmad az-Zarqā, akad adalah: 

.َعلى ّجَ هشزّع يثبت أثزٍ فى هحل ارتببط ايجبة بقبْل
31

 
“Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara‟ 

yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.
32

 

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijāb dan kabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum 

bagi obyeknya.
33

 

                                                           
29

Istilah Akad dalam hukum Islam, disebut sebagai perjanjian dalam hukum positif di 

Indonesia. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Eds. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), hlm. 68. 

 
30

Musṭahfā Ahmad az-Zarqā, al-Madkhāl al-Fiqhiy al-„Ām, Juz I, (Damaskus: Dār al-

Qalam, 1998), hlm. 381. Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, (Damaskus: 

Dār al-Fikr, 1985), hlm. 80. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 68. 

 
31

Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, ..., hlm. 80-81 dan  Musṭahfā 

Ahmad az-Zarqā, al-Madkhāl al-Fiqhiy al-„Ām, Juz I, ..., hlm. 382. 

 
32

Ijāb adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu 

pihak. Sedangkan kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak 

lain. 

 
33

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Eds. I, ..., hlm. 68. 
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
34

 (selanjutnya disingkat 

KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 

lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
35

 

Menurut penulis, kesimpulan dari beberapa definisi akad adalah kesepakatan 

kedua belah pihak atau lebih yang sesuai dengan syara‟ dan mempunyai akibat 

hukum bagi obyeknya. 

Adapun dasar hukum akad, antara lain sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 1: 

      ...         

“Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji” (Q.S. al-Maidah 

[5]: 1).
36

 

b. Al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 33: 

          

               

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah 

menetapkan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya 

dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan 

mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya, Allah 

Maha Menyaksikan segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa [4]: 33).
37

 

 

 

                                                           
34

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008. 

 
35

Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 
36

Janji di sini adalah janji setia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam 

pergaulan sesamanya. Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2005), hlm. 141. 
 
37

 Ibid., hlm. 108. 
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2. Rukun dan Syarat Akad 

Rukun
38

 akad, menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun akad ada 

empat:
39

 

a. Para pihak yang membuat akad (al-„āqida‟in). 

b. Pernyataan kehendak para pihak (ṣigatul-„aqd). 

c. Obyek akad (maḥalul-„aqd). 

d. Tujuan Akad (mauḍū‟ al-„aqd).
40

 

Adapun syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
41

 

a. Syarat
42

 terbentuknya akad (syurūth al-in‟iqād) 

Syarat ini diperlukan agar rukun-rukun akad dapat berfungsi membentuk 

akad. Syarat-syarat tersebut antara lain, pertama rukun para pihak yang membuat 

akad (al-„āqida‟in), harus memenuhi dua syarat yaitu tamyīz dan berbilang (at-

ta‟addud). Kedua, pernyataan kehendak para pihak (ṣigatul-„aqd), harus 

memenuhi dua syarat yaitu adanya persesuaian ijāb dan kabul (dengan kata lain 

                                                           
38

Rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat 

internal (dākhilī) dari sesuatu yang ditegakkannya. Musṭahfā Ahmad az-Zarqā, al-Madkhāl al-

Fiqhiy al-„Ām, Juz I, ..., hlm. 389-400. 

 
39

Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, ..., hlm. 94, Musṭahfā Ahmad 

az-Zarqā, al-Madkhāl al-Fiqhiy al-„Ām, Juz I, ..., hlm. 399-400. Syamsul Anwar, Hukum 

Perjanjian Syariah, ..., hlm. 96-98. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 
40

Rukun yang kempat ini adalah tambahan dari ahli hukum Islam kontemporer. Para ahli 

hukum pra modern tidak menyebutkan tujuan akad sebagai rukun akad. Rukun yang keempat 

mirip dengan syarat keempat perjanjian menurut hukum perjanjian kontinental pada umumnya, 

yaitu kausa. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tujuan akad adalah salah satu rukun 

dalam akad. 

 
41

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 99-106. Fathurrahman Djamil, 

Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Cet. I, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), hlm. 162. 
 

42
Syarat adalah sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya 

sesuatu yang lain, sedangkan ia bersifat eksternal (kharijī). Musṭahfā Ahmad az-Zarqā, al-

Madkhāl al-Fiqhiy al-„Ām, Juz I, ..., hlm. 392. 
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tercapainya kata sepakat) dan kesatuan majelis akad. Ketiga, obyek akad 

(maḥalul-„aqd), harus memenuhi tiga syarat yaitu obyek dapat diserahkan, obyek 

dapat ditentukan, dan obyek bisa ditransaksikan. Tujuan akad (mauḍū‟ al-„aqd), 

harus memenuhi syarat-syarat yaitu tidak bertentangan dengan syara‟.
43

 

b. Syarat keabsahan akad (syurūt aṣ-ṣihah) 

Syarat ini diperlukan untuk kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. 

Unsur-unsur penyempurna ini disebut dengan syarat keabsahan akad. Syarat ini 

dibedakan menjadi dua. Syarat keabsahan umum yang berlaku dalam semua akad 

atau paling tidak berlaku pada semua akad dan syarat keabsahan khusus yang 

berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. Pertama, rukun para pihak yang 

membuat akad (al-„āqida‟in) dengan dua syarat tamyīz dan berbilang pihak, tidak 

memerlukan unsur-unsur penyempurna. Kedua, pernyataan kehendak para pihak 

(ṣigatul-„aqd), dengan kedua syaratnya tidak memerlukan unsur penyempurna. 

Namun menurut jumhur ulama fiqh syarat dari kedua rukun kedua ini memerlukan 

penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas 

tanpa paksaan. Ketiga, obyek akad (maḥalul-„aqd) dengan ketiga syaratnya 

memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat obyek dapat 

diserahkan memerlukan unsur penyempurna, yaitu penyerahan itu tidak 

menimbulkan kerugian (ḍarar). Syarat obyek bisa ditransaksikan memerlukan 

                                                           
43

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menambahkan bahwa akad tidak sah apabila 

bertentangan dengan syariat Islam, perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. pasal 

26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fāsid,
44

 dan bagi akad atas 

beban harus bebas dari riba.  

c. Syarat berlakunya akibat hukum (syurūt an-nafāż). 

Syarat ini adalah syarat akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat 

dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad mauqūf 

(terhenti atau tergantung). Agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya suatu akad 

harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, adanya kewenangan 

sempurna atas obyek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang 

dilakukan. Kewenangan sempurna atas obyek akad terpenuhi dengan para pihak 

mempunyai kepemilikan atas obyek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari 

pemilik dan obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Kewenangan atas 

tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan 

bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Jadi 

akad yang sah, yaitu telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat 

keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: pertama akad mauqūf, 

akad yang sah tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya, karena belum 

memenuhi syarat berlakunya akibat hukum. Kedua, akad nazis, yaitu akad yang 

sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat 

berlakunya akibat hukum. 

d. Syarat mengikatnya akad (syurūt  luzūm). 

Syarat ini adalah syarat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak 

menarik kembali persetujuannya atau kesepakatannya secara sepihak tanpa 

                                                           
44

Empat sebab yang  menyebabkan fāsid suatu akad, meskipun telah memenuhi rukun dan 

syarat terbentuknya akad yaitu: penyerahan yang menibulkan kerugian, garār, syarat-syarat fāsid, 

dan riba.   
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kesepakatan pihak lain. Walaupun akad telah memenuhi rukunnya, serta syarat 

terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum. Namun 

syarat mengikatnya akad (syurūt  luzūm) tidak berlaku bagi semua akad walaupun 

rukun dan syaratnya terpenuhi. Karena disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau 

adanya hak khiyar pada salah satu pihak. 

 

3. Sah dan Batalnya Akad 

Akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, 

tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Akan tetapi 

karena syarat-syarat akad itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan 

akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai sejauh mana rukun dan syarat-syarat 

terpenuhi. Madzhab Hanafi membagi tingkatan kebatalan dan keabsahan akad 

menjadi lima peringkat, yaitu: akad baṭil, akad fāsid, akad mauqūf, akad nafiz gair 

lāzim, dan akad nafiz lāzim. Madzhab-madzhab lain tidak membedakan akad batal 

dan akad fāsid, bagi mereka keduanya adalah akad yang batal.
45

 

Dalam pasal 27 KHES keabsahan akad terbagi dalam tiga kategori, 

selanjutnya pasal 28 KHES memberikan penjelasan tentang kategori tersebut. 

Kategori akad beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:
46

 

a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 

b. Akad yang fasād adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, 

tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena 

pertimbangan maṣlaḥat. 

                                                           
45

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 244-245. 

 
46

Pasal 27 – 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat 

KUHPerdata), suatu akad yang sah harus terpenuhi empat unsur:
47

 

a. Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri, artinya kedua 

belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan itu harus 

dinyatakan. Tidak adanya paksaan, berarti seseorang memberikan 

persetujuannya karena takut pada suatu ancaman. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, artinya para pihak cakap menurut 

hukum untuk bertindak sendiri. 

c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan, artinya suatu barang yang cukup jelas 

dan barang harus ditentukan jenisnya.  

d. Suatu sebab (“oorzaak) yang halal (tidak dilarang), artinya para pihak 

menghendaki yang diperjanjikan. Perjanjian tanpa suatu klausa atau memakai 

klausa palsu tidak mempunyai kekuatan. Klausa yang tidak diperbolehkan 

adalah klausa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 

ketertiban umum. 

 

4. Akibat Hukum Suatu Akad 

Akibat hukum dari suatu akad ada dua, yaitu terhadap para pihak dan 

terhadap isi pada akad, antara lain sebagai berikut: 

 

 

                                                           
47

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti, Pokok-Pokok Hukum 

Perdata, Cet. XXXI, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 134-144. 
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a. Akibat Hukum Suatu Akad Terhadap Para Pihak 

Akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad tersebut 

mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Akad wajib dipenuhi 

yang timbul dari perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik kembali akad 

tersebut kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan 

yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi suatu akad berlaku dan mengikat bagi 

para pihak yang membuatnya untuk melakukan akad tersebut.
48

 

Akibat hukum suatu akad, dalam KHES disebutkan bahwa, semua akad 

yang dibentuk secara sah berlaku sebagai naṣ syari‟ah bagi mereka yang 

mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan 

secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan naṣ-naṣ syari‟ah. Suatu akad hanya 

berlaku antara pihak-pihak yang mengadaakan akad.
49

 Para pihak yang membuat 

akad adakalanya untuk dirinya sendiri dan adakalanya untuk atas nama orang lain. 

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang 

memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
50

 

b. Akibat Hukum Suatu Akad Terhadap Isinya 

Akibat hukum suatu akad perlu dilakukan mengenai ruang lingkup isi akad. 

Untuk mengetahui ruang lingkup akad adalah dengan cara menafsirkan isi akad 

dan menetukan cakupan isi akad. Menafsirkan akad adalah upaya menentukan apa 

yang menjadi maksud bersama para pihak. Adapun menentukan cakupan isi akad, 
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Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hlm. ..., hlm. 263-265. 
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Pasal 44-46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 
50

Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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yaitu cakupan prestasi yang menjadi hak salah satu pihak dan kewajiban pihak 

lain.
51

 

Akad beserta ruang lingkup isi dan cakupannya mengikat para pihak dan 

wajib dipenuhi. Namun jika terjadi suatu perubahan keadaan yang mengakibatkan 

pelaksanaan akad sangat memberatkan dan membawa kerugian pihak lain, atau 

terjadi suatu peristiwa luar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak 

dapat diduga sebelumnya serta menyebabkan perjanjian yang sangat memberatkan 

salah satu pihak dan menimbulkan kerugian fatal atau disebut dengan overmacht 

(paksaan),
52

 terdapat berbagai pendapat mengenai cara penerapan keadaan yang 

memberatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pendapat tersebut antara lain: 

melalui kesepakatan, melalui kehendak sepihak, atau melalui hakim sesuai dengan 

keadaan masing-masing akad.
53

 Syarat keadaan memaksa atau darurat dalam pasal 

41 KHES adalah seperti: peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut 

tidak terduga oleh para pihak, peristiwa tersebut tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi, 

peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus 

                                                           
51

Akibat hukum suatu akad, dalam hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu akibat 

hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok akad untuk akad bernama sudah 

ditetapkan. Sedangakan akad tidak bernama, akibat hukum pokok akad tidak bernama ditetapkan 

oleh para pihak. Adapun Akibat hukum akad tambahan yaitu hak-hak akad ditentukan oleh 

pembuat hukum syariah dan diperjanjikan oleh para pihak dalam klausul akad. Syamsul Anwar, 

Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 301-312. 

 
52

Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan 

akadterhalang untuk melaksanakan prestasinya. Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 312-329. 
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melakukan prestasi, dan pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam 

keadaan beriktikad buruk.
54

 

Adapun tangggung jawab akad (ḍamān al-„aqd), bagi pihak yang tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagai mestinya sehingga menimbulkan kerugian 

pihak lain, untuk melindungi pihak yang dirugikan, dapat membebankan tanggung 

jawab memberi ganti rugi pada pihak yang mengingkari janji.
55

 

 

5. Terminasi Akad 

Terminasi akad merupakan tindakan mengakhiri perjanjian yang telah 

tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi 

akad berdasakan berakhirnya, dimana akad berakhir dengan selesainya pelaksanan 

akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad 

tersebut sehingga akad telah terwujud tujuannya.
56

 Sedangkan terminasi akad 

berakhir dengan di-fasakh (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak 

dilaksanakan karena suatu atau lain sebab. Secara umum, fasakh (pemutusan) 

akad dalam hukum Islam meliputi: pertama, fasakh terhadap akad fāsid, yaitu 

akad yang tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad menurut ahli-ahli hukum 

Hanafi, meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Kedua, 

terhadap akad yang yang tidak mengikat, (gair lāzim). Ketiga, fasakh terhadap 

akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasyakahnnya atau karena adanya 
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Pasal 41 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 
55

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 329-339. 

 
56

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama, Eds. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 106. 
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urbun. Kempat, fasakh terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan 

perikatannya.
57

 Atas dasar itu pembahasan tentang terminasi akad meliputi empat 

hal, yaitu:
58

 

a. Terminasi akad berdasarkan kesepakatan (al-iqālah). 

Terminasi akad dengan kesepakatan (al-iqālah) merupakan tindakan para 

pihak berdasarkan kesepakatan untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka 

tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak 

kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Jadi terminasi 

akad berdasarkan kesepakatan (al-iqālah) merupakan kesepakatan bersama para 

pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya, sehingga seperti 

tidak pernah ada suatu akad. Akibat hukum yang timbul dari terminasi ini tidak 

hanya berlaku sejak dilakukannya pemutusan, tetapi juga saat dibuatnya akad. 

Dengan kata lain, al-iqālah mempunyai akibat hukum berlaku surut.
59

 

b. Terminasi terkait pembayaran urbun di muka. 

Terminasi akad terkait urbun merupakan pemutusan akad secara sepihak 

dengan memikul suatu kerugian tertentu.
60

 Tujuan pembayaran urbun, yaitu: 

pertama urbun dimaksudkan sebagai bukti untuk memeperkuat akad tidak boleh 

diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau 

adat kebiasaan yang menetukan lain. Kedua, urbun sebagai pemberian hak kepada 
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ...., hlm. 340-359. 

 
58

 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah,”  

Jurnal Asas, (Volume 2 Nomor 2 Juli 2010), hlm. 11-13. 

 
59

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 341-347.  Abdul Manan, Hukum 

Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, ..., hlm. 107. 

 
60

Mayoritas ulama fiqh pra moderen berpendapat bahwa urbun tidak sah. Sedangkan 

padangan fuqaha Hambali mengenai urbun adalah suatu yang sah.  
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masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu 

yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri 

dengan imbalan urbun yang dibayarkan. Kedua hal tersebut memperlihatkan 

bahwa urbun pada asasnya sebagai bukti penguat atas akad dimana tidak boleh 

ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain dan pembayaran urbun sebagai 

penegasan hak untuk membatalkan akad secara sepihak sehingga harus dilakukan 

berdasarkan kesepakatan. Dari beberapa hal tersebut bahwa akad yang semula 

mengikat begi kedua pihak berubah menjadi akad imbalan atas pemutusan secara 

sepihak. Jadi urbun merupakan saran melalui pemutusan akad dilakukan.
61

 

c. Terminasi akad karena tidak dilaksanakan 

Terminasi akad karena akad tidak dilaksanakan salah satu pihak, para ulama 

fiqh pra moderen berpendapat apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 

perikatannya, pihak lain dapat meminta fasakh akad atas dasar pihak tersebut 

cidera janji, namun akadnya tetap berlangsung. Pihak tersebut yang tidak dapat 

melaksanakan akad dapat dituntut agar melaksanakan perikatannya atau menuntut 

ḍamān (ganti kerugian) sesuai dengan keadaan dan dasar penuntutan ḍamān 

tersebut adalah akad itu sendiri.  

Dalam pasal 38 KHES pihak yang melakukan ingkar janji dapat diberi 

sanksi, sanksi tersebut yaitu, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan 

resiko, denda, dan membayar biaya perkara. Kemudian berikutnya dalam pasal 39 

KHES sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:
62
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 349-351. 
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Pasal 38-39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap 

melakukan ingkar janji. 

2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 

3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan 

ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan. 

Sedangkan ulama fiqh moderen berpandangan bahwa pemberian 

kewenangan kepada hakim untuk memfasakh akad atas permintaan salah satu 

pihak karena pihak lain tidak memenuhi atau melaksanakan perikatannya tidak 

bertentangan asas-asas hukum Islam. Namun pihak yang diberi hak untuk 

meminta fasakh atas akad yang bersangkutan, maka lebih berhak lagi untuk 

menahan atau menunda pelaksanaan perikatannya sampai pihak mitra janji 

melaksanakan pula kewajibannya, dalam hukum Islam disebut sebagai hak 

menahan (ḥaq al-ḥabs).
63

 

d. Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan. 

Terminasi akad yang mustahil dilaksanakan perikatannya oleh salah satu 

pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa 

perlu putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan.
64
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Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama, ..., hlm. 107. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ...., hlm. 351-358. 
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Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama, ..., hlm. 107.  Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ..., hlm. 359. 
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B. Akad Ijarah Dalam Perspektif Hukum Islam 

1. Definisi Akad Ijarah 

Ijarah mempunyai arti sewa-menyewa, berasal dari kata “ajara”, yang 

sinonimnya: “akrā” yang berarti menyewakan, ”a‟ṭahu ajran” yang berarti ia 

memberinya upah, “aṡabāhu” yang berarti memberinya pahala,
65

 secara bahasa 

Wahbah az-Zuhailī mengartikan ijarah dengan bahasa “ba‟i al-manfa‟ah” yang 

berarti jual beli manfaat,
66

 dan Sayyid Sābiq mengemukakan ijarah diambil dari 

kata “al-ajr” yang berarti “al-„iwaḍ” (imbalan).
67

 

Beberapa definisi secara istilah ijarah dari pendapat di kalangan ulama, antara 

lain: 

a. Menurut ulama Hanafi: 

 بل.هْض ُعْب فعتعلى هٌدعق
akad ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.

68
 

b. Menurut ulama Syafi‟i:  

 .ملْْض هععبدل ّالإببحت بلل تهت قببلْلة هعدْهقص تعفى هٌعلدقع
akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu 

yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
69

 

c. Menurut ulama Maliki:  

 .ْض غيزًبشيءعْهت بلعه ةدهببح ه بفع شيءٌلك هوت دد يفيقع
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Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Eds. I, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 315. 
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Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, ..., hlm. 730. 
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Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, Juz III, (Kairo: Dar al-Fath al-„Ilām al-„Arabi, 1996), hlm. 

138. 
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Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, ..., hlm. 732. 
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akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat 

suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan 

berasal dari manfaat.
70

 

d. Menurut ulama Hambali:  

 .ْملعه ْضعبت هلْهع ةهد ئبيؤخذ شيئب فشت تهْهعل تبحبه هٌفعت ىلع دعق
akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang diperbolehkan mengambil 

manfaat sesuatu dari sesuatu pada masa tertentu dengan imbalan tertentu.
71

 

Dari beberapa definisi akad ijarah di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

akad ijarah adalah akad atas suatu manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan 

memberikan imbalan tertentu. 

 

2. Pendapat Ulama Tentang Akad Ijarah dan Dasar Hukumnya 

Jumhur Ulama fiqh sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang 

diperbolehkan oleh syara‟, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar al-Asham, 

Isma‟il bin „Aliyah, Hasan al-Bashri, al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kisan. 

Mereka tidak memperbolehkan ijarah karena ijarah adalah  jual beli manfaat pada 

saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu 

barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang 

tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.
72

 Pendapat ulama yang 

tidak memperbolehkan akad ijarah disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat 
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walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan 

terwujud, dan inilah yang menjadi pertimbangan syara‟.
73

 

Alasan jumhur ulama fiqh tentang dibolehkan akad ijarah adalah dengan 

dasar hukum sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an surat ath-Thalaq ayat 6: 

        ...    

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 

berikanlah kepada imbalannya kepada mereka, ... (Q.S. ath-Thalaq [65]: 

6).
74

 

b. Al-Qur‟an surat al-Qashash ayat 26 dan 27: 

           

               

              

          

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! 

Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang 

paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat dan dapat dipercaya". (Q.S. al-Qashash [28]: 26). 

Dia (Syu'aib) berkata : "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan 

engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan 

ketentuan bahwa engkau bekerja denganku selama delapan tahun dan jika 

kamu sempurnakan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 

kamu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau 

akan mendapatiku termasuk orang yang baik". (Q.S. al-Qashash [28]: 27).
75
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c. Hadits Ibnu Abbas: 

 .أعطى الحجبم أجزٍ ِّوب قبل: احتجن الٌبي صلى الله عليه وسلمٌضي الله عس ربعي ابي عب
Dari Ibnu Abbas RA.beliau berkata, Nabi SAW. berbekam dan beliau 

memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. [HR. Al-Bukhari].
76

 

d. Hadits Ibnu„Umar: 

 أجَزٍزالأجَي ْطع: اصلى الله عليه وسلم رسْل الله : قبللبعٌِوب ق اللهه  زرضيوي عبا عي

 .َف عزقجقبل أىَ ي
Dari Ibnu „Umar RA. beliau berkata, Rasullah SAW. bersabda kepada 

tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. [HR. Ibnu Majah].
77

 

e. Menurut ijma‟: 

 برقبل ّجْد الأصَنجفي سهي الصحببت على جْاس الإي تهلأه فقدأجَوعت ا

لى الْآعيبى إ لحبجتبك بفع  إلى الوٌ بسبجت الٌحزُوب, ليت ّغيّابي عل

الإجبرة على  ْسعقدججبأىَ ي, ّعلى الأعَيبى لبيعاسعقدبست, فلوبجْالوحس

 .عالوٌبف
“Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan ijarah 

sebelum keberadaan al-Asham, ibnu Ullayah, dan lain sebagainya, hal itu 

didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagai 

kebutuhan mereka yang rill, dan selama akad jual beli barang 

diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga”.
78

 

 

3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah 

Menurut mayoritas ahli fiqh, rukun ijarah ada empat, yaitu:
79

 

a. „Āqid, yaitu mu‟jir (orang yang menyewakan) dan musta‟jir (orang yang 

menyewa). 

b. Ṣigat (kehendak para pihak), yaitu ijāb dan kabul. 
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c. Ujrah (uang sewa atau upah). 

d. Manfaat, yaitu manfaat dari obyek yang disewakan atau jasa dari seseorang. 

Dalam KHES, rukun ijarah ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak 

yang menyewakan, benda yang dijarahkan, dan akad.
80

 Berbeda
81

 dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad ijarah dibagi 

menjadi tiga, yaitu:
82

 

a. Ṣigat ijarah, yaitu ijāb dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak 

yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 

b. Pihak-pihak yang berakad, yaitu terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa 

dan penyewa atau pengguna jasa. 

c. Obyek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan 

upah. 

Adapun syarat ijarah seperti dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah 

dibedakan menjadi empat macam, seperti syarat suatu akad, yaitu: 

a. Syarat terbentuknya akad ijarah (syurūth al-in‟iqād). 

Syarat terjadinya akad ijarah berkaitan dengan „āqid, akad ijarah, dan obyek 

akad ijarah. Syarat yang berkaitan „āqid pada akad ijarah,„ āqid adalah berakal 

dan mumayyiz menurut ulama Hanafi, dan baligh menurut ulama Syafi‟i dan 

ulama Hambali. Jadi, menurut ulama Maliki, tamzīs merupakan syarat dalam sewa 
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menyewa dan jual beli, sedangkan balīg merupakan syarat kelangsungan 

(nafāż).
83

 Dalam KHES „āqid akad ijarah harus mempunyai kecakapan melakukan 

perbuatan hukum.
84

 

b. Syarat keabsahan akad ijarah (syurūt aṣ-ṣihah). 

Untuk memehuhi keabsahan akad ijarah harus dipenuhi beberapa syarat 

yang berkaitan dengan „āqid (pelaku), ṣigat, ujrah (sewa atau upah), dan Manfaat. 

Syarat-syarat tersebut, adalah sebagai berikut: 

1) Persetujuan „āqid akad ijarah harus ada unsur kesepakatan kedua belah pihak 

atau persetujuan pada ṣigat akad ijarah.
85

 Dalam KHES ṣigat akad ijarah harus 

jelas dan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.
86

 

2) Obyek dalam akad ijarah (ma‟qūd „alaih) manfaatnya harus jelas, kejelasan 

obyek ijarah bisa dilakukan dengan cara: pertama, obyek manfaat harus jelas 

atau dapat diketahui benda yang yang disewakan atau jenis jasa yang akan 

diberikan. Kedua, masa manfaat obyek yang akan disewakan atau jangka 

waktu jasa yang akan diberikan. Ketiga, harus ada kejelasan jenis jasa 

pekerjaan.
87

 

3) Obyek akad ijarah dapat dipenuhi, baik secara hakiki maupun syar‟i. 

Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zuhair berpendapat bahwa 
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tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikut sertakan 

pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa 

diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi mayoritas ulama fiqh 

menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, 

karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu 

dengan pemilik yang lain.
88

 Dalam KHES pihak yang menyewakan benda 

haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.
89

 

Berbeda dengan pendapat Sayyid Sābiq, „āqid diperbolehkan menyewakan 

lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat penggunaan barang 

sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. Penyewa 

pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia 

menyewakan atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga 

penyewaan pertama. Hal ini boleh dilakukan karena kebiasaan atau disebut al-

khulwu.
90

 

4) Manfaat akad ijarah harus memenuhi syarat-syarat atau tidak bertentangan 

dengan syara‟.
91

 

5) Pekerjaan yang dilakukan bukan farḍu atau kewajiban orang yang disewa 

(ajīr) sebelum dilakukannya ijarah. Karena seseorang yang melakukan 

pekerjaan yang wajib dilakukannya, tidak berhak upah atas pekerjaan itu.
92
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6) Obyek atau manfaat akad ijarah tidak boleh diambil manfaatnya oleh mu‟jir 

(orang yang menyewakan).
93

 

7) Manfaat obyek akad ijarah harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad 

ijarah.
94

 

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai 

berikut: 

1) Upah atau ujrah harus berupa mal mutaqawim yang diketahui, syarat ini 

disepakati oleh  para ulama.
95

 Kemudian dalam KHES upah atau ujrah dapat 

berupa uang surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Upah 

atau ujrah dapat dibayar dengan uang muka
96

 ataupun tidak, pembayaran 

dapat didahulukan atau pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan 

ataupun diutang berdasarkan kesepakatan.
97

 

2) Upah atau ujrah tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma‟qūd „alaih.
98
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c. Syarat berlakunya akibat hukum (syurūt an-nafāż) 

Untuk berlakunya akibat hukum (nafāż) akad ijarah disyaratkan 

terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila „āqid tidak mempunyai 

hak milik atau kekuasaan wilayah seperti akad yang dilakukan fuḍuli, maka 

akadnya tidak berlaku akibat hukumnya. Menurut ulama Maliki dan ulama Hanafi 

statusnya mauqūf (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik obyek atau 

manfaat. Akan tetapi, menurut ulama Syafi‟i dan ulama Hambali hukumnya 

batal.
99

 

d. Syarat mengikatnya akad ijarah (syurūt  luzūm). 

Syarat mengikatnya akad ijarah, yaitu:
100

 

1) Syarat mengikatnya akad ijarah, obyek atau manfaat terhindar dari cacat („aib) 

yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. 

Apabila terdapat suatu cacat („aib) pada sifat obyek atau manfaat obyek, maka 

orang yang menyewa (musta‟jir) boleh memlih antara meneruskan ijarah 

dengan pengurangan ujrah atau dengan membatalkannya akad ijarah.   

2) Syarat mengikatnya akad ijarah, tidak ada „użur (alasan) yang dapat 

membatalkan akad ijarah. Apabila terdapat „użur pada „āqid atau ma‟qūd 

„alaih, maka „āqid berhak membatalkan akad menurut ulama Hanafi. Namun 

menurut mayoritas ulama fiqh, akad ijarah tidak batal karena „użur, selama 

obyek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali. Ulama Hanafi membagi 

„użur yang menyebabkan fasakh menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, udzur 

dari musta‟jir (penyewa), misalnya musta‟jir pailit (muflis) atau pindah 
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domisili. Kedua, udzur dari mu‟jir (orang yang menyewakan). Ketiga, „użur 

yang berkaitan dengan obyek atau manfaat yang ditransaksikan.  

 

4. Macam-Macam Akad Ijarah
101

 

Adapun macam-macam akad ijarah terbagi menjadi dua, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah ini, obyeknya 

adalah manfaat dari suatu benda. Menurut ulama Hanafi dan ulama Maliki, 

ketetapan hukum ijarah (sewa-menyewa) berlakunya sedikit demi sedikit atau 

setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya obyek akad yaitu manfaat. Hal 

itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak dapat dipenuhi 

sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi menurut ulama Syafi‟i 

dan Hambali, ketetapan hukum akad ijarah (sewa-menyewa) itu berlaku secara 

kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak. 

Sebagai akibat dari perbedaan antara ulama Hanafi dan ulama Maliki di satu 

pihak dan ulama Syafi'i serta ulama Hambali di pihak lain, timbul perbedaan 

antara mereka dalam masalah berikut:
102

 

Pertama, hubungan antara uang sewa dan akad, menurut ulama Syafi'i dan 

Hambali, uang sewa (ujrah) dapat dimiliki semata-mata telah dilakukannya 

akad, karena ijarah adalah akad mu'awadhah, yang apabila tidak dikaitkan 

dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan 
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(manfaat dan sewa) begitu akad selesai, persis seperti timbulnya hak milik 

dalam jual beli. Menurut ulama Hanafi dan ulama Maliki, uang sewa tidak 

dapat dimiliki hanya semata-mata dengan akad saja, melainkan diperoleh 

sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, 

mu'jir (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, 

melainkan berangsur-angsur sehari demi sehari. Hal tersebut dikarenakan 

mu'awadah yang mutlak tanpa syarat, apabila kepemilikan dalam salah satu 

barang yang ditukarkan belum tetap, maka imbalan yang lain belum bisa 

diterima, karena dalam hal ini dituntut adanya keseimbangan antara hak 

masing-masing pihak.
103

 

Kedua, penyerahan barang yang disewakan setelah akad, menurut ulama 

Hanafi dan ulama Maliki, mu'jir (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk 

menyerahkan barang yang disewakan kepada musta'jir (penyewa) setelah 

dilakukannya akad, dan mu'jir tidak boleh menahannya dengan tujuan 

memperoleh pembayaran uang sewa. Karena menurut mereka upah tidak 

wajib hanya semata-mata karena akad, melainkan karena diterimanya manfaat, 

sedangkan pada waktu akad manfaat itu belum ada. Manfaat baru diterima 

sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.
104

 

Ketiga, ijarah dikaitkan dengan masa yang akan datang, menurut ulama 

Hanafi, ulama Maliki, dan ulama Hambali, ijarah boleh disandarkan kepada 

masa yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan akad ijarah itu berlaku 

sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya ma‟qūd „alaih yaitu manfaat. 
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Akan tetapi, menurut ulama Syafi'i, ijarah tidak boleh disandarkan kepada 

masa yang akan datang. Hal ini karena ijarah merupakan jual beli atas manfaat 

yang dianggap ada pada waktu akad.
105

 Dalam KHES Akad ijarah dapat 

diberlakukan untuk waktu yang akan datang dan para pihak yang melakukan 

akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum 

berlaku.
106

 

Adapun memperbaiki barang sewaan jika mengalami kerusakan, maka 

menurut ulama Hanafi yang berkewajiban memperbaikinya adalah 

pemiliknya. Kemudian dalam pasal 269 KHES, dijelaskan bahwa kerusakan 

obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa dalah tanggung jawab penyewa, 

kecuali ditentukan lain dalam akad, jika obyek ijarah rusak selama masa akad 

yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan 

wajib menggantinya, dan jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai 

pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan obyek ijarah, maka hukum 

kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.
107

 

b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah ini, 

obyeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Ijarah ini adalah suatu akad 

ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan 

pekerjaan disebut ajīr. Ajīr atau tenaga kerja ada dua macam: pertama, ajīr 

(tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa 

tertentu dan tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah 
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memperkerjakannya. Kedua, ajīr (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang 

bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam 

memanfatkan tenaganya. Ajīr musytarak boleh bekerja untuk semua orang dan 

orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya kepada orang 

lain.
108

 

 

5. Berakhirnya Akad Ijarah 

Suatu akad ijarah dapat berakhir dengan hal-hal berikut: 

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad menurut pendapat ulama 

Hanafi. Sedangkan menurut mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak 

mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah, dikarenakan akad ijarah 

merupakan akad yang lazīm, seperti halnya jual beli, dimana musta‟jir 

memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai milik 

yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
109

 

b. Iqālah, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad 

mu‟awadah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan 

untuk dilakukan pembatalan (iqālah) seperti halnya jual beli.
110

 Dalam KHES 

akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan 

kesepakatan.
111
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c. Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin 

diteruskan.
112

 

d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada „użur. Misalnya menyewa tanah 

untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa 

dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.
113

 

e. Pembatalan sepihak dari „āqid apabila ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti 

terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan 

modal.
114

 

 

C. Aplikasi Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan di Perbankan 

Syariah 

1. Pengertian Perbankan Syariah dan Dasar Hukumnya 

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa pengertian 

perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah 

dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah 

pengertiannya adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
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prinsip syariah
115

 dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank 

pembiayaan rakyat syariah.
116

 

Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah 

dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi bank umum syariah adalah bank syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda 

dengan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
117

 Dikatakan 

bank syariah jika seluruh struktur organisasi bank tunduk pada ketentuan syariah, 

baik di kantor pusat maupun sampai pada kantor layanan baik bawah dari entitas 

tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah.
118

    

Sedangkan unit usaha syariah, (yang selanjutnya disingkat UUS), adalah 

unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai 

kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu 

syariah atau unit syariah.
119
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Sumber dan modal dalam pendirian UUS berasal dari pendapatan bank 

konvensional, dari usaha yang halal (bukan pendapatan bunga). Selain pendapatan 

dari bunga, bank konvensional memiliki pendapatan lain seperti upah (fee) bank 

dalam menjalankan jasa layanan yang dilakukan. Jadi sumber dana UUS dari 

pendapatan halal bank konvensional, dengan melihat dari segi pencatatan 

akuntansi jelas dapat dibedakan pendapatan dari bunga dan pendapatan halal 

(bukan pendapatan bunga). Dalam struktur organisasi bank syariah dan unit usaha 

syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (yang selanjutnya disingkat 

DPS) dan khusus untuk unit usaha syariah selain harus memiliki DPS harus 

membentuk unit kerja khusus yang disebut dengan unit usaha syariah.
120

 

Secara kelembagaan lahirnya perbankan syariah dimulai dengan adanya PT. 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang resmi beroperasi pada 1992. 

Kemudian dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan.
121

 Dalam peraturan perundang-undangan ini prinsip syariah 

diperbolehkan, akan tetapi hanya disingung secara implisit, yaitu menyatakan 

kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip-prinsip 

bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang  diterapkan dalam peraturan 

pemerintah.
122
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Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat beberapa perubahan 

yang lebih besar pengembangan perbankan syariah. Undang-undang ini 

memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah 

penyebutan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” pada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992, menjadi “bank berdasarkan prinsip syariah”. Bahkan pada pasal 1 

ayat (13) diterangkan pengertian prinsip syariah dalam perbankan,
123

 hal ini 

merupakan penguatan kedudukan hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan 

hukum posistif. Selain berupa penegasan eksistensi perbankan Islam adalah 

menyangkut kelembagaan dan operasional bank Islam.
 124 

Namun  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 masih banyak menyisihkan 

beberapa masalah hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dan pengaturan 

tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan nasional. 

Kemudian pada tahun 2008 perbankan syariah mempunyai undang-undang sendiri 

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. Maka dasar hukum beroperasinya perbankan syariah di Indonesia 

semakin kuat.
125
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2. Produk Perbankan Syariah 

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank syariah telah mengikuti 

dan menyesuaikan diri dengan kegiatan usaha-usaha perbankan dan lembaga 

keuangan lain di dunia internasional. Produk-produk perbankan syariah itu 

menawarkan seperti yang biasa diberikan oleh perbankan konvensional. Namun 

demikian, dengan  fleksibelitas, produk-produk perbankan syariah menjadi sangat 

luas dan lebih lengkap dibanding dengan produk-produk perbankan 

konvensional.
126

 Bahkan perbankan syariah dapat menawarkan produk keuangan 

yang diberikan keuangan non bank (financial company) yang tidak dapat 

diberikan oleh perbankan. Lebih dari itu dapat pula menawarkan jasa-jasa yang 

ditawarkan oleh invesment banking, sehingga kegiatan perbankan syariah lebih 

banyak dibanding dengan ditawarkan oleh perbankan konvensional.
127

 

Dalam menghimpun dana dari masyarakat perbankan syariah mengunakan 

produk giro syariah dengan akad wadī‟ah atau muḍārabah, produk tabungan 

syariah dengan akad wadī‟ah atau muḍārabah, dan produk deposito dengan akad 

wadiah atau muḍārabah. Dalam menyalurkan dana ke masyarakat perbankan 

syariah mengunakan produk pembiayaan atas dasar akad muḍārabah dengan akad 

mudharabah atau akad muḍārabah muṭlaqah atau dengan akad muḍārabah 

muqayyadah, pembiayaan atas dasar akad musyārakah, pembiayaan atas dasar 

akad murābaḥah, pembiayaan atas dasar akad salam, pembiayaan atas dasar akad 
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istiṣna‟, pembiayaan atas dasar akad ijarah atau akad ijārah muntahiya bītamlik, 

pembiayaan atas dasar akad qarḍ, pembiayaan multijasa dengan akad ijarah atau 

akad kafālah. Dalam memberikan pelayanan jasa ke masyarakat perbankan 

syariah menggunakan produk letter of credit (LC) impor syariah dengan akad 

wakālah bil ujrah atau akad kafālah, produk bank garansi syariah dengan akad 

kafālah, dan produk valuta asing (ṣarf) dengan akad ṣarf.
128

 

 

3. Aplikasi Akad Ijarah Multijasa dalam Pembiayaan di Perbankan 

Syariah 

Pemberian pembiayaan oleh suatu bank syariah harus didasarkan dengan 

suatu kepercayaan bahwa bank sebagai penyalur pembiayaan harus percaya 

kepada pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan apa yang sudah 

diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. 

Dalam penyaluran pembiayaannya kepada masyarakat harus dilakukan 

berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.  

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang 
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dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.
129

 

Pembiayaan dalam perbankan syariah dapat dibagi tiga, yaitu:
130

 

a. Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial 

menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan 

nasabah juga memberikan keuntungan. 

b. Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari 

keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor), 

sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan. 

c. Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada 

orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan 

keuntungan. 

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pemberian pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk muḍārabah dan musyārakah. 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

(ijārah muntahiya bītamlik). 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābaḥah, salam, dan istiṣna‟. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qarḍ. 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.  
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Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha 

syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas 

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
131

 

Salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan 

masyarakat adalah pembiayaan multijasa. Kata “multijasa” terdiri dari dua kata, 

yaitu kata “multi” merupakan awalan yg berarti banyak (bermacam-macam),
132

 

lebih dari satu,
133

 dan lipat ganda.
134

 Sedangkan kata “jasa” berarti perbuatan yang 

baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan lain 

sebagainya,
135

 atau manfaat yang diberikan kepada orang lain,
136

 jadi pembiayaan 

multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada 

nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.
137

 

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad 

ijarah untuk transaksi multijasa. Perbankan syariah dapat menggunakan akad 

ijarah untuk transaksi multijasa
138

 dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk 
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pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, dan lain 

sebagainya. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah 

untuk transaksi multijasa, perbankan syariah dapat memperoleh imbalan jasa 

(ujrah atau fee). Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan 

dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
139

 Menurut ahli hukum  

kontemporer dan ahli keuangan Islam akad ijarah mempunyai potensi besar 

sebagai alternatif pengganti bunga dalam perkembangan sistem keuangan 

syariah.
140

 

Tujuan atau manfaat pembiayaan multijasa bagi perbankan syariah adalah 

sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan 

jasa bagi nasabah. Dan memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan (fee atau 

ujrah). Tujuan atau manfaat pembiayaan multijasa bagi nasabah adalah 

memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan 

jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.
141

 Dalam memberikan pelayanan 
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jasa, maka tidak dapat diterapkan pada uang, bahan makanan, bahan bakar, dan 

lain sebagainya, karena hal tersebut tidak mungkin selain dikonsumsi.
142

 

Ketentuan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan multijasa berdasarkan 

akad ijarah adalah, sebagai berikut: 

a. Perbankan syariah bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai 

hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang 

menyewakan atau yang menyediakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah 

sesuai kesepakatan.
143

 

b. Perbankan syariah sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib 

menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan 

waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan.
144

 

c. Perbankan syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan 

obyek sewa yang dipesan nasabah
145

 

d. Perbankan syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 

produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah 
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sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi 

informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
146

 

e. Perbankan syariah wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas 

dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa 

analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi 

analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek 

usaha (Condition).
147

 

f. Perbankan syariah memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan 

(ujrah).
148

 

g. Objek (manfaat barang sewa atau manfaat jasa yang diberikan) harus dapat 

dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk 

pembayaran sewa dan jangka waktunya.
149

 Barang dalam transaksi ijarah 

adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat 

sewa.
150
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h. Perbankan syariah dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 

perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah.
151

 

i. Nasabah wajib membayar sewa atau upah secara angsuran atau tunai.
152

 

Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam 

bentuk pembebasan utang.
153

 

j. Besarnya imbalan (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam 

bentuk nominal yang tetap.
154

 

Adapun aplikasi akad ijarah dalam pembiayaan multijasa, nasabah 

perbankan syariah menyewa suatu obyek sewa atau membayar jasa pihak lain. 

Kemudian disewakan kembali atau diberikan jasa kembali kepada nasabah. 

Skema pembiayaan ijarah adalah nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank 

syariah. Bank syariah membeli atau menyewa barang yang dinginkan oleh 

nasabah sebagai obyek ijarah dari supplier, penjual atau pemilik. Bank syariah 

harus ada keterkaitan kerjasama sebagai penyedia dana dan nasabah dengan 

menyewa barang atau menyediakan jasa kembali aset kepada nasabah dengan 

pihak yang akan menyewakan barang atau menyediakan jasa tersebut. Setelah 

dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah mengenai obyek ijarah, 

tarif ijarah, dan biaya pemeliharaanmya, maka akad pembiayaan ijarah 
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ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki, 

sementara bank meyerahkan obyek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang 

disepakati.
155

  

Penetapan pricing adalah tarif sewa atau jasa sama dengan harga sewa atau 

jasa ditambah biaya ditambah laba (tarif sewa/jasa = harga sewa/jasa+biaya+laba). 

Tarif sewa adalah harga jual sewa selama masa sewa aset atau pelayanan jasa 

terkait. Biaya adalah seluruh biaya pemeliharaan dan asuransi selama masa sewa 

atau penyediaan jasa. Dan laba adalah target laba yang diinginkan perbankan 

syariah.
156

 

Sebagai ilustrasi pembiayaan multijasa sebagai berikut, sebuah bank syariah 

berkerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan jasa selama lima tahun sebesar 

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), biaya pemeliharaan dan 

asuransi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan target laba sebesar 

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka tarif jasa jika diberikan 

kepada nasabah adalah (Rp. 250.000.000 + Rp. 30.000.000 + Rp. 150.000.000) : 

60 bulan = Rp. 430.000.000 : 60 = Rp. 7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh 

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
157
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Jenis barang atau jasa yang dapat dijadikan obyek dalam pembiayaan ijarah 

adalah sebagai berikut:
158

  

a. Barang modal, aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-

lain. 

b. Barang produksi, mesin, alat-alat berat, dan lain-lain. 

c. Barang kendaraan transportasi, misalnya transportasi darat, laut, udara, dan 

lain-lain. 

d. Jasa untuk membayar ongkos, misalnya uang sekolah atau kuliah, tenaga 

kerja, hotel, dan lain-lain.  

Skema ilustrasi pembiayaan akad ijarah multijasa pada perbankan syariah:
159
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4. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Perbankan 

Syariah 

Sengketa yang terjadi harus diselesaikan agar tidak ada para pihak yang 

merasa dirugikan. Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam ekonomi dapat terselesaikan dengan 

sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang 

berujung pada ketidakadilan. Dalam tradisi Islam klasik, terdapat tiga bentuk 

mekanisme penyelesaian sengketa yang pernah berkembang, baik pada masa 

Rasulullah Saw, para sahabat, Khalifah Bani Umayyah, dan Bani Abbasiah, yaitu: 

sulḥ (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan proses litigasi yang disebut dengan 

wilayat al-aqda (kekuasaan kehakiman). 

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan masalah ekonomi. 

Menganalisis pembiayaan bermasalah ini lebih sulit dibanding pada pengajuan 

pembiayaan baru. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya 

berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.
160

 Berdasarkan 

ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006 tentang 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

9/9/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/24/PBI/2008, kualitas 

pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek: prospek usaha, Kinerja 
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(performance) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan 

menyerahkan barang pesanan.
161

 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah terdiri dari penyelesaian non 

litigasi dan penyelesaian sengketa litigasi, masing-masing mempunyai keunggulan 

dan kekurangannya. Maka penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di 

perbankan syariah dapat dilakukan dengan kedua cara tersebut. 

a. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Secara Non Litigasi 

Dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa secara non litigasi lebih menjadi 

pilihan dari para pelaku bisnis. Beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam 

lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut:
162

  

1) Negosiasi (negotiation), merupakan proses konsensual yang digunakan para 

pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa 

tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.  

2) Mediasi (mediation), merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana 

pihak di luar yang tidak memihak (impartial) berkerja sama dengan pihak 

yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Sehingga mediator 

tidak berwenang memutus sengketa, hanya membantu para pihak 

menyelesaiakan permasalahan.  

3) Konsiliasi (conciliation), merupakan proses jika para pihak yang bersengketa 

tidak mampu merumuskan sesuatu kesepakatan dan pihak ketiga yang 

mengajukan ususlan jalan keluar sebagai penyelesaian.  
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4) Arbitrase (arbitration), merupakan penyelesaian sengketa kepada pihak yang 

netral (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang bersengketa 

dan arbiter ditunjuk atau disetujui oleh para pihak yang bersengketa dan 

mempunyai kompetensi membuat putusan sengketa yang bersifat final and 

binding, serta merupakan win-loss solution. 

Sebelum menyelesaiakan pihak yang bersengketa pada arbitase, para pihak 

membuat secara tertulis dalam surat perjanjian arbitarse yang dinyatakan sebelum 

terjadi sengketa yang terdapat dalam klausa ataupun surat perjanjian yang sudah 

terjadi sengketa (akta kompromis). Bentuk-bentuk arbitase berdasarkan ketentuan 

ketentuan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dapat dibedakan menjadi dua 

macam: arbitrase ad hoc
163

 dan arbitrase institusional.
164

 Dengan demikian 

BASYARNAS merupakan arbitrase institusioanl khusus yang dapat dijadikan 

sebagai alternatif forum untuk menyelesaiakan sengketa di bidang ekonomi 

syariah seperti sengketa di perbankan syariah.
165

 

Khusus perkara perbankan syariah mempunyai beberapa lembaga yang 

dapat dijadikan sebagai penyelesaian sengketa, antara lain adalah:
166
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166
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1) Lembaga pengaduan nasabah, lembaga yang menangani ketidakpuasan 

nasabah karena adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga 

karena kelalaian bank. Maka bank syariah wajib memiliki unit dan fungsi 

yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan 

menyelesaikan pengaduan yang diajukan nasabah.
167

   

2) Mediasi perbankan, merupakan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan 

melalui mediasi di dalam khazanah hukum Indonesia merupakan bagian dari 

pola penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa.
168

 Kemudian 

mediasi dalam peraturan bank Indonesia adalah proses penyelesaian sengketa 

yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang besengketa guna 

mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian 

ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.
169

  

b. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Secara Litigasi 

Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi adalah merupakan 

kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 

yang beragama Islam dan diperluas dengan kewenangan pada bidang ekonomi 

syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama untuk 

menyelesaikan perkara ekonomi syariah dengan disahkannya Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2006, maka menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya 

berkaitan  ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan 

peradilan agama.
170

 

Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah kegiatan perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan menggunakan prinsip syariah, meliputi bank 

syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, 

reksadana syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, sekuritas 

syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan 

syariah, dan bisnis syariah.
171

 

Namun pada pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah dan 

Penjelasannya, penyelesaian sengketa bank syariah selain dilakukan oleh dalam 

lingkungan Pengadilan Agama, juga diberikan pilihan lain yaitu melalui 

pengadilan dalam lingkungan umum, di samping penyelesaian sengketa melalui 

non litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, dan Badan Arbitrase Syariah 

Nasional), dalam hal ini para pihak dapat memperjanjikan penyelesaian 

sengketanya dalam akad perjanjian yang mereka tentukan.
172

  

Dalam pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa 

perbankan syariah secara litigasi terjadi dualisme. Karena menimbulkan dualisme 
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dalam penyelesaian sengketa, undang-undang tersebut diuji di Mahkamah 

Konstitusi. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUUX/2012 

Tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang Perbankan Syariah, mengenai 

dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah, putusan tersebut menyebutkan 

Pengadilan Agama sebagai langkah terakhir dana hanya Pengadilan Agama yang 

berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
173
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BAB III 

PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BANK PEMBIAYAAN 

RAKYAT SYARAH ABC DAN PENYELESAIANNYA SENGKETA 

PEMBIAYAAN BERMASALAH 

 

A. Pembiayaan Ijarah Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC 

Salah satu kegiatan penyaluran dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

ABC (bukan nama yang sebenarnya) adalah pembiayaan ijarah multijasa. Dalam 

hal ini BPRS ABC dengan nasabah membuat perjanjian sewa-menyewa atas 

manfaat suatu barang dan atau jasa, pemilik obyek sewa untuk mendapatkan 

imbalan berupa sewa atau ujrah bagi. Sesuai dengan fitur BPRS ABC, prosedur 

pembiayaan ijarah multijasa dengan akad ijarah sebagai berikut: pertama, nasabah 

membutuhkan manfaat atas suatu barang dan atau jasa. Kedua, bank menyewa 

manfaat atas suatu barang atau jasa dari penyewa langsung. Ketiga, nasabah 

menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa kepada bank. Keempat, pembayaran 

sesuai dengan kesepakatan. Manfaat pembiayaan ijarah multijasa nasabah dapat 

memenuhi kebutuhan dengan metode yang dibenarkan secara syariah dan harga 

sewa tidak berubah sampai pembayaran lunas. 

 

1. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa pada 

BPRS ABC 

Pada praktiknya, pembiayaan ijarah multijasa di BPRS ABC, sesuai dengan 

surat perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 
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November 2011 yaitu perjanjian antara BPRS ABC dengan XXX bin SSS (bukan 

inisial yang sebenarnya) dan YYY (bukan inisial yang sebenarnya) yang dibuat 

dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Letkol 

Isdiman Nomor 37A Purbalingga. Adapun Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 

Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 dibuat dengan dihadiri oleh: Harry 

Sucianto, bertempat tinggal di kelurahan Purbalingga Lor RT. 001 RW. 005 

kecamatan Purbalingga kabupaten Purbalingga dan Bhakti Raharjo Netro Al 

Amin, bertempat tinggal di kelurahan Kembaran Kulon RT. 003 RW. 003 

kecamatan Purbalingga kabupaten Purbalingga. Keduanya karyawan kantor 

notaris sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini dibacakan dihadapan saksi-saksi, 

maka akta ini seketika ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan notaris.
174

 

Para pihak dalam perjanjian tersebut adalah HHH (bukan inisial yang 

sebenarnya) bertempat tinggal di desa ##### RT. *** RW. *** kecamatan ##### 

kabupaten Purbalingga, yang mewakili atau Direktur Utama PT. BPRS ABC yang 

berkedudukan di jalan ##### nomor *** Purbalingga.
175

 Selanjunya dari pihak 

nasabah BPRS ABC adalah XXX dan YYY, keduanya bertempat tinggal di 
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 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat 

di hadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 16-17. 
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dengan Surat Keputusan tertanggal 30 Januari 2004 Nomor: C-02375 HT 01.01 Tahun 2004 dan 
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Indonesia tanggal 11 Agustus 2011 Nomor: AHU-0066709. AH.01.09 Tahun 2011 demikian 

berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BPRS ABC. Akad Pembiayaan 

Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sri 

Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 1-2. 
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perumahan ##### desa ##### RT. *** RW. *** kecamatan ##### kabupaten 

Purbalingga.
176

 

Kedua pihak telah menjelasakan kepada Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., 

bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah 

mengajukan permohonan kepada BPRS ABC untuk memperoleh fasilitas 

pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau keuntungannya akan dibagi 

secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) antara BPRS ABC 

dengan nasabah. Pihak BPRS ABC sepakat dan berjanji serta mengikatkan diri 

untuk memberikan pembiayaan ijarah multijasa dengan syarat-syarat dan 

ketentuan yang termaktub dalam surat perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multi 

Jasa. Selanjutnya kedua belah pihak setuju menuangkan kesepakatan ini dalam 

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 (atau 

disebut “akad”).
177

 

Ketentuan tentang definisi-definisi dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi 

Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011, sebagai berikut:
178

 

1.  Akad Ijarah Multi Jasa adalah sewa menyewa manfaat antara pemilik obyek 

sewa (ma’jur) dengan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas 

obyek sewa manfaat yang disewakannya. 

2. Mua’jir adalah BPRS ABC sebagai pemilik jasa.  
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3. Musta’jir adalah nasabah sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat dari 

mu’ajjir (BPRS ABC).  

4. Ma’jur adalah obyek sewa manfaat yang dipersewakan . 

5. Ajran atau ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar nasabah 

(penyewa atau musta’jir) kepada BPRS ABC (mua’ajir).  

6. Surat pengakuan utang dan surat sanggup adalah pengakuan dan kesanggupan 

nasabah membayar sewa manfaat kepada BPRS ABC yang dibuat dan 

ditandatangani nasabah diterima atau diakui BPRS ABC, berlaku dan bernilai 

sebagai bukti tentang adanya kewajiban pembayaran sewa dari nasabah 

kepada BPRS ABC sebesar jumlah sewa manfaat yang masih berhutang.  

7. Dokumen jaminan adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang 

kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna 

menjamin terlaksananya kewajiban nasabah terhadap BPRS ABC berdasarkan 

perjanjian ini. 

8. Jangka waktu sewa manfaat adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai 

dengan yang ditentukan dalam pasal 4 perjanjian ini. 

9. Cidera janji adalah keadaan tidak dilaksnakannya sebagaian atau seluruh 

kewajiban nasabah yang menyebabkan BPRS ABC dapat menghentikan 

seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya 

yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih 

dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada BPRS ABC. 
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2. Tujuan, Jangka Waktu, dan Ruang Lingkup Pembiayaan Ijarah 

Multijasa di BPRS ABC 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 

Nomor: 01 tanggal 13 November 2011. Pihak pertama berjanji dan mengikatkan 

diri untuk memberikan fasilitas sewa manfaat yang akan digunakan untuk biaya 

cetak tabloid dengan sewa manfaat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh 

juta rupiah). Jangka waktu pemanfaatan atas sewa manfaat selama 60 bulan sejak 

penandatanganan akad ini oleh kedua pihak atau pada saat serah terima sewa 

manfaat yaitu pada tanggal 13 September 2011 dan berakhir pada tanggal 13 

September 2016 atau selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2016 

nasabah harus sudah melunasi, apabila batas akhir pelunasan telah lewat waktu 

nasabah belum melunasi sebagaimana ketentuan tersebut, maka nasabah dianggap 

lalai atau cidera janji. Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 

4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh 

tujuh rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka 

waktu 60 bulan, paling lambat tanggal 13 setiap bulannya secara tunai atau 

pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. 

Dalam hal pembayaran angsuran oleh nasabah secara pemindahbukuan, maka 

nasabah wajib menyerahkan surat kuasa kepada BPRS ABC. Setiap pembayaran 
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atau pelunasan utang atau angsuran oleh nasabah kepada BPRS ABC dilakukan di 

kantor BPRS ABC atau ditempat lain yang ditunjuk BPRS ABC.
179

 

 

3. Jaminan pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS ABC 

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali pelunasan pembiayaan dan 

tepat waktu dalam jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan 

akad ini pasal 3, yaitu memberikan ketentuan nasabah berjanji dan mengikatkan 

diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BPRS 

ABC sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. Jenis barang jaminan yang diberikan 

berupa:
180

 

a. Sebidang tanah pekarangan dengan banggunan sertifikat hak milik nomor ***, 

seluas 53 m
2 

(lima puluh tiga meter persegi), menurut surat ukur tanggal 22 

Desember 2010 nomor ***, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NITB): *** 

terletak di desa ##### kecamatan ##### kabupaten Purbalingga propinsi Jawa 

Tengah tertulis atas nama XXX bin SSS, berikut semua dan segala sesuatu 

yang sekarang ada ataupun yang akan ada di atas tanah tersebut, yang menurut 

sifatnya, tujuannya, penetapan undang-undang atau adat kebiasaan dianggap 

sebagai benda tetap tanpa pengecualian. Jaminan tersebut akan diikat dibebani 

dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) peringkat I (pertama), yang 

merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari akad ini. 
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dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 5-6. 
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b. Cash colleteral sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang 

disimpan di tabungan dan diblokir pada PT BPRS ABC nomor rekening *** 

atas nama XXX alamat ##### desa ##### RT. *** RW. *** kecamatan ##### 

Kabupaten Purbalingga. 

 

4. Realisasi Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS ABC 

Untuk merealisasikan pembiyaan ijarah multijasa, realasi perjanjian 

pembiayaan ini memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang 

pembatasan penyediaan ijarah multijasa oleh yang berwenang, BPRS ABC 

berjanji mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah nasabah 

memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
181

 

a. Menyatakan kepada BPRS ABC permohonan realisasi pembiayaan sesuai 

dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya satu hari kerja BPRS 

ABC dan saat pencairan dilaksanakan. 

b. Menyerahan kepada BPRS ABC seluruh dokumen nasabah dan tidak terbatas 

dokumen-dokumen jaminan perjanjian yang berkaitan dengan akad ini. 

c. Menandatangani akad ini dan perjanjian jaminan yang dipersyaratkan. 

d. Bukti-bukti kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan serta akta-akta 

pengikatan jaminan. 
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5. Kewajiban-Kewajiban Pihak Nasabah dalam Pembiyaan Ijarah 

Multijasa di BPRS ABC 

Kewajiban pihak nasabah dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS ABC, 

adalah sebagai berikut: 

a. Nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk menangung segala biaya yang 

berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaris dan jasa 

lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BPRS ABC kepada nasabah sebelum 

ditandatangani akad ini, dengan menyatakan persetujuannya nasabah. Jika 

nasabah cidera janji tidak melakukan pembayaran atau melunasi utangnya 

kepada BPRS ABC, sehingga BPRS ABC perlu menggunakan jasa penasehat 

hukum atau kuasa untuk menagih, maka nasabah berjanji dan mengikatkan 

diri untuk membayar seluruh biaya jasa penasehat hukum jasa penagihan, dan 

jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dan sah menurut hukum. Di pasal ini 

juga memberikan ketentuan, setiap pembayaran kembali atau pelunasan 

nasabah sehubungan dengan akad ini, akad lainnya mengikat nasabah dan 

pihak BPRS ABC, dilakukan oleh nasabah kepada BPRS ABC tanpa 

potongan, pajak atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut 

diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
182

 

b. Nasabah berjanji dan mengikatkan diri atas biaya sendiri merawat sewa 

manfaat sehingga dalam keadaan baik maupun terpelihara, memenuhi setiap 

aturan pemeliharaan, dan prosedur yang diwajibkan atau disarankan dari 

setiap pembuat sewa manfaat. Tidak melakukan perubahan, penambahan, dan 
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dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 8-9. 
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pengurangan apapun terhadap sewa manfaat yang dapat menimbulkan 

kerusakan, berkurangnya manfaat, dan kerugian atas nilai ekonomis sewa 

manfaat. Dalam melakukan penggantian atau perbaikan sewa manfaat atau 

bagian-bagiannya, menjamin bahwa penggantian atau perbaikan yang 

digunakan, sekurang-kurangnya memeliki nilai kualitas dan kegunaan, dan 

kegunaan yang sama yang digantikannya. Mengakui bahwa semua 

penggantian berupa penggantian atau perbaikan atas jasa sewa manfaat 

tersebut telah melekat dan menjadi bagian yang telah terpisahkan dari sewa 

manfaat dan karena itu milik BPRS ABC.
183

 

c. Nasabah menjamin dan berjanji serta mengikatkan diri untuk menanggung 

resiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan sewa manfaaat, 

serta membebaskan diri BPRS ABC dari beban atau kerugian apapun juga 

yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, berkurangnya manfaat, atas 

sewa manfaat, dan tidak terbatas disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 

nasabah atau orang lain. Nasabah bertanggung jawab dan menanggung 

pembayaran setiap pajak, retribusi, denda, dan pungutan-pungutan lainya atas 

sewa manfaat tepat pada waktunya.
184

 

d. Nasabah menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya serta menjamin 

kepada BPRS ABC, sebagaimana pihak BPRS ABC menerima pernyataan dan 

pengakuan nasabah, bahwa segala dokumen atau akta yang ditandatangani 

nasabah berkenaan dengan akad ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan 
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 Pasal 7 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 9-10. 
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 Pasal 8 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 10-11. 
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mengikat nasabah, sehingga tidak bertentangan dengan hal-hal yang 

mengahalangi pelaksanaan akad ini. Pada saat ditandatanginya akad ini, 

nasabah tidak sedang mengalihkan atau meminjamkan atas sebagian atau 

seluruh dari hartanya, tidak terbatas pada piutang, klaim asuransi, tidak dalam 

keadaan berselisih, bersengketa gugat menggugat di muka atau di luar 

lembaga peradilan atau badan arbitrase, berhutang pada pihak lain, diselediki 

atau dituntut oleh pihak yang berwajib, baik pada saat ini atau dalam masa 

penundaan, yang dapat mempengaruhi aset, keadaan keuangan, atau 

mengganggu jalannya usaha nasabah. Orang-orang yang bertindak untuk dan 

atas nama serta mewakili atau yang diberi kuasa oleh nasabah adalah sah dan 

berwenang, serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
185

 

e. Nasabah mengizinkan BPRS ABC pada saat ini dan selanjutnya selama 

berlangsungnya akad untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lain 

yang berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap 

pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan kegiatan lainnya yang berkaitan 

dengan usaha berdasarkan akad ini, baik langsung maupun tidak langsung.
186

 

f. Untuk kepentingan pihak BPRS ABC, BPRS ABC dapat 

mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan pembiayaan ini atau jiwa 

pihak nasabah kepada asuransi syariah yang disetujui para pihak atas beban 

pihak nasabah dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku dan manfaat 
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 Pasal 10 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 11-12. 
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 Pasal 6 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 9. 



79 
 

 
 

asuransi akan berlaku efektif setelah kepesertaan asuransi disetujui atau 

disepakati.
187

  

 

6. Peristiwa Cidera Janji dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS 

ABC 

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2 akad ini, BPRS ABC berhak 

untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah atau siapa pun juga yang 

memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruhnya jumlah kewajiban nasabah 

kepada BPRS ABC berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika atau sekaligus 

tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, ataupun surat 

lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut, yaitu antara lain:
188

 

a. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada BPRS ABC 

sesuai yang ditetapkan dalam pasal 2 akad ini. 

b. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang 

yang dijadikan jaminan atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada 

pasal 3 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya atau nasabah melakukan 

perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hal yang ditentukan 

dalam pasal 10 dan pasal 12 akad ini. 

c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau 

pihak yang berwajib. 
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 Pasal 9 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 11. 
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 Pasal 11 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 12-13. 
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d. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah 

pengampuan, dalam keadaaan insolvensi, dinyatakan pailit atau dilikuiditasi. 

 

7. Berakhirnya Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS ABC 

Berakhirnya pembiayaan ijarah multijasa di BPRS ABC, nasabah 

mengembalikan sewa manfaat dalam kedaan baik kepada BPRS ABC pada saat 

berakhirnya masa sewa manfaat sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 akad ini. 

Nasabah juga berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar lunas nilai sisa 

pembayaran manfaat guna usaha serta kewajiban-kewajiban lainnya yang masih 

terutang menurut akad ini, tanpa mengurangi hak BPRS ABC untuk 

memperhitungkannya. Adapun pembayaran yang disepakati hak nasabah dan 

BPRS ABC sebagai berikut:
189

 

No 

Tanggal 

Angsuran 

Angsuran Saldo 

Pokok Ujrah 

Total 

Angsuran 

Pokok Ujrah 

Total 

Angsuran 

     

250,000,000 180,000,000 430,000,000 

1 13-01-11 4,166,667 3,000,000 7,166,667 245,833,333 177,000,000 422,833,333 

2 13-11-11 4,166,667 3,000,000 7,166,667 241,666,667 174,000,000 415,666,667 

3 13-12-11 4,166,667 3,000,000 7,166,667 237,500,000 171,000,000 408,500,000 

4 13-01-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 233,333,333 168,000,000 401,333,333 

5 13-02-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 229,166,667 165,000,000 394,166,667 

6 13-03-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 225,000,000 162,000,000 387,000,000 

7 13-04-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 220,833,333 159,000,000 379,833,333 

8 13-05-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 216,666,667 156,000,000 372,666,667 

9 13-06-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 212,500,000 153,000,000 365,500,000 
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10 13-07-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 208,333,333 150,000,000 358,333,333 

11 13-08-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 204,166,667 147,000,000 351,166,667 

12 13-09-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 200,000,000 144,000,000 344,000,000 

13 13-10-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 195,833,333 141,000,000 336,833,333 

14 13-11-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 191,666,667 138,000,000 329,666,667 

15 13-12-12 4,166,667 3,000,000 7,166,667 187,500,000 135,000,000 322,500,000 

16 13-01-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 183,333,333 132,000,000 315,333,333 

17 13-02-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 179,166,667 129,000,000 308,166,667 

18 13-03-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 175,000,000 126,000,000 301,000,000 

19 13-04-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 170,833,333 123,000,000 293,833,333 

20 13-05-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 166,666,667 120,000,000 286,666,667 

21 13-06-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 162,500,000 117,000,000 279,500,000 

22 13-07-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 158,333,333 114,000,000 272,333,333 

23 13-08-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 154,166,667 111,000,000 265,166,667 

24 13-09-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 150,000,000 108,000,000 258,000,000 

25 13-10-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 145,833,333 105,000,000 250,833,333 

26 13-11-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 141,666,667 102,000,000 243,666,667 

27 13-12-13 4,166,667 3,000,000 7,166,667 137,500,000 99,000,000 236,500,000 

28 13-01-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 133,333,333 96,000,000 229,333,333 

29 13-02-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 129,166,667 93,000,000 222,166,667 

30 13-03-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 125,000,000 90,000,000 215,000,000 

31 13-04-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 120,833,333 87,000,000 207,833,333 

32 13-05-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 116,666,667 84,000,000 200,666,667 

33 13-06-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 112,500,000 81,000,000 193,500,000 

34 13-07-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 108,333,333 78,000,000 186,333,333 

35 13-08-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 104,166,667 75,000,000 179,166,667 

36 13-09-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 100,000,000 72,000,000 172,000,000 

37 13-10-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 95,833,333 69,000,000 164,833,333 

38 13-11-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 91,666,667 66,000,000 157,666,667 

39 13-12-14 4,166,667 3,000,000 7,166,667 87,500,000 63,000,000 150,500,000 
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40 13-01-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 83,333,333 60,000,000 143,333,333 

41 13-02-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 79,166,667 57,000,000 136,166,667 

42 13-03-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 75,000,000 54,000,000 129,000,000 

43 13-04-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 70,833,333 51,000,000 121,833,333 

44 13-05-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 66,666,667 48,000,000 114,666,667 

45 13-06-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 62,500,000 45,000,000 107,500,000 

46 13-07-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 58,333,333 42,000,000 100,333,333 

47 13-08-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 54,166,667 39,000,000 93,166,667 

48 13-09-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 50,000,000 36,000,000 86,000,000 

49 13-10-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 45,833,333 33,000,000 78,833,333 

50 13-11-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 41,666,667 30,000,000 71,666,667 

51 13-12-15 4,166,667 3,000,000 7,166,667 37,500,000 27,000,000 64,500,000 

52 13-01-16 4,166,667 3,000,000 7,166,667 33,333,333 24,000,000 57,333,333 

53 13-02-16 4,166,667 3,000,000 7,166,667 29,166,667 21,000,000 50,166,667 

54 13-03-16 4,166,667 3,000,000 7,166,667 25,000,000 18,000,000 43,000,000 

55 13-04-16 4,166,667 3,000,000 7,166,667 20,833,333 15,000,000 35,833,333 

56 13-05-16 4,166,667 3,000,000 7,166,667 16,666,667 12,000,000 28,666,667 

57 13-06-16 4,166,667 3,000,000 7,166,667 12,500,000 9,000,000 21,500,000 

58 13-07-16 4,166,667 3,000,000 7,166,667 8,333,333 6,000,000 14,333,333 

59 13-08-16 4,166,667 3,000,000 7,166,667 4,166,667 3,000,000 7,166,667 

60 13-09-16 4,166,667 3,000,000 7,166,667 - - - 

 

8. Penyelesaian Perselisihan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS ABC 

Penyelesaian perselisihan diatur dalam pasal 13 Akad Pembiayaan Ijarah 

Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011. Ketika terjadi perbedaan 

pendapat atau penafsiran atas hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau 

terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya para pihak sepakat untuk 

menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah 
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mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, 

perselisihan atau sengketa tidak  dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka 

para pihak bersepakat dan dengan ini berjani serta mengikatkan diri satu terhadap 

yang lain untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama di 

Purbalingga atau kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di 

Purwokerto. Para pihak sepakat dan mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa 

pendapat hukum (legal opinion) atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama 

atau lembaga yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat (final and 

binding).
190

 

Adapun ketentuan tentang pemberitahuan kepada nasabah, yaitu setiap 

pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan akad ini dianggap telah 

disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau 

disampaikan secara baik secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah 

ini:
191

 

1. Nasabah   : XXX 

2. Alamat  : ##### desa ##### RT. *** RW. *** 

    kecamatan ##### Kabupaten Purbalingga. 

3. Bank    : PT BPRS ABC 

Alamat   : jalan ##### nomor *** Purbalingga 

Ketentuan terakhir atau ketentuan penutup, yaitu apabila ada hal-hal yang 

belum cukup diatur dalam akad ini, nasabah dan BPRS ABC akan mengaturnya 

                                                           
190

 Pasal 13 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 15. 
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 Pasal 14 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 15-16. 
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bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam satu adendum. Tiap adendum 

dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini. Para 

penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para 

penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada notaris dan 

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap 

juga meyatakan telah mengerti dan memahami isi akad ini.
192

 

 

B. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah ABC 

Terjadinya sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah antara BPRS 

ABC dengan XXX dan YYY, berawal dari XXX dan YYY mendapat tawaran 

pembiayaan dari karyawan BPRS ABC. Kemudian terjadi kesepakatan diantara 

kedua belah pihak, BPRS ABC memberikan pembiayaan ijarah multijasa kepada 

XXX dan YYY sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

dengan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) 

dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan atau lima tahun yaitu sejak 

tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dengan 

angsuran setiap bulan Rp. 7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu 

enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Pembiayaan tersebut digunakan untuk 

membiayai pengembangan usaha penerbitan tabloid milik XXX dan YYY.
193
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 Pasal 15 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 15. 
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 Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 
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Namun ditengah-tengah masa pembayaran angsuran dan ujrah, XXX dan 

YYY mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan 

tersebut. Kemudian BPRS ABC melayangkan beberapa surat peringatan atau 

somasi kepada XXX dan YYY. BPRS ABC sudah memberikan kesempatan 

kepada XXX dan YYY namun sampai gugatan diajukan di Pengadilan Agama 

Purbalingga oleh BPRS ABC, XXX dan YYY tidak dapat menyelesaikan 

kewajibannya. Sehingga BPRS ABC menganggap XXX dan YYY sudah 

melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi yang sangat 

merugikan BPRS ABC. Akibat perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau 

wanprestasi tersebut BPRS ABC dirugikan secara materiel sebesar Rp. 

257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu 

empat ratus lima puluh rupiah). Dengan perincian pertanggal 31 Agustus 2013, 

sebagai berikut:
194

 

sewa manfaat     : Rp.  206.318.865,- 

tunggakan ujrah   : Rp.    40.549.585,- 

denda keterlambatan    : Rp.         375.000,- 

biaya kunjungan    : Rp.         150.000,- 

biaya kuasa hukum    : Rp.    10.000.000,- 

total kewajiban para nasabah  : Rp.  257.393.450,- 

Kemudian BPRS ABC melalui kuasa hukumnya melayangkan surat 

peringatan atau somasi kedua tertanggal 15 Mei  2013, namun XXX dan YYY 

tidak pernah menanggapinya. untuk menjamin gugatannya, BPRS ABC memohon 
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 Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 
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kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakan sita 

jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik para nasabah yang dalam 

hal ini barang ap milik XXX dan YYY yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor: 

***, yaitu, tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik  Nomor: 

***, Luas 53 m
2
, terletak di kabupaten  Purbalingga.

195
 

Para pihak dalam kasus yang diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga, 

yaitu penggugat, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini yang 

diwakili oleh Direktur Utama PT BPRS ABC, dalam hal ini telah memberikan 

kuasa  kepada H. Sugeng, S.H., M.S.I., advokat pada Kantor Advokat H. Sugeng, 

S.H., M.S.I. & Rekan yang beralamat kantor jalan DI Panjaitan No. 111 

Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2013, 

selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dari pihak tergugat yaitu para nasabah 

BPRS ABC, antara lain: tergugat I, umur *** tahun, agama Islam, pekerjaan 

wartawan, tempat tinggal ##### kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut 

sebagai tergugat I. Dan tergugat II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, 

tempat tinggal ##### kabupaten Purbalingga, disebut sebagai  tergugat II. tergugat 

I dan tergugat  II  dalam  hal  ini  telah  memberikan  kuasa  kepada Budi Wiyono, 

S.H., dan Hartomo, S.H., M.H., keduanya  advokat  pada  Kantor Advokat Budi 

Wiyono, S.H. & Rekan yang  berkantor di jalan Kenanga nomor 4 desa Gandasuli 

kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 21 Januari 2014, disebut sebagai para tergugat.
196
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 Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 
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 Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 
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Dalam surat gugatan tersebut atau dalam petitumnya, BPRS ABC meminta 

agar majelis hakim mengabulkan semua gugatannya, menyatakan sah dan berharga 

sita jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tetap milik para nasabah yang 

diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa tanah pekarangan 

berikut bangunan, menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi 

Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara BPRS ABC dengan 

para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga, 

menyatakan para nasabah telah melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji 

atau wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 

13 September 2011 yang sangat merugikan  BPRS ABC, yaitu berupa kerugian  

materiel sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus 

sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), menghukum para 

nasabah untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus 

lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh 

rupiah) kepada BPRS ABC langsung seketika setelah putusan mempunyai 

kekuatan hukum tetap, dan menghukum para nasabah untuk membayar semua 

biaya yang  timbul dalam perkara ini.
197

 

 

1. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga 

Sebelum pada proses persidangan majelis hakim sudah mendamaikan para 

pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil kemudian perkara ini harus diperiksa 

dan diselesaikan melalui putusan hakim. Pertimbangan hakim sebelum memeriksa 

                                                           
197

 Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 
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perkara, mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini 

meskipun tidak ada eksepsi dari pihak tergugat kemudian majelis juga perlu 

mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk 

mengajukan gugatan dalam perkara a-quo.
198

 Setelah diperiksa majelis hakim dari 

kedua pihak, sehingga Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai alasan kuat 

Pengadilan Agama Purbalingga memeriksa perkara sengketa perbankan 

syariah.
199

 

Pertimbangan majelis hakim tentang jawaban pihak nasabah telah 

memberikan pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1 yaitu tentang 

persetujuan menerima pembiayaan ijarah multijasa, posita gugatan angka 2 yaitu 

tentang jangka waktu pembiayaan ijarah multijasa, dan posita angka 3 yaitu 

                                                           
198

 Pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara ini dengan alasan berdasarkan pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama (dimana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa 

ekonomi syari’ah)  jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama”, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-

X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi 

wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar 

hukum perkara a-quo pasal 15 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tentang 

Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui 

Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) HIR: Jika ada 

pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang 

dipilih itu, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga. 
 
199

 Mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut majelis hakim harus didasarkan 

pada ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas 

yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroaan baik di 

dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Maka Direktur Utama 

yang mewakili BPRS ABC yaitu HHH, mewakili sebagai pihak penggugat dalam perkara di 

Pengadilan Agama Purbalingga. 
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tentang pembiayaan tersebut digunakan untuk percetakan tabloid.
200

 Akan tetapi 

para nasabah memberikan pengakuan berklausul dan membantah dalil posita 

gugatan angka 4 yaitu menunggak angsuran, namun masih mempunyai iktikad 

baik akan melunasi hutang tersebut, serta sudah ada jaminan yang telah diikat 

dengan hak tanggungan. Adapun para nasabah terlambat membayar angsuran, 

dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa (overmacth), yang berkaitan dengan 

usaha yang dijalankan, yaitu direktur percetakan telah kabur, sehingga pihak 

nasabah mengalami kerugian Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta 

rupiah).
201

 

Kemudian dalam duplik
202

 pihak nasabah membantah dalil–dalil gugatan 

yaitu  pihak nasabah tidak melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau 

wanprestasi, sebab pihak nasabah masih sanggup untuk melunasi hutang-hutang 

pada jangka waktu perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 dari 

tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13 September 2016. Pihak BPRS ABC 

tidak meminta agar membatalkan (fasakh) perjanjian, maka konsekuensi 

hukumnya, perjanjian tersebut masih sah, berlaku, dan belum berakhir, serta 

belum bisa dinyatakan pihak nasabah telah wanprestasi. Pihak nasabah menemui 

beberapa kejanggalan isi perjanjian, diantaranya: pihak nasabah harus membayar 

biaya kuasa hukum BPRS ABC, cash collateral sebesar Rp. 25.000.000,- (dua 

                                                           
200

 Berdasarkan pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim 

merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara 

pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya, dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti. 
 
201

 Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 
 
202

 Duplik merupakan jawaban dari replik, sedangkan repik adalah tanggapan dari jawaban 

tergugat. 
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puluh lima juta rupiah) disimpan dan diblokir BPRS ABC, perincian kewajiban 

pembayaran pihak nasabah berbeda-beda, tidak benar jika pihak nasabah tidak 

pernah menanggapi surat peringatan atau somasi penggugat bahkan 

mempersilahkan ruko yang telah diagunkan untuk dijual,  pihak BPRS ABC 

meminta untuk dilaksanakan conservatoir beslaag, dan pihak nasabah tidak 

mempunyai iktikad tidak baik bahkan penggugat yang tidak beriktikad baik 

karena hendak tidak melaksanakan akad atau perjanjian yang telah dibuat bersama 

padahal perjanjian masih berlaku hingga 13 September 2016 maka pihak nasabah 

belum bisa dinyatakan telah wanprestasi.
203

 

Pertimbangan berikutnya pada pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah 

apakah para nasabah telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang 

menyebabkan penggugat dirugikan secara materiel yang perinciannya pertanggal 

31 Agustus 2013 sebagai berikut:
204

 

Sewa manfaat     : Rp. 206.318.865.-  

Tunggakan ujrah    : Rp.   40.549.585.-  

Denda keterlambatan    : Rp.        375.000.-  

Biaya kunjungan    : Rp.        150.000.-  

Biaya kuasa hukum    : Rp.   10.000.000,-  

Total kewajiban para nasabah  : Rp. 257.393.450.- 
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 Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 
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 Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 
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Pertimbangan hakim terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh nasabah.
205

 

Kemudian pihak BPRS ABC telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di 

persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa bukti-bukti pihak 

BPRS ABC P.1 sampai dengan P.12. Karena bukti P.1 sampai dengan P.8 

semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan,
206

 maka sesuai Pasal 

165 HIR merupakan bukti sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), 

sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat somasi yang dibenarkan pihak 

nasabah, Adapun bukti P.11 dan P.12 berupa akta sepihak maka mengikat 

                                                           
205

 Maka sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR 

Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya 

lebih dahulu kemudian tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya. 
 
206

 Bukti-bukti tersebut adalah bukti P.1 berupa KTP. NIK tanggal 26 Agustus 2012 atasa 

nama. Direktur Utama, bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

Nomor: C-02375 HT.01.01 Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004 membuktikan Pengesahan Akta 

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakytat Syariah ABC berkedudukan di 

Purbalingga, bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa PT BPRS ABC tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- , dan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS ABC tanggal 14 Juli 2011 

Nomor: -05-. berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa Direktur Utama 

berhak mewakili untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo, bukti P.5 berupa Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebetulnya telah diakui 

secara murni oleh pihak nasabah atau tergugat, maka harus dinyatakan terbukti tergugat I dengan 

persetujuan tergugat II sebagai isterinya, telah menerima pembiayaan dari Penggugat berdasarkan 

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 sebesar Rp. 

250.000.000,-  (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus 

delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu 

sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan 

tersebut oleh para nasabah atau tergugat akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, Bukti P.6 

berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. *** desa ##### atas nama Tergugat I, membuktikan tanah 

Hak Milik No. *** desa #####, seluas 53 m
2
 adalah milik tergugat I, bukti P.7 berupa Salinan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. *** tanggal 13 September 2011, dan bukti P.8 berupa 

Sertifikat Hak Tanggungan, No. ***, membuktikan bahwa tanah Hak Milik No. *** desa #####, 

seluas 53 m
2
 atas nama tergugat I tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan pemegang 

hak: PT. BPRS ABC, bukti P.9 berupa Surat Somasi I No. *** tanggal 8 Februari 2013 dan bukti 

P.10 berupa Surat Somasi II No. *** tanggal 15 Mei 2013, membuktikan bahwa BPRS ABC, telah 

memberikan dua kali somasi kepada tergugat agar para nasabah memenuhi kewajibannya untuk 

membayar angsuran pembiayaan nasabah penggugat, bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa Kuasa 

Hukum tertanggal 15 September 2013, karena mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, 

maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, S.H., M.H. Telah menerima Biaya Kuasa Hukum 

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah 

antara penggugat melawan tergugat, bukti P.12 berupa Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama 

XXX per tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HHH Direktur Utama PT. 

BPRS ABC. 
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terhadap pihak yang bertandatangan sedang terhadap pihak ketiga mempunyai 

kekuatan pembuktian bebas. Kemudian bukti P.12 dibantah oleh pihak nasabah, 

maka merupakan bukti permulaan perincian kewajiban para nasabah kepada pihak 

BPRS ABC. Kemudian bukti P.12 ini menurut majelis perlu dikonfrontasikan 

dengan isi akad yang telah disetujui yaitu bukti P.5, pada pasal 12 yaitu tabel 

pembayaran yang disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC. Karena pihak nasabah 

tidak membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut 

dikesampingkan. Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan 

pembuktian para nasabah akan dipertimbangkan secara integral pada saat majelis 

mengkonstituter fakta perkara a-quo.
207

 

Berdasarkan pengakuan pihak nasabah dan bukti-bukti BPRS ABC, majelis 

menyimpulkan fakta perkara sebagai berikut: XXX dengan persetujuan YYY 

sebagai isterinya, telah menerima pembiayaan dari BPRS ABC berdasarkan Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 

180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 

pembiayaan selama 60 bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai 

dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh para nasabah 

akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, tanah Hak Milik No. *** atas nama 

XXX, telah diletakkan hak tanggungan dengan pemegang hak PT. BPRS ABC, 

pihak nasabah telah menunggak angsuran kemudian BPRS ABC telah 

melayangkan dua kali somasi namun para nasabah tidak memenuhi kewajibannya 
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untuk membayar angsuran, menurut perhitungan pihak BPRS ABC akibat 

perbuatan para nasabah tersebut, dan BPRS ABC dirugikan secara materiel yaitu 

sebesar Rp. 257.393.450,-. (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan 

puluh tiga empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan pihak nasabah memohon 

keringanan.
208

 

Terhadap fakta hukum majelis hakim mempertimbangkan penerapan 

hukumnya (mengkonstitutir) sebagai berikut: fakta pada obyek yang dimohonkan 

sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh BPRS ABC telah diletakkan hak 

tanggungan yang pemegangnya adalah pihak BPRS ABC, sehingga bantahan 

pihak nasabah dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan conservatoir 

beslaag yang diajukan oleh BPRS ABC tidak beralasan hukum, karenanya majelis 

hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg., 

tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan pihak BPRS 

ABC untuk meletakkan sita jaminan.
209

 

Terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu menyatakan sah secara hukum 

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang 

dibuat antara BPRS ABC dengan para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H., 

M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga, dipertimbangkan sebagai berikut.
210

 

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan 

sahnya akad, sesuai pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 

(KHES) bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak 
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atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dan 

pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa rukun akad terdiri dari 

pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan, 

dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24, dan, 25 KHES. 

Selain itu pembiayaan multijasa hanya dapat dilakukan dengan akad ijarah atau 

akad kafālah, maka bank syariah yang menggunakan akad ijarah harus mengikuti 

semua ketentuan akad ijarah, dan bank syariah sebagai kreditor berhak 

memperoleh imbalan yang besarnya harus telah disepakati di awal transaksi dan 

dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Selanjutnya 

pengertian ijarah menurut pasal 20 ayat (9) KHES adalah sewa barang dalam 

jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam pasal 295 KHES ditentukan 

bahwa rukun ijarah terdiri dari: pihak yang menyewa (musta’jir), pihak yang 

menyewakan (mu’ajir), benda yang disewakan (ma’jur), dan akad, dengan syarat-

syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 301 sampai 304 KHES. Fakta hukum 

sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 

tertanggal 13 Nopember 2011 sebagai berikut:
211

 

a. Akad Ijarah Multi Jasa adalah akad sewa menyewa manfaat antara pemilik 

ma’jur (obyek sewa) dengan musta’jir (penyewa atau nasabah) untuk 

mendapat manfaat dan pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaat 

yang disewakan. 

b. Mu’ajir adalah BPRS ABC sebagai pemilik jasa (in casu penggugat). 

                                                           
211

 Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 



95 
 

 
 

c. Musta’jir adalah pihak nasabah sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat 

dari bank (in casu tergugat I dan tergugat II). 

d. Ma’jur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.  

e. Ajran atau ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh nasabah 

(tergugat I dan tergugat II) kepada BPRS ABC (penggugat).  

Tercantum dalam bagian penutup akad tersebut telah dibacakan oleh Sri 

Wahyono, S.H, M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga kepada para pihak tersebut 

seketika telah ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 

tertanggal 13 Nopember 2011 telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga 

petitum gugatan pada angka 3 dapat dikabulkan.
212

 

Mengenai petitum angka 4 dan 5 mempertimbangkan Akad Pembiayaan 

Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 disebutkan bahwa 

cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh 

kewajiban yang menyebabkan BPRS ABC dapat menghentikan seluruh atau 

sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, 

serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika 

dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank. Atas kelalaian dan 

pelanggaran para nasabah, maka BPRS ABC berhak untuk menuntut dan menagih 

pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan para 

nasabah.
213
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Dalam hal ini majelis hakim berpedoman dalil al-Qur’an dan as-Sunnah 

yaitu firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya “hai orang-orang 

yang beriman pernuhilah akad-akad itu (Q.S. al-Maidah [5]: 1) dan hadits riwayat 

Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang artinya “orang-orang Islam 

terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”. Bahwa ketentuan dalam akad 

tersebut, menurut majelis telah sesuai sesuai ketentuan dalam KHES pasal 21 

huruf (b), 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b), akad dilakukan berdasarkan asas amanah 

atau menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan 

kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama 

terhindar dari cidera-janji, pasal 44, semua akad yang dibentuk secara sah berlaku 

naṣ syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad, dan pasal 46, suatu akad hanya 

berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad.
214

 

Mengenai wanprestasi, majelis hakim berpendapat dengan mengambil alih 

ketentuan dalam KUHPerdata dimana wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau 

kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul: Hukum 

Perjanjian, (Penerbit Intermasa diterbitkan di Jakarta tahun 1979 halaman 46), 

wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana debitur tidak melakukan apa yang 

diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. 

Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau 

kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:
215

 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.  

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. 
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c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan. 

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim dan ketentuan-ketentuan 

tersebut, maka bantahan bahwa para nasabah tidak melakukan perbuatan cidera 

janji atau ingkar janji atau wanprestasi sebab para nasabah masih sanggup untuk 

melunasi hutang-hutang dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan yaitu 13 

September 2011 sampai dengan 13 September 2016 adalah tidak beralasan. Pada 

fakta hukum yaitu para nasabah telah menunggak angsuran, kemudian BPRS 

ABC telah melayangkan dua kali somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari 

2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun para nasabah tidak 

memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka para nasabah harus 

dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau 

wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 

September 2011 yang merugikan pihak BPRS ABC.
216

 

Adapun besarnya kerugian akibat perbuatan para nasabah menurut 

perhitungan pihak BPRS ABC dirugikan secara materiel yaitu sesuai dengan 

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 Tanggal 13 September 2011, yang 

perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar:
217

 

Sewa manfaat     : Rp. 206.318.865,-  

Tunggakan ujrah    : Rp.   40.549.585,-  

Denda keterlambatan    : Rp.        375.000,-  

Biaya kunjungan    : Rp.        150.000,-  
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Biaya kuasa hukum    : Rp.   10.000.000,-  

Total kewajiban para nasabah  : Rp. 257.393.450,- 

Sedangkan pihak nasabah memohon keringanan, maka majelis 

mempertimbangkan mengenai besarnya perincian kewajiban para nasabah 

pertanggal 31 Agustus 2013, sebesar:
218

  

Sewa manfaat    : Rp. 206.318.865,-  

Tunggakan ujrah   : Rp.   40.549.585,-  

Menurut majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad besarnya yang 

disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC pertanggal 13 Agustus 2013 adalah 

pokok Rp. 154.166.667,- (seratus lima puluh empat juta seratu enam puluh enam 

ribu enam ratus enam puluh tujuh) ditambah ujrah Rp. 111.000.000,- (seratus 

sebelas juta rupiah) sehinggga berjumlah Rp. 265.166.667,-. (dua ratus enam 

puluh lima juta seratus enam puluh enam enam ratus enam puluh tujuh). Oleh 

karena yang disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC lebih besar dari pada 

perhitungan pihak BPRS ABC, maka menurut majelis ditetapkan yang lebih 

meringankan para nasabah sebagaimana perincian BPRS ABC dalam bukti P.12 

tersebut.
219

 

Adapun besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan 

BPRS ABC yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (dua ratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah) untuk dana qarḍul ḥasan tidak dibantah oleh pihak nasabah, 

sedangkan biaya kuasa hukum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

pihak nasabah berkeberatan meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak 
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ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis hakim berpendapat berdasakan asas 

taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka biaya kuasa 

hukum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dipikul kedua 

belah pihak masing-masing seperdua yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
220

 

Menurut majelis kerugian materiel yang harus dibayar oleh para nasabah 

kepada BPRS ABC perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar:
221

 

Sewa manfaat     : Rp. 206.318.865.- 

Tunggakan ujrah    : Rp.   40.549.585.- 

Denda keterlambatan    : Rp.        375.000,- 

Biaya kunjungan    : Rp.        150.000,- 

50% biaya kuasa hukum   : Rp.     5.000.000,- 

Total kewajiban para nasabah  : Rp.  252.393.450,-  

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 

dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan para nasabah telah melakukan 

perbuatan cidera janji atau wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi 

Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan BPRS ABC, yaitu 

berupa kerugian materiel sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua 

juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). 

Selanjuntya petitum angka 5 juga dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum 

para nasabah untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 252.393.450,- (dua 

ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima 

puluh rupiah) kepada pihak BPRS ABC langsung seketika setelah putusan 
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mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menolak gugatan selebihnya. Karena para 

nasabah adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya 

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat atau para 

nasabah.
222

 

 

2. Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

Permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para nasabah 

atau para tergugat atau para pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-

cara yang ditentukan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat 

diterima
223

 Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah bermusyawarah 

dalam persidangan berpendapat, menganggap perlu adanya pemeriksaan 

tambahan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut: hakim tingkat pertama kurang cermat dalam 

mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan pihak BPRS ABC sehingga tidak 

jelas dalam melihat peristiwa hukum yang dijadikan sebagai landasan sengketa 

dan gugatan perkara ini yang seharusnya bila gugatan didasari atas wanprestasi 

atas sebuah kontrak perjanjian, maka pertama harus diperiksa dengan cermat akad 

atau kontrak yang dilakukan para pihak. Akad ijarah berarti akad yang mengatur 

kesepakatan pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan. Rukun 

ijarah adalah musta’jir (yang menyewa), mu’ajir (pihak yang menyewakan), 
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ma’jur (benda yang disewakan) dan akad. Apabila terjadi akad, maka rukun-rukun 

ijarah itu harus jelas dan memenuhi syarat akad itu sendiri.
224

 

Dalam perkara a-quo majelis hakim tingkat banding berpendapat belum 

cukup jelas ma’jur dalam akad tersebut, karena tidak ditemukan fakta ma’jur itu 

yaitu obyek sewa, manfaat atas penggunaan barang dan atau jasa yang 

dipersewakan, berupa tanah atau bangunan atau mesin cetak harus jelas dan milik 

siapa apakah milik mu’ajir atau milik pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam 

akad dalam perkara ini. Ada poin yang dianggap kurang jelas yakni pada Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01, lembar keempat terdapat kalimat: 

bahwa nasabah dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah 

mengajukan permohonan kepada BPRS ABC untuk memperoleh fasilitas 

pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau keuntungan akan dibagi secara 

bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proposional) antara BPRS ABC dan nasabah 

sesuai dengan besarnya pembiayaan dari BPRS ABC dan modal dari nasabah. 

Bunyi kalimat tersebut majelis hakim tingkat banding menjadi tidak jelas akad 

yang dibuat BPRS ABC dengan para nasabah masuk dalam kreteria ijarah atau 

syirkātul muḍārabah yang tentunya akan melahirkan konsekuensi yang berbeda, 

oleh karena itu perlu adanya kejelasan dari maksud kalimat dalam akad 

tersebut.
225

 

Untuk kepentingan kejelasan tersebut, diperintahkan Pengadilan Agama 

Purbalingga membuka persidangan kembali dengan memanggil pihak nasabah 

dan pihak BPRS ABC untuk melakukan pemeriksaan kembali guna mendapatkan 
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keterangan tambahan. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan 

tambahan seperti tersebut di atas, dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama 

Purbalingga, dan setelah selesai melakukan pemeriksaan tambahan hakim tingkat 

pertama diperintahkan mengirim kembali berita acara pemeriksaan tambahan 

tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Tinggi Agama 

menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan akan diputus 

bersama-sama dengan putusan akhir.
226

  

 

3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

Mengenai permohonan banding pihak nasabah telah diperiksa dan diputus 

dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 

160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 21 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 

25 Syawal 1435 H, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan 

kembali dalam putusan perkara a-quo. Setelah membaca dan memperhatikan 

dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 

1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., memori banding dan kontra memori banding, berita 

acara persidangan yang bersangkutan, dan berita acara persidangan pemeriksaan 

tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis 

hakim banding berpendapat sebagai berikut:
227

 

Dalam memori banding para nasabah memohon agar Pengadilan Tinggi 

Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor: 
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1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah 

dalam pertimbangan hukumnya diantaranya:
228

  

a. Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis tentang debitur orang atau pihak 

lain, yaitu bernama MMM (bukan inisial yang sebenarnya), padahal tidak ada 

kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh BPRS ABC selaku 

kreditur adalah nasabah yang bernama XXX dan bukti tulis kemudian diterima 

sebagai alat bukti yang sah. 

b. Tentang bukti saksi, BPRS ABC tidak mengajukan alat bukti saksi, namun 

dalam putusannya mempertimbangkan bukti saksi- saksi. 

c. Bahwa pihak BPRS ABC selaku kreditur menganggap para nasabah telah 

melakukan wanprestasi, padahal dalam akad perjanjian bahwa nasabah dapat 

dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah 

lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 

September 2016. 

Berdasarkan keberatan para nasabah tersebut majelis hakim pengadilan 

tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: mengenai bukti tulis 

perincian kewajiban debitur sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim 

tingkat pertama pada Putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei 

2014 tertulis fotokopi perincian kewajiban debitur atas nama MMM tanggal 31 

Agustus 2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa perincian 

kewajiban debitur atas nama XXX per Agustus 2013, bukan atas nama MMM. 

Mengenai bukti saksi-saksi ternyata pada pengadilan tingkat pertama tidak 
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memeriksa saksi-saksi, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama yang 

mempertimbangkan tentang saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya. 

Majelis hakim mempertimbangkan keberatan para nasabah tersebut, majelis 

hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tulis yang menjadi 

pokok dari persoalan ialah Akad Pembiayaan Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 

Nopember 2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh BPRS ABC dan para 

nasabah, hal ini menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah sebagaimana disebut 

dalam pasal 295 KHES yaitu harus ada: musta’jir (pihak penyewa), mu’ajir 

(pihak yang menyewakan), ma’jur (benda yang diijarahkan), dan akad. 

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti tentang Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September 2011 Nomor: 01 yang dibuat 

dihadapan Notaris Sri Wachyono, S.H., M.H, M.Kn., di dalam akad dimaksud 

tertulis yang menjadi musta’jir (pihak penyewa adalah para nasabah atau para 

tergugat atau para pembanding), mu’ajir (pihak yang menyewakan adalah BPRS 

ABC sebagai penggugat atau terbanding), dan ma’jur (benda yang diijarahkan 

adalah suatu benda yang diambil manfaatnya), sedangkan akadnya adalah Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, oleh karena 

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 telah 

disepakati oleh para pihak dan telah memenuhi syarat rukun ijarah maka harus 

dinyatakan sah secara hukum.
229

 

Karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 

September 2011 sah, maka segala sesuatu yang yang telah disepakati dalam akad 
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tersebut mengikat kepada yang menandatangani akad tersebut, yaitu BPRS ABC 

dan para dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam akad tersebut yaitu 

sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016.
230

 

Dalam akad pembiayaan tersebut pada pasal 1 angka 9 bukan pasal 1 angka 

7 sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di akad 

disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan 

sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BPRS ABC dapat 

menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk 

biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini 

menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada BPRS 

ABC. Berdasarkan pada pasal 1 angka 9, dengan menyimpangi pasal 2 angka 2 

akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran para nasabah, maka BPRS ABC berhak 

untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih 

menjadi tanggungan para nasabah.
231

 

Berdasarkan definisi pada akad tersebut, telah terdapat fakta hukum para 

nasabah tidak membayar atau menunggak dan BPRS ABC telah memberikan 

somasi, akan tetapi pihak para nasabah tetap tidak memenuhi kewajiban untuk 

membayar angsuran, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan 

pendapat hakim tingkat pertama yang menyatakan para nasabah telah melakukan 

perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Akad 
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Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, dan diambil 

alih menjadi pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
232

 

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena para 

nasabah dinyatakan ingkar janji, maka para nasabah dihukum untuk membayar 

kerugian materiel sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga 

ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada BPRS ABC 

langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal 

ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan 

putusan Pengadilan Agama Purbalingga, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama 

berpendapat meskipun para nasabah telah dinyatakan ingkar janji akan tetapi oleh 

karena di dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 

September 2011 terdapat item yang berbunyi adapun pembayaran yang disepakati 

oleh nasabah dan BPRS ABC sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang 

harus dibayar oleh nasabah kepada BPRS ABC yang berlaku sejak tanggal 

angsuran pertama 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016, 

oleh karena itu tidak adil apabila para nasabah dijatuhi hukuman untuk membayar 

sekaligus sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus 

sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
233

 

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa para nasabah dikatakan 

wanprestasi manakala tidak melakukan prestasi atau perbuatan yang telah 

disepakati dalam akad (perjanjian), dalam hal ini para nasabah telah lalai dalam 

memenuhi bunyi akad dalam pasal 2 angka 3, yang berbunyi “pembayaran sewa 
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manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh 

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka waktu 60 bulan, paling lambat 

tanggal 13 setiap bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening 

tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran.
234

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan para nasabah 

melakukan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi dalam pembayaran 

angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 

tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “pembayaran 

sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam 

puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan.
235

 

Dalam perkara a-quo majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat 

amatlah adil dan bermanfaat apabila para nasabah dihukum untuk membayar 

angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang 

dalam akad, yakni pembayaran sewa manfaat sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta 

seratus enam puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), 

dan pembayaran ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
236

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan 

Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. atas dasar-

dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan 
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dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar tidak perlu 

diulang kembali sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama 

menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu 

putusan Pengadilan Agama Purbalingga harus dikuatkan dengan memperbaiki 

sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini.
237

 

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keberatan-keberatan 

yang diajukan oleh para nasabah tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut 

karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1955, yang menyatakan: bahwa hakim 

tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu 

memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan 

hakim tingkat pertama.
238

 

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat banding 

harus dibebankan kepada para pembanding atau para nasabah.
239
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BAB IV 

TINJAUAN YURIDIS PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BANK 

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ABC DAN PENYELESAIANNYA 

SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH 

 

A. Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijarah Multijasa di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah ABC 

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada 

nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.
240

 Dalam Undang-

Undang Perbankan Syariah pemberian pembiayaan adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 241

 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk muḍārabah dan musyārakah. 

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

(ijārah muntahiya bītamlik). 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābaḥah, salam, dan istiṣna’. 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qarḍ. 

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.  
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Salah satu kegiatan penyaluran dana di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

ABC (bukan nama yang sebenarnya) adalah pembiayaan ijarah multijasa. Dari hal 

tersebut produk pembiayaan yang terjadi di BPRS ABC sudah mempunyai 

payung hukum dan landasan hukum sesuai yang tertuang dalam pasal 1 ayat (25) 

Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai operasioal produk tersebut. 

Pembiayaan ijarah multijasa yang terjadi pada perbankan syariah, maka 

dalam pokok akad harus mengacu pada ketentuan akad ijarah. Akad adalah 

kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang sesuai dengan syara’ dan 

mempunyai akibat hukum bagi obyeknya. Dalam Buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), perikatan adalah suatu 

hubungan hukum antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk 

menuntut barang sesuatu dari yang lainnya.
242

 Adapun akad ijarah adalah akad 

atas suatu manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan memberikan imbalan 

tertentu. 

 

1. Kedudukan Para Pihak dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah ABC 

Para pihak dalam akad ijarah harus tamyīz, berbilang (at-ta’addud), dan para 

pihak mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Para pihak dalam 

akad ijarah adalah mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang 

menyewa).  
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Para pihak dalam pembiayaan ijarah multijasa yang terjadi antara BPRS 

ABC yang diwakili oleh HHH (bukan inisial yang sebenarnya) dengan XXX bin 

SSS (bukan inisial yang sebenarnya) dan YYY (bukan inisial yang sebenarnya) 

sebagai pihak nasabah.
243

 

Kedua belah pihak sudah memenuhi ketentuan tamyīz, berbilang (at-

ta’addud), dan para pihak mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. 

Pihak BPRS ABC adalah mu’jir (orang yang menyewakan) dan pihak XXX dan 

YYY adalah musta’jir (orang yang menyewa). Maka kedua belah pihak sudah 

memenuhi unsur ‘āqid. 

 

2. Kehendak Para Pihak dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah ABC 

Dalam akad ijarah harus ada kesesuaian ijāb dan kabul (dengan kata lain 

tercapainya kata sepakat) dan kesatuan majelis akad. Para pihak tidak ada paksaan 

dalam melakukan kesepakatan. Kehendak para pihak dapat dilakukan dengan 

lisan, tulisan, atau isyarat.
244

 

Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, terdapat pernyataan pihak nasabah 

mengajukan permohonan kepada BPRS ABC untuk memperoleh fasilitas 

pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau keuntungannya akan dibagi 

secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) antara BPRS ABC 

dengan nasabah. Pihak BPRS ABC sepakat dan berjanji serta mengikatkan diri 
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untuk memberikan pembiayaan ijarah multijasa dengan syarat-syarat dan 

ketentuan yang termaktub dalam surat perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multi 

Jasa Nomor: 01.
245

 

Kehendak para pihak dalam pembiayaan tersebut sudah terjadi kesepakatan 

tanpa adanya paksaan dan dilakuan secara tertulis yang terdapat pada ketentuan-

ketentuan dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 

November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn. Dalam 

hal ini, al-Qur’an menganjurkan transaksi dibuat secara tertulis sebagaimana 

dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:  

         

   ...   

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (seperti 

berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa, dan sebagainya) tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 282).  

Dalam ketentuan tersebut belum sesuai dengan akad ijarah, karena teradapat 

ketentuan yang berbunyi: “memperoleh fasilitas pembiayaan ijarah multijasa yang 

pendapatan atau keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (syirkah) yang 

seimbang (proporsional) antara BPRS ABC dengan nasabah.” Padahal dalam 

ijarah tidak ada istilah “pendapatan atau keuntungannya akan dibagi secara bagi 

hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional)”, dalam akad ijarah penyewa 

memberikan upah atau ujrah atas suatu manfaat sewa barang maupun jasa. 
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3. Pembiayaan Ijarah Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

ABC 

Pada akad ijarah manfaat obyek harus jelas,
246

 yaitu kejelasan tentang obyek 

yang diijarahkan atau disewakan atau jasa yang diberikan dan kejelasan waktu 

untuk memanfaatkannya. Manfaat obyek akad ijarah dapat dipenuhi, baik secara 

hakiki maupun syar’i. Manfaat obyek akad ijarah harus memenuhi syarat-syarat 

atau tidak bertentangan dengan syara’.
247

 Obyek atau manfaat akad ijarah tidak 

boleh diambil manfaatnya oleh mu’jir (orang yang menyewakan).
248

 Manfaat 

obyek akad ijarah harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah.
249

 

Adapun pembiayaan ijarah multijasa ini pihak BPRS ABC memberikan 

fasilitas sewa manfaat yang akan digunakan untuk biaya cetak tabloid dengan 

sewa manfaat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

dengan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). 

Jangka waktu pemanfaatan atas sewa manfaat selama 60 bulan sejak 

penandatanganan akad ini oleh kedua belah pihak atau pada saat serah terima 

sewa manfaat yaitu pada tanggal 13 September 2011 dan berakhir pada tanggal 13 

September 2016 atau selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2016 

nasabah harus sudah melunasi, apabila batas akhir pelunasan telah lewat waktu 

                                                           
246

 Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, ..., hlm. 736-741. Abdul 

Rahman Ghazaly, et.al, Fiqh Muamalat, Eds. I, Cet. I, ..., hlm. 279. 

 
247

Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, ..., hlm. 744-745. Abdul 

Rahman Ghazaly, et.al, Fiqh Muamalat, Eds. I, Cet. I, ..., hlm. 279. 

 
248

Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, Juz IV, ..., hlm. 747-748. 

 
249

 Ibid ..., hlm. 748-749. 



114 
 

nasabah belum melunasi sebagaimana ketentuan tersebut, maka nasabah dianggap 

lalai atau cidera janji.
250

 

Pembiayaan ijarah multijasa antara BPRS ABC dengan XXX ataupun YYY, 

obyek akadnya sangat jelas yaitu BPRS ABC memberikan sewa manfaat berupa 

uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dalam jangka 

waktu yang sangat jelas yaitu selama 60 bulan sejak tanggal 13 September 2011 

dan berakhir pada tanggal 13 September 2016, walaupun fasilitas sewa manfaat 

berupa uang tersebut digunakan untuk biaya cetak tabloid. Jadi sewa manfaat 

obyek akad ijarah sewa manfaat berupa uang bertentangan dengan syara’. 

Manfaat sewa obyek tersebut tidak diambil manfaatnya oleh BPRS ABC dan 

manfaat akad ijarah digunakan sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah. 

Dalam akad ijarah upah atau ujrah harus berupa mal mutaqawim dapat 

berupa uang surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan dan tidak 

boleh sama dengan jenis manfaat manfaat obyek. 

Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat 

juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan 

ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka waktu 60 bulan, 

paling lambat tanggal 13 setiap bulannya secara tunai atau pemindahbukuan dari 

rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. Dalam hal 

pembayaran angsuran oleh nasabah secara pemindahbukuan, maka nasabah wajib 

menyerahkan surat kuasa kepada BPRS ABC. Setiap pembayaran atau pelunasan 
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utang atau angsuran oleh nasabah kepada BPRS ABC dilakukan di kantor BPRS 

ABC atau ditempat lain yang ditunjuk BPRS ABC.
251

 

Pembayaran upah atau ujrah memang berupa mal mutaqawim yang berupa 

uang, yaitu Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan 

diangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka 

waktu 60 bulan, paling lambat tanggal 13 setiap bulannya. Namun upah atau ujrah 

sama dengan benda yang disewa yaitu berupa uang. Seharusnya ujrah pada akad 

ijarah adalah tarif sewa atau jasa, tarif  sewa atau jasa sama dengan harga sewa 

atau jasa ditambah biaya ditambah laba.
252

 Jadi total angsuran XXX dan YYY 

sebesar Rp. 7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus 

enam puluh tujuh rupiah). Karena selain ujrah nasabah mengembalikan sewa 

manfaat sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam 

ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya. 

Dari hal tersebut BPRS ABC hanya memberikan pembiayaan berupa uang, 

bukan memberikan sewa manfaat atau memberikan suatu jasa. Padahal perbankan 

syariah bertindak sebagai pemilik atau pihak yang mempunyai hak penguasaan 

atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan atau yang 

menyediakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.
253

 Dari 
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beberapa ketentuan dalam akad tidak ada penjelasan bahwa BPRS ABC 

menyediakan jasa cetak yang telah dimiliki atau mempunyai hak penguasaan atas 

obyek sewa baik berupa barang atau jasa.  

Dalam KHES pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, 

atau pengampaunya.
254

 Menurut pendapat Sayyid Sābiq, ‘āqid diperbolehkan 

menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat 

penggunaan barang sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. 

Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia 

menyewakan atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan 

pertama. Hal ini boleh dilakukan karena kebiasaan atau disebut al-khulwu.
255

 

Kemudian dalam memberikan pelayanan jasa, maka tidak dapat diterapkan pada 

uang, bahan makanan, bahan bakar, dan lain sebagainya, karena hal tersebut tidak 

mungkin selain dikonsumsi.
256

 Maka tidak dibenarkan jika dalam pembiayaan 

ijarah multijasa BPRS ABC bukan pemilik atas jasa tersebut dan dalam akad 

ijarah tidak dapat menerapkan uang sebagai jasa yang telah diberikan. 

 

 

                                                                                                                                                               
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah, dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunanan 

Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah 

pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, bahwa prinsip syariah yang wajib 

dipenuhi oleh bank bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 

 
254

Pasal 259 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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 Sayyid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, Juz III, ..., hlm 194-195. 
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 Muhammad Ayub, Undestanding Islamic Finance, ..., hlm. 281. 
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4. Jaminan pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah ABC 

Pemberian jaminan pembiayaan ijarah multijasa ini, untuk menjamin 

tertibnya pembayaran kembali pelunasan pembiayaan dan tepat waktu dalam 

jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan akad ini, Dalam hal 

ini memberikan ketentuan nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk 

menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BPRS ABC 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. Jenis barang jaminan yang diberikan 

nasabah berupa:
257

 

1. Sebidang tanah pekarangan dengan banggunan sertifikat hak milik nomor: 

***, seluas 53 m
2 

(lima puluh tiga meter persegi), menurut surat ukur tanggal 

22 Desember 2010 nomor: ***, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NITB): 

*** terletak di desa ##### kecamatan #### kabupaten Purbalingga propinsi 

Jawa Tengah tertulis atas nama XXX bin SSS, berikut semua dan segala 

sesuatu yang sekarang ada ataupun yang  akan ada di atas tanah tersebut, yang 

menurut sifatnya, tujuannya, penetapan undang-undang atau adat kebiasaan 

dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian. Jaminan tersebut akan 

diikat dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) peringkat I 

(pertama), yang merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari akad 

ini. 
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 Pasal 3 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 5-8. 
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2. Cash colleteral sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang 

disimpan di tabungan dan diblokir pada PT BPRS ABC nomor rekening *** 

atas nama XXX alamat ##### desa ##### RT. *** RW. ***  kecamatan 

##### kabupaten Purbalingga. 

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 

penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan 

investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang 

dapat dilakukan oleh perbankan syariah kepada nasabah penerima fasilitas atau 

sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan 

dalam kelompok yang sama dengan perbankan syariah yang bersangkutan.
258

 

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh perbankan syariah 

mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan perbankan syariah. Mengingat bahwa penyaluran 

dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada perbankan 

syariah, resiko yang dihadapi perbankan syariah dapat berpengaruh pula kepada 

keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan 

dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan 

mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak 

terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.
259
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 Pasal  37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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 Penjelasan Pasal  37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah. 
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Konsep yang berkaitan dengan jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan 

kafālah dan rahn. Menurut Bank Indonesia, kafālah adalah akad pemberian 

jaminan  (makfūl‘anhu, aṣīl) yang diberikan satu pihak ke pihak lain dimana 

pemberi jaminan (kafīl) bertanggung jawab atas pembiayaan kembali suatu hutang 

yang menjadi hak penerima jaminan (makfūl). Menurut Bank Indonesia Rahn 

adalah penyerahan barang atau harta (marhūn) dari nasabah (rāhin) kepada bank 

(murtahin) sebagai jaminan sebagaian atau seluruh hutang. Dari beberapa alasan 

tersebut maka jaminan yang diterapkan dalam pembiayaan ijarah multijasa sudah 

sesuai dengan jaminan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan konsep 

hukum Islam.
260

 

Adapun jamminan cash colleteral dalam pembiayaan ini sudah sesuai 

dengan Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk dan 

Aktifitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank dapat meminta 

jaminan berupa cash collateral atau bentuk jaminan lainnya dalam pembiayaan 

multijasa, maka dalam  pembiayaan ijarah mutijasa ini dalam meminta cash 

coleteral sebagai jaminan sesuai dengan perundang-undangan.
261
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 Fathurrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Eds. I, 

Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 44-45. 
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 Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk dan Aktifitas Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor .../SEOJK.03/2015. 
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5. Pemeliharaan Terhadap Sewa Manfaat Pada Pembiayaan Ijarah 

Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Ijarah,
262

 nasabah wajib membayar sewa atau upah secara tunai, 

bertanggungjawab menjaga keutuhan barang sewa atau jasa yang diberikan serta 

menggunakannya sesuai kontrak, dan menanggung biaya pemeliharaan barang 

sewa maupun jasa yang diberikan yang sifatnya ringan (tidak materiel) sesuai 

dengan kesepakatan. Biaya-biaya tersebut mempunyai tujuan agar keutuhan 

barang sewa atau jasa yang diberikan bank syariah serta menggunakannya sesuai 

kontrak dan biaya pemeliharaan barang sewa maupun jasa. 

Dalam pembiayaaan ijarah multijasa nasabah mengeluarkan biaya sendiri 

untuk merawat sewa manfaat sehingga dalam keadaan baik dan terpelihara, 

memenuhi setiap aturan pemeliharaan, dan prosedur yang diwajibkan atau 

disarankan dari setiap pembuat sewa manfaat. Tidak melakukan perubahan, 

penambahan, dan pengurangan apapun terhadap sewa manfaat yang dapat 

menimbulkan kerusakan, berkurangnya manfaat, dan kerugian atas nilai ekonomis 

sewa manfaat. Dalam melakukan penggantian atau perbaikan sewa manfaat atau 

bagian-bagiannya, menjamin bahwa penggantian atau perbaikan yang digunakan, 

sekurang-kurangnya memiliki nilai kualitas dan kegunaan, dan kegunaan yang 

sama yang digantikannya. Mengakui bahwa semua penggantian berupa 

penggantian atau perbaikan atas jasa sewa manfaat tersebut telah melekat dan 

menjadi bagian yang telah terpisahkan dari sewa manfaat dan karena itu milik 
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. 
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BPRS ABC.
263

 Dalam ketentuan pembiayaan ijarah multijasa ini sudah sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan menjaga keutuhan dan 

biaya pemeliharaan
264

 

Termasuk biaya, potongan, dan pajak-pajak yang tertuang dalam 

pembiayaan ijarah multijasa ini, dalam hal ini nasabah menangung segala biaya 

yang berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaris dan jasa 

lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BPRS ABC kepada nasabah sebelum 

ditandatangani akad ini, dengan menyatakan persetujuannya nasabah. Jika 

nasabah cidera janji tidak melakukan pembayaran atau melunasi utangnya kepada 

BPRS ABC, sehingga BPRS ABC perlu menggunakan jasa penasehat hukum atau 

kuasa untuk menagih, maka nasabah berjanji dan mengikatkan diri untuk 

membayar seluruh biaya jasa penasehat hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa 

lainnya yang dapat dibuktikan dan sah menurut hukum. Dan setiap pembayaran 

kembali atau pelunasan nasabah sehubungan dengan akad ini, akad lainnya 

mengikat nasabah dan pihak BPRS ABC, dilakukan oleh nasabah kepada BPRS 

ABC tanpa potongan, pajak atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan 

tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
265

 

Biaya, potongan, pajak-pajak, dan biaya lainnya termasuk suatu tanggungjawab 

nasabah, demi menjaga keutuhan barang atau jasa, biaya pemeliharaan atas barang 

atau jasa, dan biaya agar terlaksnanya akad ini, dalam hal ini sudah sesuai dengan 
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 Pasal 7 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 9-10. 
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. 
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 Pasal 5 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 8-9. 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Ijarah.
266

 

 

6. Resiko dan Pungngutan pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah ABC 

Adapun terkait dengan resiko kerusakan beserta biayanya, dalam Fatwa 

Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah,
267

 

nasabah tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan 

karena pelanggaran perjanjian, bukan karena kelalaian nasabah, dan bukan karena 

pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan.  

Resiko kerusakan beserta biayanya dalam pembiayaan ijarah multijasa ini, 

yaitu pihak nasabah menjamin dan menanggung resiko dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan penggunaan sewa manfaaat, serta membebaskan diri BPRS 

ABC dari beban atau kerugian apapun juga yang disebabkan karena kerusakan, 

gangguan, berkurangnya manfaat, atas sewa manfaat, dan tidak terbatas 

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah atau orang lain. Nasabah 

bertanggung jawab dan menanggung pembayaran setiap pajak, retribusi, denda, 

dan pungutan-pungutan lainya atas sewa manfaat tepat pada waktunya.
268

 Jadi 

ketika ada resiko dan punggutan yang menyangkut dengan penggunaan sewa 

manfaat yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, berkurangnya manfaat, 
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. 
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. 
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 Pasal 8 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 10-11. 
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atas sewa manfaat, dan tidak terbatas disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian 

nasabah atau orang lain, maka nasabah menanggung resiko dan punggutan 

tersebut apabila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya, serta membebaskan 

diri BPRS ABC dari beban atau kerugian apapun. 

 

7. Berakhirnya Masa Manfaat Guna Usaha Pembiayaan Ijarah 

Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC 

Berakhirnya pembiayaan ijarah multijasa ini, yaitu sewa manfaat guna 

usaha. Adapun ketentuannya nasabah mengembalikan sewa manfaat dalam 

keadaan baik kepada BPRS ABC pada saat berakhirnya masa sewa manfaat 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 akad ini. Nasabah juga berjanji dan 

mengikatkan diri untuk membayar lunas nilai sisa pembayaran manfaat guna 

usaha serta kewajiban-kewajiban lainnya yang masih terutang menurut akad ini, 

tanpa mengurangi hak BPRS ABC untuk memperhitungkannya.
269

 Adapun 

pengembalian atas barang atau jasa yang telah diberikan BPRS ABC kepada 

nasabah, maka nasabah mengembalikan sewa manfaat dengan angsuran setiap 

bulannya mengangsur sebesar ujrah (pembayaran atas jasa) sebesar Rp. 

7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh 

tujuh rupiah) dengan perhitungan sewa dengan metoda flate rate yang sesuai 

dengan tabel pada Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01. 

Perhitungan sewa dengan metoda flate rate dalam pembayaran angsuran 

pada pembiayaan ini, terdapat keterbatasan dalam aplikasi pada pembiayaan ijarah 
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 Pasal 12 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 13-14. 
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multijasa. Dengan catatan bahwa angka yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan marjin sewa adalah benar-benar mencerminkan cost dari aktiva 

terkait. Kebaikan atau manfaat metoda flat rate masih bisa dipergunakan untuk 

penetapan sewa jangka pendek atau menengah hingga tiga tahun, bahkan untuk 

aktiva tertentu hanya berlaku sebatas jangka pendek (maksimal satu tahun). 

Kelemahan lainnya, tidaklah logis dari sisi ekonomis jika sewa untuk semua jenis 

aset (properti, otomototif, dan lain-lain), tarif sewa menyewa adalah tunggal. 

Mengingat pasar sewa masing-masing aktiva berbeda-beda, ada yang sudah jenuh, 

ada yang stabil, ada yang menurun, dan ada pula yang pemintaannya meningkat 

pesat atau cukup tinggi, sesuai kondisi saat itu. Karenanya, lebih banyak jenis 

barang atau jasa yang penetapan sewanya (pricing) bervariasi tiap sewanya, untuk 

fase satu dengan fase lain dalam suatu masa atau periode sewa jangka menengah 

dan jangka panjang. Jika obyeknya adalah properti, maka wajar bila tarif sewanya 

bersifat progresif.
 270

 

 

8. Ketentuan-Ketentuan Lain dalam Pembiayaan Ijarah Multijasa di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC 

Dalam suatu akad terdapat syarat mengikat (syurūt  luzūm), yaitu syarat 

mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali 

persetujuannya atau kesepakatannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. 

Selain kesepakatan-kesepakatan tentang akad ijarah, dalam perjanjian Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 ini terdapat kesepakatan-kesepakatan 
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 Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Aplikatif, ..., 
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lain atau ketentuan-ketentuan lain yang bertujuan untuk memperkuat suatu akad. 

Karena hal itu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka sifatnya 

mengikat diantara kedua belah pihak.
271

 Dalam KHES disebutkan bahwa, semua 

akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai naṣ syari’ah bagi mereka yang 

mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan 

secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan naṣ-naṣ syari’ah. Suatu akad hanya 

berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.
272

  

Akibat hukum dari suatu akad ada dua, yaitu akibat hukum dari suatu akad 

para pihak dan akibat hukum dari suatu akad terhadap isi pada akad. Akibat 

hukum dari suatu akad para pihak merupakan akad wajib dipenuhi yang timbul 

dari perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik kembali akad tersebut kecuali ada 

kesepakatan kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan yang ditentukan 

oleh undang-undang. Jadi suatu akad berlaku dan mengikat bagi para pihak yang 

membuatnya untuk melakukan akad tersebut.
273

 Akibat hukum dari suatu akad 

terhadap isi pada akad merupakan akibat hukum suatu akad perlu dilakukan 

mengenai ruang lingkup isi akad.
274

 

Adapun ketentuan-ketentuan yang dibuat para pihak selain akad ijarah 

dalam akad pembiayaan ijarah multijasa ini yang bertujuan untuk memperkuat 

suatu akad adalah sebagai berikut:
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hlm. ..., hlm. 263-265.’ 
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Pertama, pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah, dalam ketentuan tersebut adalah perbankan syariah 

mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima 

fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum perbankan 

syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh 

keyakinan perbankan syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap 

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah 

penerima fasilitas.
275

 

Dalam hal ini salah satunya pada Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 

Nomor: 01 memuat ketentuan tentang realisasi perjanjian. Realasi perjanjian 

pembiayaan ini memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang 

pembatasan penyediaan ijarah multijasa oleh yang berwenang, BPRS ABC 

berjanji mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah nasabah 

memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
276

 

a. Menyatakan kepada BPRS ABC permohonan realisasi pembiayaan sesuai 

dengan tujuan penggunaannya, selambat-lambatnya satu hari kerja BPRS 

ABC dan saat pencairan dilaksanakan. 

b. Menyerahan kepada BPRS ABC seluruh dokumen nasabah dan tidak terbatas 

dokumen-dokumen jaminan perjanjian yang berkaitan dengan akad ini. 

c. Menandatangani akad ini dan perjanjian jaminan yang dipersyaratkan. 
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 Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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d. Bukti-bukti kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan serta akta-akta 

pengikatan jaminan. 

Syarat-syarat untuk merealisasikan pembiayaan ini memperhatikan dan 

menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan ijarah multijasa, dan 

dalam hal ini sesusai dengan memperoleh keyakinan perbankan syariah wajib 

melakukan penilaian pada anggunan sebelum memberikan pembiayaan. Maka 

ketentuan tersebut sesuai dengan  pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah. 

Selanjutnya ketentuan tentang pengawasan terhadap jasa sewa manfaat. 

Dalam ketentuan ini, nasabah mengizinkan BPRS ABC pada saat ini dan 

selanjutnya selama berlangsungnya akad untuk memasuki tempat usaha dan 

tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan 

pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan kegiatan lainnya 

yang berkaitan dengan usaha berdasarkan akad ini, baik langsung maupun tidak 

langsung.
277

 Ketentuan ini dibuat perbankan syariah tak lain untuk memperoleh 

keyakinan dalam melakukan penilaian kepada nasabah sesuai dengan pasal 23 

Undang-Undang Perbankan Syariah. 

Adapun ketentuan tentang pengakuan nasabah. Nasabah dengan ini 

menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya serta menjamin kepada BPRS 

ABC, bahwa segala dokumen atau akta yang ditandatangani nasabah berkenaan 

dengan akad ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan mengikat nasabah, 

sehingga tidak bertentangan dengan hal-hal yang mengahalangi pelaksanaan akad 
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 Pasal 6 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 9. 
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ini. Pada saat ditandatanginya akad ini, nasabah tidak sedang mengalihkan atau 

meminjamkan atas sebagian atau seluruh dari hartanya, tidak terbatas pada 

piutang, klaim asuransi, tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa gugat 

menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau badan arbitrase, berhutang 

pada pihak lain, diseledik atau dituntut oleh pihak yang berwajib, baik pada saat 

ini atau dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi aset, keadaan 

keuangan, atau mengganggu jalannya usaha nasabah. Orang-orang yang bertindak 

untuk dan atas nama serta mewakili atau yang diberi kuasa oleh nasabah adalah 

sah dan berwenang, serta tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
278

 

Hal ini sesusai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah, untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan 

kemampuan perbankan syariah pada nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban 

pada waktunya, sebelum perbankan syariah menyalurkan dana.
279

 Maka BPRS 

ABC membuat ketentuan tentang pengakuan nasabah atas dukumen-dokumen dan 

akta adalah sah, memiliki hukum tetap, dan mengikat.   

Kedua, ketentuan tentang asuransi. Dalam hal ini, untuk kepentingan pihak 

BPRS ABC, dapat mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan pembiayaan 

ini atau jiwa pihak nasabah kepada asuransi syariah yang disetujui para pihak atas 

beban pihak nasabah dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku dan manfaat 
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 Pasal 10 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 11-12. 
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 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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asuransi akan berlaku efektif setelah kepesertaan asuransi disetujui atau 

disepakati.
280

 

Suatu ketentuan dalam terkait dengan asuransi merupakan tentang anggunan 

yang diserahkan nasabah penerima fasilitas kepada BPRS ABC berikut jenis 

pengikatannya dapat berupa barang tetap atau barang bergerak. Namun barang 

anggunan yang insurable wajib ditutup asuransi dengan banker’s clause oleh 

nasabah pada asuransi syariah yang disetujui oleh perbankan syariah dan biaya 

biaya premi asuransi atas beban nasabah.
281

  

Ketiga, dalam surat perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 

01 terkait dengan penyimpangan dari pada pasal 2 akad ini yaitu terkait dengan 

pembiayaan, pembayaran, dan jangka waktunya, BPRS ABC berhak untuk 

menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah atau siapa pun juga yang 

memperoleh hak darinya atas sebagaian atau seluruhnya jumlah kewajiban 

nasabah kepada BPRS ABC berdasarkan akad ini untuk dibayar seketika atau 

sakaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, ataupun 

surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut, yaitu antara 

lain:
282

 

a. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada BPRS ABC 

sesuai yang ditetapkan dalam pasal 2 akad ini. 
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 Pasal 9 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 yang 

dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 11. 
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 Wangsawidjaja, Pembiayaan bank Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 184. 
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 Pasal 11 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 12-13. 
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b. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang 

yang dijadikan jaminan atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada 

pasal 3 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya atau nasabah melakukan 

perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hal yang ditentukan 

dalam pasal 10 dan pasal 12 akad ini. 

c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan nasabah disita oleh pengadilan atau 

pihak yang berwajib. 

d. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah 

pengampuan, dalam keadaaan insolvensi, dinyatakan pailit atau dilikuiditasi. 

Keempat, kemudian jika perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal yang 

tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa 

dalam pelaksnaannya para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara 

musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah mufakat telah diupayakan 

namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak  

dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan 

dengan ini berjani serta mengikatkan diri satu terhadap yang  lain untuk 

menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama di Purbalingga atau 

kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto. Para 

pihak sepakat dan mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum 

(legal opinion) atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama atau lembaga 

yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).
283
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 Pasal 13 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 15. 
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Ketentuan ini pada lazimnya apabila terdapat perselisihan dalam 

pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawah dan 

mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, maka 

sengketa akan dilaksanakan melaui badan arbitrase dan badan peradilan. Pada 

akad tersebut jika tidak terjadi musyawarah mufakat, maka BPRS ABC akan 

mengajukan sengketa tersebut kepada Pengadilan Agama Purbalingga atau kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto. Dengan 

penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan 

perkara ekonomi syariah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006, maka menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan  

ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan peradilan 

agama.
284

 Sedangkan pengajuan perkara ke kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto, untuk meminta bantuan kantor lelang untuk 

meakukan penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tangggungan 

berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak 

untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur 

cidera janji (beding van eigenematige verkoop).
285

 

Kelima, ketentuan tentang pemberitahuan, yaitu setiap pemberitahuan dan 

komunikasi sehubungan dengan akad ini dianggap telah disampaikan secara baik 
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 Pasal 20 ayat (1) huruf (a) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan. 
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dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara baik secara 

pribadi dengan tanda terima ke alamat dibawah ini:
286

 

a. Nasabah  : XXX  

Alamat  : ##### desa ##### RT. *** RW. ***  kecamatan #### kabupaten 

Purbalingga. 

b. Bank  : PT. BPRS ABC 

Aamat : jalan ##### nomor *** Purbalingga 

Keenam, ketentuan terakhir atau ketentuan penutup, yaitu apabila ada hal-

hal yang belum cukup diatur dalam akad ini, nasabah dan BPRS ABC akan 

mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam satu adendum. 

Tiap adendum dari akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 

akad ini. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran 

identitas para pengahadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada notaris 

dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para 

penghadap juga meyatakan telah mengerti dan memahami isi akad ini.
287

 

 

B. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa 

Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ABC 

Terjadinya sengketa pembiayaan ijarah multijasa antara BPRS ABC dengan 

XXX dan YYY, berawal dari XXX dan YYY mendapat tawaran pembiayaan dari 

karyawan BPRS ABC. Kemudian terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, 
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 Pasal 14 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 November 2011 

yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 15-16. 
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yang dibuat dihadapan Notaris Sri Wahyono, S.H., M.Kn., hlm. 15. 
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BPRS ABC memberikan pembiayaan ijarah multijasa kepada XXX dan YYY 

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ujrah 

sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka 

waktu pembiayaan selama 60 bulan atau lima tahun yaitu sejak tanggal 13 

September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dengan angsuran 

setiap bulan Rp. 7.166.667,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus 

enam puluh tujuh rupiah). Pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai 

pengembangan usaha penerbitan tabloid milik XXX dan YYY. 

Namun ditengah-tengah masa pembayaran angsuran atau ujrah, XXX dan 

YYY mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan 

tersebut. Kemudian BPRS ABC melayangkan beberapa surat peringatan atau 

somasi kepada XXX dan YYY. BPRS ABC sudah memberikan kesempatan 

kepada XXX dan YYY namun sampai gugatan diajukan di Pengadilan Agama 

Purbalingga oleh BPRS ABC, XXX dan YYY tidak dapat menyelesaikan 

kewajibannya. Selanjutnya BPRS ABC menganggap XXX dan YYY sudah 

melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi yang sangat 

merugikan BPRS ABC. Akibat perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau 

wanprestasi tersebut BPRS ABC dirugikan secara materiel sebesar Rp. 

257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu 

empat ratus lima puluh rupiah). 

Dalam surat gugatan tersebut atau dalam petitumnya, BPRS ABC meminta 

agar majelis hakim mengabulkan semua gugatannya, menyatakan sah dan berharga 

sita jaminan (conservatoir beslaag) atas barang tetap milik para nasabah yang 
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diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa tanah pekarangan 

berikut bangunan, menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi 

Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara BPRS ABC dengan 

para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga, 

menyatakan para nasabah telah melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji 

atau wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 

13 September 2011 yang sangat merugikan  BPRS ABC, yaitu berupa kerugian  

materiel sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus 

sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), menghukum para 

nasabah untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 257.393.450.- (dua ratus 

lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh 

rupiah) kepada BPRS ABC langsung seketika setelah putusan mempunyai 

kekuatan  hukum tetap, dan menghukum para nasabah untuk membayar semua 

biaya yang  timbul dalam perkara ini. 

 

1. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga 

Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga  

dalam Putusan:  

a. Kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga 

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara 

menyangkut dua kewenangan, kewenangan relatif dan kewenangan absolut. 

Kewenangan relatif adalah menyangkut mengenai pembagian kekuasaan 

mengadili antara jenis pengadilan yang sama tergantung pada tempat tinggalnya 
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terggugat. Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan yang berhubungan 

dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan. 

Pertimbangan hakim sebelum memeriksa perkara, mempertimbangkan 

kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari 

pihak nasabah kemudian majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai 

persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam 

perkara a-quo.
288

 Setelah diperiksa majelis hakim dari kedua pihak, sehingga 

Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai alasan kuat Pengadilan Agama 

Purbalingga memeriksa perkara sengketa perbankan syariah. 

Pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara ini sudah benar terkait 

dengan kewenangannya memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, 

karena hal itu berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a-quo pasal 

15 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tentang penyelesaian 

perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui 

Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) 

HIR: Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan 
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 Pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara ini dengan alasan berdasarkan pasal 49 
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dipilih itu, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga. 
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di tempat domisili yang dipilih itu, maka perkara ini menjadi wewenang relatif 

Pengadilan Agama Purbalingga. 

Selanjutnya pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (dimana 

Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa 

ekonomi syari’ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan 

oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”, sebagaimana Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan 

permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi 

wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga.
289

 

b. Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses 

perundingan untuk meemperoleh kesepakatan para pihak dibantu dengan 

mediator. Pada setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim 

diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang akan berperkara.  

Pihak penggugat yaitu BPRS ABC yang diwakili oleh direktur utama atas 

nama HHH dan pihak tergugat yaitu nasabah atas nama XXX sebagai tergugat I 

dan YYY sebagai tergugat II. Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah akta 

perdamaian (acta van vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk 
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memenuhi isi perdamaian yang  telah dibuat mereka berdua.
290

 Pertimbangan 

hakim sebelum proses persidangan majelis hakim sudah mendamaikan para pihak, 

namun usaha tersebut tidak berhasil kemudian perkara ini harus diperiksa dan 

diselesaikan melalui putusan hakim. Pertimbangan hakim dalam hal ini sudah 

sesuai dengan dengan pasal 130 HIR, pasal 154 R.Bg dan pasal 14 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. 

c. Pokok Perkara  

Pertimbangan majelis hakim terhadap pokok perkara yaitu para nasabah 

telah mengakui persetujuan menerima pembiayaan ijarah multijasa, jangka waktu 

pembiayaan ijarah multijasa, dan pembiayaan tersebut digunakan untuk 

percetakan tabloid. Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti 

sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara 

pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya, dalil-dalil tersebut harus 

dinyatakan terbukti.
291

 Akan tetapi para nasabah memberikan pengakuan 

berklausul dan tidak mengakui jika menunggak dan masih mempunyai iktikad 

baik akan melunasi utang tersebut, serta sudah ada jaminan yang telah diikat 

dengan hak tanggungan. Adapun para nasabah terlambat membayar angsuran, 

dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa (overmacth), yang berkaitan dengan 

usaha yang dijalankan, yaitu direktur percetakan telah kabur, sehingga pihak 

nasabah mengalami kerugian Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta 

rupiah). 
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Kemudian pihak nasabah tidak mengakui melakukan perbuatan cidera janji 

atau ingkar janji atau wanprestasi, sebab para nasabah masih sanggup untuk 

melunasi hutang-hutang pada jangka waktu perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah 

Multi Jasa Nomor: 01 dari tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13 

September 2016. BPRS ABC tidak meminta agar membatalkan (fasakh) 

perjanjian, maka konsekuensi hukumnya, perjanjian tersebut masih sah, berlaku, 

dan belum berakhir, serta belum bisa dinyatakan pihak nasabah telah wanprestasi. 

Pihak nasabah menemui beberapa kejanggalan isi perjanjian, diantaranya: 

para nasabah harus membayar biaya kuasa hukum penggugat, cash collateral 

sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disimpan dan diblokir 

BPRS ABC, perincian kewajiban pembayaran pihak nasabah berbeda-beda, tidak 

benar jika nasabah tidak pernah menanggapi somasi pihak BPRS ABC bahkan 

mempersilahkan ruko yang telah diagunkan untuk dijual, pihak BPRS ABC 

meminta untuk dilaksanakan conservatoir beslaag, dan pihak nasabah tidak 

mempunyai iktikad tidak baik bahkan pihak BPRS ABC yang tidak beriktikad 

baik karena hendak tidak melaksanakan akad atau perjanjian yang telah dibuat 

bersama padahal perjanjian masih berlaku hingga 13 September 2016 maka para 

nasabah belum bisa dinyatakan telah wanprestasi.  

Pertimbangan majelis hakim terhadap yang tidak diakui dan dibantah para 

nasabah.
292

 Kemudian BPRS ABC telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi 

di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa bukti-bukti pihak 

BPRS ABC P.1 sampai dengan P.12. Karena bukti P.1 sampai dengan P.8 
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semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan,
293

 maka sesuai pasal 

165 HIR merupakan bukti sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), 

sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat somasi yang dibenarkan pihak 

nasabah.  Adapun bukti P.11 dan P.12 berupa akta sepihak maka mengikat 

terhadap pihak yang bertanda tangan sedang terhadap pihak ketiga mempunyai 

kekuatan pembuktian bebas. Kemudian bukti P.12 dibantah oleh pihak nasabah, 

maka merupakan bukti permulaan perincian kewajiban para nasabah kepada pihak 

BPRS ABC. Kemudian bukti P.12 ini menurut majelis perlu dikonfrontasikan 

dengan isi akad yang telah disetujui yaitu bukti P.5, pada pasal 12 yaitu tabel 
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 Bukti-bukti tersebut adalah bukti P.1 berupa KTP. NIK tanggal 26 Agustus 2012 atas 

nama. Direktur Utama, bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

Nomor: C-02375 HT.01.01.Tahun 2004 tanggal 30 Januari 2004 Pengesahan Akta Pendirian 

Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakytat Syariah ABC berkedudukan di Purbalingga, 

bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT 

BPRS ABC tanggal 07 Juni 2009 Nomor: -2- , dan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS ABC tanggal 14 Juli 2011 Nomor: -05-. 

berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa Direktur Utama berhak 

mewakili untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo, bukti P.5 berupa Akad Pembiayaan 

Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebetulnya telah diakui secara murni oleh 

pihak nasabah atau tergugat, maka harus dinyatakan terbukti tergugat I dengan persetujuan 

tergugat II sebagai isterinya, telah menerima pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 sebesar Rp. 250.000.000,-  

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh 

juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan yaitu sejak tanggal 13 September 

2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh para nasabah akan 

digunakan untuk biaya cetak tabloid, bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. *** desa 

### atas nama Tergugat I, membuktikan tanah Hak Milik No. *** desa #####, seluas 53 m
2
 adalah 

milik tergugat I, bukti P.7 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No:  *** tanggal 13 

September 2011, dan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, No***, membuktikan bahwa 

tanah Hak Milik No. *** desa ####, seluas 53 m
2
 atas nama tergugat I tersebut telah diletakkan 

Hak Tanggungan dengan pemegang hak: PT. BPRS ABC, bukti P.9 berupa Surat Somasi I No. 

014/SOMASI/ADV- SGG/I/2013 tanggal 8 Februari 2013 dan bukti P.10 berupa Surat Somasi II 

No. 056/ SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, membuktikan bahwa BPRS ABC, 

telah memberikan dua kali somasi kepada nasabah agar para nasabah memenuhi kewajibannya 

untuk membayar angsuran pembiayaan kepada BPRS ABC, bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa 

Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, karena mengikat terhadap pihak yang bertanda 

tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, S.H., M.H. Telah menerima biaya kuasa hukum 

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah 

antara penggugat melawan tergugat, bukti P.12 berupa Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama 

XXX per tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HHH Direktur Utama PT. 

BPRS ABC. 
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pembayaran yang disepakati oleh para nasabah dan BPRS ABC. Karena pihak 

nasabah tidak membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut 

dikesampingkan. Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan 

pembuktian nasabah akan dipertimbangkan secara integral pada saat majelis 

mengkonstituter fakta perkara a-quo. 

Terhadap fakta hukum majelis hakim mempertimbangkan penerapan 

hukumnya (mengkonstitutir) sebagai berikut: fakta pada obyek yang dimohonkan 

sita jaminan (conservatoir beslaag) oleh BPRS ABC telah diletakkan hak 

tanggungan yang pemegangnya adalah pihak BPRS ABC, sehingga bantahan 

pihak nasabah dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan conservatoir 

beslaag yang diajukan oleh pihak BPRS ABC tidak beralasan hukum, karenanya 

majelis hakim telah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor:  1721/Pdt.G/2013/PA. 

Pbg., tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan BPRS 

ABC untuk meletakkan sita jaminan. 

Berdasarkan pengakuan pihak nasabah dan bukti-bukti BPRS ABC, majelis 

menyimpulkan fakta perkara sebagai berikut: XXX dengan persetujuan YYY 

sebagai isterinya, telah menerima pembiayaan dari BPRS ABC berdasarkan Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah sebesar Rp. 

180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 

pembiayaan selama 60 bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai 

dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh para nasabah 

atau tergugat akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, tanah Hak Milik No. *** 
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atas nama tergugat I atau XXX, telah diletakkan hak tanggungan dengan 

pemegang hak PT. BPRS ABC, para nasabah telah menunggak angsuran 

kemudian pihak BPRS ABC telah melayangkan dua kali somasi namun para 

nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, menurut 

perhitungan pihak BPRS ABC akibat perbuatan para nasabah tersebut, dan BPRS 

ABC dirugikan secara materiel yaitu sebesar Rp. 257.393.450,- (dua ratus lima 

puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga empat ratus lima puluh rupiah) 

sedangkan pihak nasabah memohon keringanan. 

Pertimbangan berikutnya pada pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah 

apakah para nasabah telah cidera janji atau wanprestasi terhadap Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang 

menyebabkan BPRS ABC dirugikan secara materiel yang perinciannya pertanggal 

31 Agustus 2013 sebagai berikut: 

Sewa manfaat     : Rp. 206.318.865.-  

Tunggakan ujrah    : Rp.   40.549.585.-  

Denda keterlambatan    : Rp.        375.000.-  

Biaya kunjungan    : Rp.        150.000.-  

Biaya kuasa hukum    : Rp.   10.000.000,-  

Total kewajiban para nasabah  : Rp. 257.393.450.- 

d. Keabsahan Akad 

Terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu menyatakan sah secara hukum 

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang 
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dibuat antara BPRS ABC dengan para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H., 

M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga, dipertimbangkan sebagai berikut. 

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan 

sahnya akad, sesuai pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (yang 

selanjutnya disingkat KHES) bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu 

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan 

perbuatan hukum tertentu.
294

 Selain itu juga sudah sesuai dengan definisi akad 

menurut ulama fiqh kontemporer. Menurut Wahbah az-Zuhailī dan Musṭahfā 

Ahmad az-Zarqā, akad adalah: 

ه.بت أثره فى محليث عمشرو هجى وقبول علب رتباط ايجابا
295

 
“Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ 

yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”.
296

 

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijāb dan kabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum 

bagi obyeknya.
297

 Dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 dijelasakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara perbankan syariah 

dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak 

sesuai dengan prinsip syariah.
298
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 Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 
295

Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, ..., hlm. 80-81 dan  Musṭahfā 

Ahmad az-Zarqā, al-Madkhāl al-Fiqhiy al-‘Ām, Juz I, ...., hlm. 382. 

 
296

Ijāb adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu 

pihak. Sedangkan Kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak 

lain. 

 
297

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Eds 1, ..., hlm. 68. 

 
298

 Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
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Pertimbangan berikutnya berdasarkan pasal 22 KHES bahwa rukun akad 

terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan 

kesepakatan, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24, 

dan, 25 KHES. Hal ini juga seuai rukun akad yang ditentukan oleh ahli hukum 

Islam kontemporer yaitu para pihak yang membuat akad (al-‘āqida’in)., 

pernyataan kehendak para pihak (ṣigatul-‘aqd), obyek akad (maḥalul-‘aqd), dan 

tujuan akad (mauḍū’ al-‘aqd).
299

 Adapun syarat-syarat akad ijarah majelis hakim 

pertimbangannya berdasarkan 23, 24, dan, 25 KHES, dalam pasal 23 KHES 

dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan 

usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, pasal 24 

KHES menjelasakan obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dan pasal 25 menjelaskan akad bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak 

yang mengadakan akad. Selain syarat-syarat akad yang ditentukan KHES, syarat-

syarat akad sudah sesuai dengan syarat terbentuknya akad (syurūth al-in’iqād), 

syarat keabsahan akad (syurūt aṣ-ṣihah), syarat berlakunya akibat hukum (syurūt 

an-nafāż), dan syarat mengikatnya akad (syurūt  luzūm).
300

 

Selain itu pertimbangan majelis hakim tentang pembiayaan multijasa, 

majelis hakim menyatakan pembiayaan multijasa hanya dapat dilakukan dengan 

akad ijarah atau akad kafālah, maka bank syariah yang menggunakan akad ijarah 
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 Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, ..., hlm. 94, Musṭahfā 

Ahmad az-Zarqā, al-Madkhāl al-Fiqhiy al-‘Ām, Juz I, ..., hlm. 399-400. Syamsul Anwar, Hukum 

Perjanjian Syariah, ..., hlm. 96-98. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 
300

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, ...., hlm. 99-106. Fathurrahman Djamil, 

Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Cet. I, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), hlm. 162. 
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harus mengikuti semua ketentuan akad ijarah, dan bank syariah sebagai kreditor 

berhak memperoleh imbalan yang besarnya harus telah disepakati di awal 

transaksi dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. 

Pertimbangan hakim ini sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (25) huruf (e) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang 

Pembiayaan Multijasa. 

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim mengenai pengertian ijarah sesuai 

dengan pengertian ijarah menurut pasal 20 ayat (9) KHES adalah sewa barang 

dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. 

Pertimbangan majelis hakim untuk menyatakan bahwa Akad Pembiayaan 

Ijarah Multijasa tersebut sah, majelis hakim mempertimbangan rukun dan syarat 

ijarah berdasarkan pada pasal 295 KHES ditentukan bahwa rukun ijarah terdiri 

dari: pihak yang menyewa (musta’jir), pihak yang menyewakan (mu’ajir), benda 

yang disewakan (ma’jur), dan akad. Selain berdasarkan peritmbangan dari KHES, 

pertimbangan majelis hakim sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh 

mayoritas ulama fiqh dan Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Ijarah. Adapun rukun 

akad ijarah menurut mayoritas ulama fiqh yaitu pertama, ‘āqid, yaitu mu’jir 

(orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang menyewa). Kedua, ṣigatul-

‘aqd (kehendak para pihak), yaitu ijāb dan kabul. Ketiga, ujrah (uang sewa atau 

upah). Keempat, manfaat, yaitu manfaat dari obyek yang disewakan atau jasa dari 

seseorang. Sedangkan rukun akad ijarah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah sama dengan rukun akad 

ijarah yang ditentukan oleh mayoritas ulama fiqh, namun dalam Fatwa Dewan 
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Syariah Nasional mengabungkan rukun manfaat dan rukun ujrah dalam satu 

rukun yaitu rukun obyek akad ijarah. 

Adapun syarat-syarat pada rukun akad ijarah majelis hakim memberikan 

pertimbangan berdasarkan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 301 sampai 304 KHES. Pertimbangan majlis hakim ini tidak sesuai dengan 

syarat-syarat akad ijarah, karena pasal 301-304 KHES menjelasakan tentang 

ketentuan akad kāfalah. Seharusnya majelis hakim mengunakan pertimbangan ini 

berdasarkan bagian kedua yaitu tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian akad 

ijarah dalam pasal 257 sampai 262 KHES. Selain itu juga harus 

mempertimbangkan syarat-syarat akad ijarah yang sudah ditentukan ulama-ulama 

hukum Islam yaitu syarat terbentuknya akad (syurūth al-in’iqād), syarat 

keabsahan akad (syurūt aṣ-ṣihah), syarat berlakunya akibat hukum (syurūt an-

nafāż), dan syarat mengikatnya akad (syurūt  luzūm). 

Pertimbangan majelis hakim berikutnya berdasarkan fakta hukum 

sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 

tertanggal 13 Nopember 2011 sebagai berikut: 

1) Akad Ijarah Multijasa adalah akad sewa menyewa manfaat antara pemilik 

ma’jur (obyek sewa) dengan musta’jir (penyewa atau nasabah) untuk 

mendapat manfaat dan pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaat 

yang disewakan. 

2) Mu’ajir adalah BPRS ABC sebagai pemilik jasa (in casu penggugat). 

3) Musta’jir adalah para nasabah sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat dari 

bank (in casu tergugat I dan tergugat II). 
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4) Ma’jur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.  

5) Ajran atau ujrah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh nasabah 

(tergugat I dan tergugat II) kepada BPRS ABC (penggugat). 

Tercantum dalam bagian penutup akad tersebut telah dibacakan oleh Sri 

Wahyono, S.H, M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga kepada para pihak tersebut 

seketika telah ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 

tertanggal 13 Nopember 2011 telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga 

petitum gugatan pada angka 3 dapat dikabulkan. 

Pertimbangan majelis hakim tentang keabsahan akad, secara hukum Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat 

antara BPRS ABC dengan para nasabah dihadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., 

M.Kn., Notaris di Purbalingga sudah sesuai dengan perundang-undangan dan 

ketentuan dalam hukum Islam, namun ada pertimbangan hakim yang kurang 

sesuai atau terdapat kesalahan dalam menentukan pertimbangan syarat-syarat 

rukun akad ijarah dalam KHES. Kemudian majelis hakim tidak 

mempertimbangkan bagaimana mekanisme pemberian jasa oleh BPRS ABC 

kepada nasabah, karena ketentuan dalam akad pembiayaan ijarah multijasa, 

Perbankan syariah bertindak sebagai pemilik atau pihak yang mempunyai hak 

penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan atau 

yang menyediakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.
301

 

                                                           
301

 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Ijarah. Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan 

Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 
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Karena jika mempertimbangkan hal itu, BPRS ABC mengetahui jika direktur 

percetakan sebagai penyedia jasa tidak memberikan jasa percetakan atau tidak 

memenuhi kewajibannya seperti yang dinyatakan oleh para nasabah. 

e. Wansprestsi dan Ganti Kerugian Materiel  

Majelis hakim mempertimbangkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 

Nomor: 01 tertanggal  13 Nopember 2011 disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 

bahwa cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh 

kewajiban yang menyebabkan BPRS ABC dapat menghentikan seluruh atau 

sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, 

serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika 

dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank. Atas kelalaian dan 

pelanggaran para nasabah, maka BPRS ABC berhak untuk menuntut dan menagih 

pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan para 

nasabah. Untuk menyatakan para nasabah wanprestasi majelis hakim 

menggunakan pertimbangan dari pengertian cidera janji dalam pasal 1 angka 7 

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tertanggal  13 Nopember 2011 

kurang tepat, karena dalam akad tersebut yang menjelaskan cidera janji pada pasal 

1 angka 9 bukan pasal 1 angka 7. Kemudian karena dari suatu akad nanti akan 

memberikan akibat hukum terhadap para pihak dan akibat hukum terhadap isinya. 

                                                                                                                                                               
Pelayanan Jasa Bank Syariah. Kemudian dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan 

Syariah menyatakan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 

fatwa di bidang syariah. Adapun kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam 

Penjelasan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan 

prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunanan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa 

Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/16/PBI/2008, bahwa prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh bank bersumber pada fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 
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Akibat hukum terhadap para pihak akad wajib dipenuhi yang timbul dari 

perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik kembali akad tersebut kecuali ada 

kesepakatan kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan yang ditentukan 

oleh undang-undang. Jadi suatu akad berlaku dan mengikat bagi para pihak yang 

membuatnya untuk melakukan akad tersebut. Adapun akibat hukum terhadap 

isinya yaitu akibat hukum cakupan dan ruang lingkupnya akad harus dipenuhi.
302

 

Maka pertimbangan majelis hakim sudah tepat ketika menyatakan cidera janji 

dengan mempertimbangkan pengertian cidera janji dalam akad tersebut. 

Dalam hal ini majelis hakim berpedoman dalil al-Qur’an dan as-Sunnah 

yaitu firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang artinya “hai orang-orang 

yang beriman pernuhilah akad-akad itu dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, 

Tirmidzi dan Daruqutni yang artinya “orang-orang Islam terikat pada akad 

perjanjian yang mereka buat”. Bahwa ketentuan dalam akad tersebut, menurut  

majelis telah sesuai dengan ketentuan dalam KHES pasal 21 huruf (b), 44 dan 46. 

Pasal 21 huruf (b), akad dilakukan berdasarkan asas amanah atau menepati janji, 

setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang 

ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-

janji, pasal 44, semua akad yang dibentuk secara sah berlaku naṣ syari’ah bagi 

mereka yang mengadakan akad, dan pasal 46, suatu akad hanya berlaku mengikat 

antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Dalam pertimbangan ini majelis 

hakim berpedoman pada al-Qur’an, as-Sunnah, dan ketentuan dalam KHES. Dari 

beberapa pertimbangan tersebut sesuai dengan syarat mengikatnya akad (syurūt  

                                                           
302

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hlm. ..., hlm. 263-312. 
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luzūm) yaitu syarat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik 

kembali persetujuannya atau kesepakatannya secara sepihak tanpa kesepakatan 

pihak lain. Walaupun akad telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, 

syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum.
303

 

Mengenai wanprestasi, majelis hakim berpendapat dengan mengambil alih 

ketentuan dalam KUHPerdata dimana wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau 

kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul: Hukum 

Perjanjian (yang diterbitkan Intermasa diterbitkan di Jakarta pada tahun 1979 

pada halaman 46), wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak 

melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai 

atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau 

wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu: 

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.  

2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. 

3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 

4) Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan. 

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim dan ketentuan-ketentuan 

tersebut, maka bantahan bahwa para nasabah tidak melakukan perbuatan cidera 

janji atau ingkar janji atau wanprestasi sebab para nasabah masih sanggup untuk 

melunasi hutang-hutang dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan yaitu 13 

September 2011 sampai dengan 13 September 2016 adalah tidak beralasan. Pada 

fakta hukum yaitu para nasabah telah menunggak angsuran, kemudian BPRS 
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ABC telah melayangkan dua kali somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari 

2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun para nasabah tidak 

memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka para nasabah harus 

dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau 

wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 

September 2011 yang merugikan BPRS ABC. Pertimbangan majelis hakim terkait 

dengan bentuk tidak melaksanakan prestasi atau wanprestasi atau cidera janji yang 

berupa empat macam berdasarkan pada pasal 36 KHES.
304

 Pertimbangan majelis 

hakim dan dari ketentuan-ketentuan tersebut, bantahan para nasabah tidak cidera 

janji atau wanprestasi tidak beralasan ini sangat benar karena BPRS ABC sudah 

melayangkan surat peringatan atau somasi, hal ini sesuai dengan Pasal 37 

Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dan pasal 1238 KUHPerdata, yaitu 

dinyatakan lalai atau cidera janji dengan surat dengan surat perintah atau akta 

sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri 

menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan 

lewatnya waktu yang ditentukan.
305

 

Adapun besarnya kerugian akibat perbuatan para nasabah menurut 

perhitungan pihak penggugat dirugikan secara materiel yaitu sesuai dengan Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, yang 

perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar: 

sewa manfaat    : Rp. 206.318.865,-  
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 Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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tunggakan ujrah   : Rp.   40.549.585,-  

denda keterlambatan   : Rp.        375.000,-  

biaya kunjungan   : Rp.        150.000,-  

biaya kuasa hukum   : Rp.   10.000.000,-  

total kewajiban para nasabah  : Rp. 257.393.450,- 

Sedangkan pihak nasabah memohon keringanan, maka majelis 

mempertimbangkan mengenai besarnya perincian kewajiban para nasabah 

pertanggal 31 Agustus 2013, sebesar:  

sewa manfaat    : Rp. 206.318.865,-  

tunggakan ujrah   : Rp.   40.549.585,-  

Menurut majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad besarnya yang 

disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC pertanggal 13 Agustus 2013 adalah 

pokok Rp. 154.166.667,- (seratus lima puluh empat juta seratus enam puluh enam 

enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah ujrah Rp. 111.000.000,-  (seratus 

sebelas juta rupiah) sehinggga berjumlah Rp. 265.166.667,- (dua ratus enam 

puluh lima juta seratus enam puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah). 

Oleh karena yang disepakati oleh nasabah dan BPRS ABC lebih besar dari pada 

perhitungan pihak BPRS ABC, maka menurut majelis ditetapkan yang lebih 

meringankan para nasabah sebagaimana perincian BPRS ABC dalam bukti P.12 

tersebut. 

Adapun besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan 

BPRS ABC yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (dua ratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah) untuk dana qarḍul ḥasan tidak dibantah oleh pihak nasabah, 
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sedangkan biaya kuasa hukum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 

pihak nasabah berkeberatan meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak 

ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis hakim berpendapat berdasakan asas 

taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka biaya kuasa 

hukum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dipikul kedua 

belah pihak masing-masing seperdua yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 

Menurut majelis kerugian materiel yang harus dibayar oleh para nasabah 

kepada BPRS ABC perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar: 

sewa manfaat     : Rp. 206.318.865,- 

tunggakan ujrah    : Rp.   40.549.585,- 

denda keterlambatan    : Rp.        375.000,- 

biaya kunjungan    : Rp.        150.000,- 

50 % biaya kuasa hukum   : Rp.     5.000.000,- 

total kewajiban para nasabah   : Rp.  252.393.450,-  

Dari beberapa pertimbangan majelis hakim diatas, akad yang tidak 

dilaksanakan salah satu pihak, sesuai pendapat para ulama fiqh pra moderen, 

apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, pihak lain dapat 

meminta fasakh akad atas dasar pihak tersebut cidera janji, namun akadnya tetap 

berlangsung. Pihak tersebut yang tidak dapat melaksanakan akad dapat dituntut 

agar melaksanakan perikatannya atau menuntut ḍaman (ganti kerugian) sesuai 

dengan keadaan dan dasar penuntutan ḍaman tersebut adalah akad itu sendiri.  

Dalam pasal 38 KHES pihak yang melakukan ingkar janji dapat diberi 

sanksi, sanksi tersebut yaitu, membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan 
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resiko, denda, dan membayar biaya perkara. Kemudian berikutnya dalam pasal 39 

sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:
306

  

1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap 

melakukan ingkar janji. 

2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 

3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan 

ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan. 

Dalam pasal 1243 KUHPerdata, penggantian kerugian dapat dituntut 

menurut undang-undang berupa kosten, schaden en interssen.
307

 Yang dimaksud 

kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang 

sunguh-sunguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh 

menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa keuntungan 

(interssen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak 

lalai (winstderving). Karena terjadinya perkara di depan hakim itu disebabkan 

kelalaiannya si berhutang, maka ia juga akan dihukum untuk membayar biaya 

perkara.
308

 Dari beberapa pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dengan 

perundang-undangan dan pendapat ulama fiqh moderen dalam menentukan 

kerugian seperti total sewa manfaat Rp. 206.318.865,- (dua ratus enam juta tiga 

ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan ujrah 

sebesar Rp. 40.549.585,- (empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu 
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 Pasal 38 – 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ..., hlm. 148-149. 
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lima ratus delapan puluh lima rupiah) dengan pertimbangan rincian dalam akad 

dan keberatan nasabah. Kemudian denda biaya keterlambatan dan biaya 

kunjungan berdasarkan pada pasal 5 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa ini. 

Adapun penentuan setengah biaya kuasa hukum berdasakan asas taswiyah 

(kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah hal ini sesuai dengan pasal 21 

huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dikabulkan 

sebagian dengan menyatakan para nasabah telah melakukan perbuatan cidera janji 

atau wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 

13 September 2011 yang merugikan BPRS ABC, yaitu berupa kerugian materiel 

sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan 

puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dalam mengabulkan gugatan 

majelis hakim yaitu mengabulkan bahwa para nasabah wansprestasi sudah sesuai 

dengan isi dalam akad ini yang terdapat dalam pasal 1 angka 9 bukan pada pasal 1 

angka 7 yang dijadikan pertimbangan majelis hakim, Pasal 36 sampai 37 

Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, dan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Adapun majelis hakim mengabulkan sebagian dalam menentukan 

kerugian materiel sudah sesuai dengan pendapat para ulama fiqh pra moderen, 

pasal 38 – 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 1243 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, pasal 5 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 

tanggal 13 September 2011, dan pasal 21 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah. 



155 
 

Selanjuntya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum para nasabah 

untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp 252.393.450,- (dua ratus lima 

puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) 

kepada BPRS ABC langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan 

hukum tetap, dan menolak gugatan selebihnya.  

Pertimbangan majelis hakim dengan menghukum para nasabah untuk 

membayar kerugian materiel kurang tepat, karena seperti yang telah dinyatakan 

dalam pasal 1 angka 9 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 

September 2011, definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan sebagian 

atau seluruh kewajiban yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau 

sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, 

serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika 

dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada BPRS ABC. Berdasarkan pada 

pasal 1 angka 9 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 

September 2011, dengan menyimpangi pasal 2 angka 2 Akad Pembiayaan Ijarah 

Multi Jasa Nomor: 01 ini yaitu jangka waktu pemanfaatan atas sewa manfaat 

selama 60  bulan sejak penandatanganan akad ini oleh kedua pihak atau pada saat 

serah terima sewa manfaat yaitu pada tanggal 13 September 2011 dan berakhir 

pada tanggal 13 September 2016 atau selambat-lambatnya pada tanggal 13 

September 2016 nasabah harus sudah melunasi, apabila batas akhir pelunasan 

telah lewat waktu nasabah belum melunasi sebagaimana ketentuan tersebut, maka 

nasabah dianggap lalai atau cidera janji. Berdasarkan dua ketentuan tersebut tidak 

adil jika para nasabah dihukum untuk membayar sekaligus total kerugian materiel 
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sebesar Rp 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan 

puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) karena dalam pasal 2 angka 2 

nasabah dapat dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir 

pelunasan telah lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan 

tanggal 13 September 2016. Karena para nasabah adalah pihak yang kalah, maka 

berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada para tergugat atau para nasabah. 

 

2. Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

Jenis putusan ada tiga yaitu sebagai berikut: pertama, Niet Onvankelijk 

Verklraart (NO), yaitu tidak dapat diterima gugatan di mana putusan Pengadilan 

Agama yang diajukan oleh BPRS ABC tidak dapat diterima karena ada alasan 

yang dibenarkan oleh hukum. Kedua, putusan sela adalah putusan yang belum 

merupakan putusan akhir dan putusan sela ini tidak mengikat hakim, bahkan 

hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut 

jika ternyata mengandung kesalahan. Ketiga, putusan akhir yaitu putusan yang 

mengakhiri sesuatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu yang 

memiliki sifat konstitutif, condemnatoir, deklaratoir, contradiktoir, verstek, dan 

gugur.
 309

 

Permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para nasabah 

atau tergugat atau para pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara 

yang ditentukan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat 
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 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, ..., 

hlm. 102-103. 
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diterima
310

 Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah bermusyawarah 

dalam persidangan berpendapat, menganggap perlu adanya pemeriksaan 

tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama dengan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut: hakim tingkat pertama kurang cermat dalam 

mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan pihak BPRS ABC sehingga tidak 

jelas dalam melihat peristiwa hukum yang dijadikan sebagai landasan sengketa 

dan gugatan perkara ini yang seharusnya bila gugatan didasari atas wanprestasi 

atas sebuah kontrak perjanjian, maka pertama harus diperiksa dengan cermat akad 

atau kontrak yang dilakukan para pihak. Akad ijarah berarti akad yang mengatur 

kesepakatan pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan. Rukun 

ijarah adalah musta’jir (yang menyewa), mu’ajir (pihak yang menyewakan), 

ma’jur (benda yang disewakan) dan akad. Apabila terjadi akad, maka rukun-rukun 

ijarah itu harus jelas dan memenuhi syarat akad itu sendiri. 

Majelis hakim tingkat banding berpendapat belum cukup jelas ma’jur dalam 

akad tersebut, karena tidak ditemukan fakta ma’jur itu yaitu obyek sewa, manfaat 

atas penggunaan barang dan atau jasa yang dipersewakan, berupa tanah atau 

bangunan atau mesin cetak harus jelas dan milik siapa apakah milik mu’ajir atau 

milik pihak ketiga yang tidak dilibatkan dalam akad dalam perkara ini. Ada point 

yang dianggap kurang jelas yakni pada Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 

Nomor: 01, lembar keempat terdapat kalimat: bahwa nasabah dalam rangka 

mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada Bank 

untuk memperoleh fasilitas pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau 
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 Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 1947 dan Pemohon banding telah membayar biaya perkara banding sesuai dengan pasal 7 
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keuntungan akan dibagi secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proposional) 

antara BPRS ABC dan nasabah sesuai dengan besarnya pembiayaan dari BPRS 

ABC dan modal dari nasabah. Bunyi kalimat tersebut majelis hakim tingkat 

banding menjadi tidak jelas akad yang dibuat penggugat dengan tergugat masuk 

dalam kriteria ijarah atau syirkātul muḍarabah yang tentunya akan melahirkan 

konsekuensi hukum yang berbeda, oleh karena itu perlu adanya kejelasan dari 

maksud kalimat dalam akad tersebut. 

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang belum cukup tentang 

fakta ma’jur itu yaitu obyek sewa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 

bahwa dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 terdapat ketentuan 

dalam akad pembiayaan ijarah multijasa, Perbankan syariah bertindak sebagai 

pemilik atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa 

barang atau jasa, yang menyewakan atau yang menyediakan obyek sewa 

dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.
311

 Dalam pasal 2 angka 1 Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 hanya terdapat pernyataan pihak 

pertama yaitu BPRS ABC mengikatkan diri untuk membantu fasilitas sewa 

manfaat yang digunakan untuk biaya cetak tabloid dengan biaya Rp. 

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujrah Rp. 180.000.000,- 

(seratus delapan puluh ribu rupiah).
312

 Dari pernyataan tersebut BPRS ABC 
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hanya memberikan pembiayaan berupa uang, bukan memberikan sewa manfaat 

atau memberikan suatu jasa. 

Sebelumnya juga sudah dijelaskan kerancauan pada pernyataan pada 

praemeisse (retical),
313

 pernyataan tersebut adalah  “dalam memperoleh fasilitas 

pembiayaan ijarah multijasa yang pendapatan atau keuntungannya akan dibagi 

secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) antara BPRS ABC 

dengan nasabah”. Padahal dari beberapa literatur mengenai akad ijarah, akad 

ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau suatu jasa dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa, tanpa diikuti 

pemindahan kepemlikian itu sendiri.
314

 Hal ini juga bertentangan dalam pasal 1 

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 ini yang memberikan pengertian 

akad ijarah multijasa.
315

 Sedangkan pendapatan atau keuntungannya akan dibagi 

secara bagi hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) adalah ketentuan dalam 

akad musyārakah dan akad muḍarabah.
316

 Jadi dalam melakukan pembiayaan 

akad ijarah bukan pendapatan atau keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil 

(syirkah) yang seimbang (proporsional), namun pembayaran sewa atau imbalan 

jasa yang terjadi antara BPRS ABC. 
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 Praemeisse adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau 
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Untuk kepentingan kejelasan tersebut, diperintahkan Pengadilan Agama 

Purbalingga membuka persidangan kembali dengan memanggil BPRS ABC atau 

pemohon atau terbanding dan para nasabah atau termohon atau para pembanding 

untuk melakukan pemeriksaan kembali guna mendapatkan keterangan tambahan. 

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemeriksaan tambahan seperti 

tersebut di atas, dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, dan setelah 

selesai melakukan pemeriksaan tambahan hakim tingkat pertama diperintahkan 

mengirim kembali berita acara pemeriksaan tambahan tersebut ke Pengadilan 

Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Tinggi Agama menangguhkan biaya perkara 

yang timbul dalam perkara ini dan akan diputus bersama-sama dengan putusan 

akhir.  

 

3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 

Permohonan banding pihak nasabah telah diperiksa dan diputus dalam 

Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 160/Pdt.G/2014/ 

PTA.Smg. tanggal 21 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 

H, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam 

putusan perkara a-quo. Setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama 

salinan putusan resmi Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 

1721/Pdt.G/2013/PA.Smg., memori banding dan kontra memori banding, berita 

acara persidangan yang bersangkutan, dan berita acara persidangan pemeriksaan 

tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis 

hakim banding berpendapat sebagai berikut: 
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Pihak nasabah memohon agar Pengadilan Tinggi Agama membatalkan 

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., 

bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam pertimbangan hukumnya 

diantaranya:  

a. Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis tentang debitur orang atau pihak 

lain, yaitu bernama MMM (bukan inisial yang sebenarnya), padahal tidak ada 

kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh BPRS ABC selaku 

kreditur adalah para nasabah yang bernama  XXX dan bukti tulis kemudian 

diterima sebagai alat bukti yang sah. 

b. Tentang bukti saksi, BPRS ABC tidak mengajukan alat bukti saksi, namun 

dalam putusannya mempertimbangkan bukti saksi- saksi. 

c. Bahwa BPRS ABC selaku kreditur menganggap para nasabah telah 

melakukan wanprestasi, padahal dalam akad perjanjian bahwa nasabah dapat 

dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah 

lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 

September 2016. 

Majelis hakim pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan 

sebagai berikut: mengenai bukti tulis perincian kewajiban debitur sebagaimana 

dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada Putusan Pengadilan 

Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei 2014 

tertulis fotokopi perincian kewajiban debitur atas nama MMM tanggal 31 Agustus 

2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa perincian kewajiban 

debitur atas nama XXX per Agustus 2013, bukan atas nama MMM. Mengenai 
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bukti saksi-saksi ternyata pada pengadilan tingkat pertama tidak memeriksa saksi-

saksi, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama yang 

mempertimbangkan tentang saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya. 

Majelis hakim mempertimbangkan keberatan para nasabah, majelis hakim 

lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tulis yang menjadi pokok dari 

persoalan ialah Akad Pembiayaan Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 Nopember 

2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak BPRS ABC dan pihak nasabah, 

hal ini menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah sebagaimana disebut dalam 

pasal 295 KHES yaitu harus ada: musta’jir (pihak penyewa), mu’ajir (pihak yang 

menyewakan), ma’jur (benda yang diijarahkan), dan akad. Berdasarkan hal 

tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti tentang Akad Pembiayaan 

Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dihadapan 

Notaris Sri Wachyono, S.H., M.H, M.Kn., di dalam akad dimaksud tertulis yang 

menjadi musta’jir (pihak penyewa adalah para nasabah atau para tergugat atau 

para pembanding), mu’ajir (pihak yang menyewakan adalah BPRS ABC sebagai 

penggugat atau Terbanding), dan ma’jur (benda yang diijarahkan adalah suatu 

benda yang diambil manfaatnya), sedangkan akadnya adalah Akad Pembiayaan 

Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, oleh karena Akad Pembiayaan Ijarah 

Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 telah disepakati oleh para pihak 

dan telah memenuhi syarat rukun ijarah maka harus dinyatakan sah secara hukum. 

Pertimbangan hukum majelis dalam masalah ini selain sudah sesuai dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Ijarah, namun majelis hakim pada 
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tingkat banding juga tidak mempertimbangan mekanisme pemberian jasa oleh 

BPRS ABC sebagai pemilik barang dan penyedia jasa.  

Karena dalam hal ini, Perbankan syariah bertindak sebagai pemilik atau 

pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau 

jasa, yang menyewakan atau yang menyediakan obyek sewa dimaksud kepada 

nasabah sesuai kesepakatan.
317

 Dari beberapa ketentuan dalam akad tidak ada 

penjelasan bahwa BPRS ABC menyediakan jasa cetak yang telah disediakan atau 

dari pihak lain yang sudah ada keterikatan kerjasama dengan BPRS ABC.  

Dalam KHES pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, 

atau pengampunya.
318

 Hal ini sesuai pendapat Sayyid Sābiq, ‘āqid diperbolehkan 

menyewakan lagi barang sewaan tersebut pada orang lain, dengan syarat 

penggunaan barang sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad awal. 

Penyewa pertama boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia 

menyewakan atau kurang sedikit atau bahkan lebih mahal dari harga penyewaan 

pertama. Hal ini boleh dilakukan karena kebiasaan atau disebut al-khulwu.
319

 

Kemudian dalam memberikan pelayanan jasa, maka tidak dapat diterapkan pada 
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. 

Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Kemudian dalam 

pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan prinsip syariah adalah prinsip 

hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah, dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunanan 

Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah 

pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, bahwa prinsip syariah yang wajib 

dipenuhi oleh bank bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 
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Pasal 259 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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uang, bahan makanan, bahan bakar, dan lain sebagainya, karena hal tersebut tidak 

mungkin selain dikonsumsi.
320

 Maka tidak dibenarkan jika dalam pembiayaan 

ijarah multijasa BPRS ABC bukan pemilik atas jasa tersebut dan dalam akad 

ijarah tidak dapat menerapkan uang sebagai jasa yang telah diberikan. 

Karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 

September 2011 sah, maka segala sesuatu yang yang telah disepakati dalam akad 

tersebut mengikat kepada yang menandatangani akad tersebut, yaitu BPRS ABC 

dan para nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam akad tersebut 

yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 

2016. Pertimbangan majelis hakim selain berdasarkan pada akad pembiayaan 

ijarah multijasa, pertimbangan ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh bahwa 

obyek akad ijarah (ma’qūd ‘alaih) manfaatnya harus jelas, kejelasan obyek ijarah 

bisa dilakukan dengan cara: pertama, obyek manfaat harus jelas atau dapat 

diketahui benda yang yang disewakan atau jenis jasa yang akan diberikan. Kedua, 

masa manfaat obyek yang akan disewakan atau jangka waktu jasa yang akan 

diberikan. Ketiga, harus ada kejelasan jenis jasa pekerjaan.
321

 

Dalam akad pembiayaan tersebut pada pasal 1 angka 9 bukan pasal 1 angka 

7 sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di akad 

disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan 

sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BPRS ABC dapat 

menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk 
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 Wahbah az-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, ..., hlm. 736-741. Abdul 

Rahman Ghazaly, et.al, Fiqh Muamalat, Eds. I, Cet. I., ..., hlm. 279. 
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biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini 

menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada BPRS 

ABC. Berdasarkan pada pasal 1 angka 9, dengan menyimpangi pasal 2 angka 2 

akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran para nasabah, maka BPRS ABC berhak 

untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih 

menjadi tanggungan para nasabah.  

Pertimbangan majelis hakim seperti yang sudah pernah penulis singgung 

pengertian cidera janji dalam pasal 1 angka 7 Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 

Nomor 01 tertanggal 13 Nopember 2011 kurang tepat, karena dalam akad tersebut 

yang menjelaskan cidera janji pada pasal 1 angka 9 bukan pasal 1 angka 7.  

Kemudian karena dari suatu akad nanti akan memberikan akibat hukum terhadap 

para pihak dan akibat hukum terhadap isinya. Akibat hukum terhadap para pihak 

akad wajib dipenuhi yang timbul dari perjanjian tersebut dan tidak dapat menarik 

kembali akad tersebut kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak atau karena ada 

alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi suatu akad berlaku dan 

mengikat bagi para pihak yang membuatnya untuk melakukan akad tersebut. 

Adapun akibat hukum terhadap isinya yaitu akibat hukum cakupan dan ruang 

lingkupnya akad harus dipenuhi.
322

 Maka pertimbangan majelis hakim sudah tepat 

ketika menyatakan cidera janji dengan mempertimbangkan pengertian cidera janji 

dalam akad tersebut. 

Berdasarkan definisi pada akad tersebut, telah terdapat fakta hukum para 

nasabah tidak membayar atau menunggak dan BPRS ABC telah memberikan 
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somasi, akan tetapi pihak nasabah tetap tidak memenuhi kewajiban untuk 

membayar angsuran, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan 

pendapat hakim tingkat pertama yang menyatakan para nasabah telah melakukan 

perbuatan cidera janji atau ingkar janji atau wanprestasi terhadap Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, dan diambil 

alih menjadi pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.  

Pertimbangan majelis hakim dalam hal ini sudah sesuai dengan Pasal 37 

Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dan pasal 1238 KUHPerdata karena BPRS 

ABC sudah melayangkan surat peringatan atau somasi, yaitu dinyatakan lalai atau 

cidera janji dengan surat dengan surat perintah atau akta sejenis itu telah 

dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak 

dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan.
323

 

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena para 

nasabah dinyatakan ingkar janji, maka para nasabah dihukum untuk membayar 

kerugian materiel sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga 

ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada BPRS ABC 

langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal 

ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan 

putusan Pengadilan Agama Purbalingga, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama 

berpendapat meskipun para nasabah telah dinyatakan ingkar janji akan tetapi oleh 

karena di dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 
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September 2011 terdapat item yang berbunyi adapun pembayaran yang disepakati 

oleh nasabah dan BPRS ABC sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang 

harus dibayar oleh nasabah kepada BPRS ABC yang berlaku sejak tanggal 

angsuran pertama 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016, 

oleh karena itu tidak adil apabila para tergugat atau para nasabah dijatuhi 

hukuman untuk membayar sekaligus sebesar Rp. 252.393.450,- (dua ratus lima 

puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh 

rupiah). 

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa para nasabah dikatakan 

wanprestasi manakala tidak melakukan prestasi atau perbuatan yang telah 

disepakati dalam akad (perjanjian), dalam hal ini para nasabah telah lalai dalam 

memenuhi bunyi akad dalam pasal 2 angka 3, yang berbunyi “pembayaran sewa 

manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh 

enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka waktu 60 bulan, paling lambat 

tanggal 13 setiap bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening 

tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan para nasabah 

melakukan cedera janji atau ingkar janji atau wanprestasi dalam pembayaran 

angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 

tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “pembayaran 

sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam 
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puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan. 

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat amatlah adil dan 

bermanfaat apabila para nasabah dihukum untuk membayar angsuran terhutang 

dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad, yakni 

pembayaran sewa manfaat sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam 

puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan 

pembayaran ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 

Dari beberapa pertimbangan hukum majelis hakim sudah sesuai dengan isi 

Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01, yaitu pada pasal 2 angka 3 Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, yang berbunyi “pembayaran sewa manfaat secara 

angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam 

ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujrah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta 

rupiah) selama jangka waktu 60 bulan, paling lambat tanggal 13 setiap bulannya 

secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai 

dengan jadwal angsuran dan berdasarkan pasal 12 angka 2 Akad Pembiyaan Ijarah 

Multi Jasa Nomor: 01 ini berisi tentang kewajiban pembayaran nasabah yang 

sudah ditentukan sesuai jadwal dalam sebuah tabel. Selain pertimbangan tersebut, 

pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan akibat hukum suatu 

akad terhadap para pihak dan akibat hukum terhadap isinya. Akibat hukum 

terhadap para pihak akad wajib dipenuhi yang timbul dari perjanjian tersebut dan 

tidak dapat menarik kembali akad tersebut kecuali ada kesepakatan kedua belah 

pihak atau karena ada alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi 
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suatu akad berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya untuk 

melakukan akad tersebut. Adapun akibat hukum terhadap isinya yaitu akibat 

hukum cakupan dan ruang lingkupnya akad harus dipenuhi.
324

 Maka 

pertimbangan majelis hakim sudah tepat ketika menyatakan tidak adil jika para 

nasabah dihukum dengan membayar sekaligus total kerugian materiel sebesar Rp. 

252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu 

empat ratus lima puluh rupiah). 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan 

Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., atas dasar-

dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan 

dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar tidak perlu 

diulang kembali sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama 

menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu 

putusan Pengadilan Agama Purbalingga harus dikuatkan dengan memperbaiki 

sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini. 

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keberatan-keberatan 

yang diajukan oleh para nasabah tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut 

karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

247 K/Sip/1955 tanggal 06 April 1955, yang menyatakan: bahwa hakim tingkat 

banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori 

banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim 

tingkat pertama. 
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Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat banding 

harus dibebankan kepada para pembanding atau para nasabah. 



171 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan: 

1. Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh 

perbankan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu 

jasa. Pembiayaan ijarah multijasa pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

ABC (bukan nama yang sebenarnya), beberapa ketentuan sudah sesuai 

dengan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam, namun 

ada beberapa ketentuan dalam pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS 

ABC yang belum sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan 

hukum Islam. Adapun pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS ABC yang 

belum sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam 

adalah BPRS ABC tidak menyediakan jasa cetak dan tidak memiliki atau 

mempunyai hak penguasaan atas jasa, namun BPRS ABC hanya 

memberikan biaya cetak tabloid dengan biaya Rp. 250.000.000,- (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) dengan ujrah Rp. 180.000.0000,- (seratus 

delapan puluh ribu rupiah). Hal itu belum sesuai dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah 

dan Surat Edaran No. 10/14/DPbs Tahun 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip 

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam pembiayaan ijarah multijasa pada 
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BPRS ABC, kurang tepat dalam menentukan pembayaran sewa atau jasa 

dengan menggunakan metoda flat rate, karena dalam pembiayaan ini 

menggunakan akad ijarah sebaiknya menggunakan pembayaran sewa atau 

jasa dengan metoda yang bersifat progresif. Kemudian terkait dengan akad 

pembiayaan tersebut juga terdapat kesalahan dalam membuat ketentuan, 

terkait dengan pernyataan dalam akad yang berbunyi: “pembiayaan ijarah 

multijasa yang pendapatan atau keuntungannya akan dibagi secara bagi 

hasil (syirkah) yang seimbang (proporsional) antara BPRS ABC dengan 

nasabah”. 

2. Penyelesaian sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah di BPRS 

ABC, beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga sudah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan 

dalam hukum Islam, namun masih terdapat kesalahan dalam membuat 

pertimbangan. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama 

Purbalingga dalam menangani masalah ini terdapat kesalahan mengkutip 

pasal-pasal tentang syarat-syarat rukun akad ijarah dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, selain itu masih terdapat kesalahan dalam 

mempertimbangkan bukti saksi, mempertimbangkan perincian kewajiban 

nasabah, dan mempertimbangkan hukuman cidera janji pihak nasabah 

tidak sesuai  dengan ketentuan dalam beberapa pasal dalam Akad 

Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011 yang 

dibuat antara BPRS ABC dengan para nasabah dihadapan Sri Wachyono, 

S.H., M.H., M.Kn., notaris di Purbalingga. Kemudian penyelesaian 
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sengketa pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada BPRS ABC di 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah banyak kesesuaian dengan 

perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam, namun dari 

kedua penyelesaian pembiayaan ijarah multijasa bermasalah pada BPRS 

ABC di Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama 

Semarang, belum mengungkap mekanisme penyediaan jasa oleh BPRS 

ABC, karena tidak dibenarkan jika pada pembiayaan ijarah multijasa 

BPRS ABC bukan pihak pemilik atas jasa tersebut atau pihak yang tidak 

mempunyai hak penguasaan atas jasa dalam menyediakan jasa dan dalam 

akad ijarah tidak dapat menerapkan uang sebagai jasa, seperti yang telah 

diberikan BPRS ABC. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diambil dari kasus diatas adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam melakukan dan menerapkan pembiayaan ijarah multijasa 

BPRS ABC harus memenuhi dan memperhatikan ketentuan perundang-

undang dan ketentuan dalam hukum Islam. 

2. Bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan ijarah multijasa bermasalah 

pada BPRS ABC, majelis hakim harus memahami dan menerapkan 

ketentuan akad ijarah dalam ketentuan perundang-undang dan ketentuan 

dalam hukum Islam sebagai bahan pertimbangan. Dalam memeriksa kasus 

tersebut majelis hakim harus lebih cermat, karena dari putusan tersebut 

masih terdapat pertimbangan yang kurang tepat. 
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